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RINGKASAN

Nurul Solehah, 2014, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Sektor Batik (Studi Pada Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan), Drs. Heru Ribawanto, MS, Dr.
Abdullah Said, M,Si, 188 Hal+ xvii

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM batik
adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk
memberikan daya atau kemampuan kepada seseorang yang dilakukan melalui
pemberian pengetahuan, penguatan modal dan sumber daya manusia serta
perlindungan atas produk. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah) dilakukan untuk menumbuhkembangkan usaha yang sehat, tangguh
dan mampu berdaya saing. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah Kabupaten
Bangkalan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan menjadi
sangat penting dalam pemberdayaan UMKM batik tulis Tanjungbumi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemerintah

daerah Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan UMKM sektor batik.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan karena merupakan pihak yang
terlibat langsung dalam pemberdayaan UMKM sektor batik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan UMKM sektor batik dilakukan
melalui beberapa program, diantaranya (1) pendidikan dan pelatihan; (2) bantuan
permodalan; (3) bantuan pemasaran dan (4) proteksi produk batik. Namun, peran
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan masih kurang efektif dan
belum berhasil dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh
pelaku UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi. Hal tersebut dapat dilihat dari
langkah pemberdayaan yang kurang relevan dengan permasalahan dan tantangan
utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta pemberdayaan yang tidak merata
dan kurang inovatif. Selain itu, peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan yang kurang efektif disebabkan oleh faktor eksternal, vyaitu
keterbatasan anggaran dan akses yang sangat jauh serta infrastruktur yang kurang
memadai.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Peran Pemerintah Daerah, UMKM (Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah)
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SUMMARY

Nurul Solehah, 2014, The Local Government Role In Empowering MSMEs
(Micro, Small and Medium Enterprises) sector Batik (Studies in the
Department of Cooperatives and SMEs Bangkalan), Drs. Heru Ribawanto,
MS, Dr. Abdullah Said, M, Si, 188 It + xvii

One of the local government's efforts in developing batik MSMEs is
through empowerment. Empowerment is one way to provide power or ability to
someone who is done through the provision of knowledge, strengthening of
capital and human resources and the protection of the product. MSMEs (Micro,
Small and Medium Enterprises) made efforts to foster a healthy, resilient and
capable of competitiveness. Therefore, the role of local government Bangkalan
through the Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan become very important in
empowering Tanjungbumis Batik MSMEs.

The purpose of this study was to determine the role of local government in
empowering MSMEs Bangkalan batik sector. This research uses a descriptive
study using a qualitative approach. The method used in this study using
interviews, observation and documentation. This research was conducted at the
Department of Cooperatives and MSMEs Bangkalan as a party directly involved
in MSMEs sector batik.

The results showed that the role of Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan
in empowering MSMEs batik sector through several programs, including (1)
education and training; (2) capital assistance; (3) marketing assistance, and (4)
protection of batik products. However, the role of Dinas Koperasi dan UMKM
Bangkalan still less effective and have not been successful in answering the
problems and challenges faced by batik MSMEs in Tanjungbumi. This can be
seen from the steps of empowerment that is less relevant to the issues and
challenges faced by MSMEs and empowerment uneven and less innovative. In
addition, the role of Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan are less
effective due to external factors, namely the budget constraints and access to a
very remote and poor infrastructure.

Keywords: Empowerment, Role of Local Government, MSME (Micro, Small and
Medium Enterprises)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan transisi kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah, dari model penyelenggaraan pemerintahan yang
sentralistik menuju pemerintahan yang desentralisitik. Otonomi daerah merupakan
wujud dari adanya semangat dalam menciptakan pemerintahan daerah yang
mandiri serta mampu meningkatkan pembangunan ekonomi nasional melalui
pemberian kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi
daerah. Semangat otonomi daerah kemudian berada di titik puncak pada era
reformasi, dimana pada saat ini penuntutan atas hak partisipasi politik, wewenang
politik daerah, dan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri semakin
meningkat.

Menurut Muluk (2009: 62), mengungkapkan otonomi daerah merupakan
wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalistik menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pernyataan tersebut
relevan dengan pengertian otonomi daerah yang terkandung dalam undang-
undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Menurut Pasal 1 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi
daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan cara baru



dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni meletakkan otonomi penuh, luas dan
bertanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah
kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
diharapkan mampu menjadi pilar bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pasal 14 Undang-Undang 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota
dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang didukung dengan implementasi
yang kongkret dalam mengembangkan bidang-bidang koperasi, industri dan
perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertahanan, lingkungan hidup. Mengacu
pada hal tersebut, jelas bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan
potensi-potensi yang ada di daerah, salah satunya adalah Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa UMKM merupakan potensi strategis
yang dimiliki oleh daerah. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan UMKM dalam
menghadapi arus globalisasi serta mampu menumbuhkan iklim usaha yang
kondusif. Maka dari itu, dalam rangka mengembangkan bidang koperasi dan
UMKM, pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitas, bimbingan,
pemberdayaan dan sebagainya, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang

menyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah,



pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,
pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 1
Ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelasakan, pemberdayaan
UMKM adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia
usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan
pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga
mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Upaya pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan cara
mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau disebut dengan
pemberdayaan (Surjono dan Nugroho, 2008: 25). Pendapat tersebut diperkuat oleh
Sumodiningrat dikutip (Sulistiyani, 2004: 78), yang mengungkapkan bahwa
pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberikan daya atau
kemampuan kepada seseorang. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui
pemberian pengetahuan, penguatan modal dan manajemen sumber daya manusia
serta perlindungan atas produk. Menurut Sedarmayanti (2003: 113) menyatakan
bahwa pemberdayaan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas
dan inovasi, mampu mendayagunakan modal intelek, sehingga seluruh masalah
yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Pemberdayaan dan pembinaan dilakukan untuk menumbuhkembangkan
UMKM di Indonesia menjadi usaha yang sehat dan tangguh (Suparyanto, 2012:

70). Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM tidak hanya ditujukan pada



pemecahan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada saat ini, namun
pemberdayaan diharapkan mampu memberikan alternatif solusi bagi
permasalahan atau tantangan yang dihadapi pada masa mendatang. Hal itu
dikarenakan UMKM memiliki tujuan-tujuan visioner dalam meningkatkan
perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan SDM,
menciptakan produk domestik yang berkualitas dan berdaya saing serta
kemampuan UMKM dalam menghadapi Krisis ekonomi. Pernyataan tersebut
searah dengan pendapat yang diungkapkan oleh Tambunan (2009: 46) yang
menyatakan, UMKM memiliki kontribusi yang sangat penting terutama sebagai
sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan, fakta menunjukkan
bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan
Usaha Besar, oleh karenanya UMKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan
dalam menaggulangi pengangguran.
UMKM juga memiliki tujuan-tujuan lain yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 5 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
yaitu:
1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan.
Berdasarkan tujuan tersebut, maka UMKM merupakan hal penting dalam

upaya mewujudkan bangsa yang mampu berdaya saing, menciptakan

pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan lapangan pekerjaan baru



bagi masyarakat. Hal ini dapat memberikan respon positif bagi masyarakat di
daerah, karena dengan adanya UMKM, masyarakat ikut berperan aktif dan
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, serta mengurangi
tingkat pengangguran.

Pentingnya UMKM sebagai pilar perekonomian daerah juga didukung
dengan pengembangan sektor UMKM yang diperkuat dengan dikeluarkannya
Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor
Riil dan UMKM. Melalui berbagai strategi produk kebijakan, diharapkan UMKM
kedepannya akan menjadi program intensif pemerintah dalam peningkatan
perekonomian baik skala mikro maupun skala makro. Searah dengan pernyataan
tersebut, Tambunan (2009: 46) juga menyatakan bahwa, kelompok usaha UMKM
diharapakan sebagai motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi perdesaan, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan
antara perkotaan dan perdesaan.

Peranan UMKM sangat penting dalam pembangunan nasional, seperti
yang diungkapkan oleh Suparyanto (2012: 31) yang menyatakan bahwa peranan
usaha kecil dalam pembangunan nasional antara lain:

1. Menyerap tenaga kerja.

Usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja dan mampu
menekan angka pengangguran.

2. Penyedia barang dan jasa bagi masyarakat.

Sebagai alat pemuas kebutuhan yang diinginkan masyarakat

baik berupa barang maupun jasa.
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Penyedia suku cadang bagi usaha skala menengah dan besar.

Banyak suku cadang yang dibutuhkan oleh usaha menengah dan
besar tidak diproduksi sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan,
sehingga bermitra dengan para usaha-usaha kecil.

Mengurangi urbanisasi.

Hal ini dapat menekan angka perpindahan penduduk dari desa
ke kota yang mencari pekerjaan dan pada akhirnya dapat
menyebabkan ketimpangan pertumbuhan penduduk antara desa dan
kota.

Mendayagunakan sumber ekonomi daerah.

Masyarakat daerah dapat memanfaatkan potensi-potensi yang
ada di daerahnya guna menunjang perekonomian masyarakat maupun
daerahnya

Menunjukkan citra diri bangsa Indonesia.

Usaha-usaha kerajinan yang di produksi memperlihatkan ciri khas dan

citra diri bangsa Indonesia ke berbagai manca negara adalah bukti nyata peran

UMKM. Seperti pakaian adat, kesenian daerah, kerajinan tangan daerah, makanan

khas daerah, dan lain-lain.

Berdasarkan peranan UMKM tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM

merupakan salah satu kunci sukses peningkatan perekonomian nasional. UMKM

juga memegang peran penting dalam pengembangan masyarakat yang lebih

berkualitas. Maka dari itu, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM

sangat diperlukan, hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan aktor sentral



yang berperan dalam pemberdayaan UMKM guna menciptakan perekonomian
daerah yang terus berkembang. Pemberdayaan UMKM secara berkala dan
berkelanjutan pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa keberadaan
UMKM sangat membantu pengembangan perekonomian di Indonesia. Sektor
UMKM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu sumber daya
manusia yang kreatif dan inovatif, sumber daya alam yang ada untuk dapat
ditingkatkan sebagai produk-produk unggulan yang memiliki daya saing dan nilai
ekonomis tinggi. Pernyataan tersebut searah dengan pendapat yang dikemukakan
oleh Suparyanto (2012: 31) yang menyataan, salah satu peranan atau keuntungan
dari UMKM dalam pembangunan nasional adalah penyerapan tenaga kerja yang
kreatif serta penyediaan produk bagi masyarakat.

Salah satu daerah yang menjadikan UMKM sebagai sektor unggulan
dalam mengembangkan potensi serta pendapatan daerah adalah Kabupaten
Bangkalan. UMKM yang dijadikan sektor unggulan oleh Kabupaten Bangkalan
merupakan suatu wujud nyata dari peran dan strategi pemerintah daerah dalam
pemberdayaan UMKM. Salah satu produk unggulan UMKM di Kabupaten
Bangkalan adalah di sektor batik, yang dikenal dengan sebutan batik
Tanjungbumi. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Kabupaten Bangkalan
khususnya Kecamatan Tanjungbumi yang berprofesi sebagai pengrajin dan
produsen batik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional dan mancanegara.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan tahun 2013, unit



usaha batik tulis di Kecamatan Tanjungbumi pada tahun 2011 mencapai 897 unit
usaha batik tulis yang sebagian besar tersebar di tiga desa yaitu Desa Paseseh,
Desa Telaga Bitu dan Desa Tanjungbumi yang ada di Kabuapaten Bangkalan.

UMKM batik tulis Tanjungbumi di Kabupaten Bangkalan memiliki
potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, karena selain sebagai produk
unggulan khas Kabupaten Bangkalan, batik tulis Tanjungbumi menjadi icon untuk
memperkenalkan atau mempromosikan Kabupaten Bangkalan kepada masyarakat
luas sebagai daerah atau kabupaten yang mempunyai potensi produk yang
berkualitas.

Sektor batik yang dijadikan industri unggulan Kabupaten Bangkalan
dapat dibuktikan dari data Kementerian Perindustrian (2013) tentang ranking
industri unggulan Kabupaten Bangkalan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Ranking Industri Unggul Berdasarkan Pendapat Stakeholders

No Industri Unggul Nilai Ranking
1 | Batik 2,657 1
2 | Industri perikanan dan hasil laut 2,284 2

(kerupuk, pengasapan dan pengeringan
ikan, petis udang dan lain-lain)

3 | Anyaman/kerajinan tali agel 2,213 3
4 | Anyaman bambu dan pandan 2,026 4
5 | Ukiran kayu 1,857 5
6 | Emban cincin 1,823 6
7 | Industri pengolahan salak 1,704 7
8 | Sangkar burung 1,664 8
9 | Pande besi 1,445 9
10 | Industri batu-batuan 1,232 10

Sumber: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (2013)
Berdasarkan tabel di atas, UMKM batik memberikan nilai tambah yang
cukup signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bangkalan, terlebih lagi

setelah diresmikannya Jembatan Suramadu yang menghubungkan antara pulau



Jawa dan Madura. Banyak wisatawan dalam negeri maupun manca negara yang
berkunjung ke pulau Madura khususnya Kabupaten Bangkalan guna melihat
langsung proses pembuatan batik tulis yang ada di Kecamatan Tanjungbumi.
Produk batik di Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan telah dikenal
oleh masyarakat manca negara terutama Negara Jepang, terlebih sebelum
terjadinya tsunami di Fukushima Jepang, sejak tahun 2002 Kabupaten Bangkalan
mengirimkan sebanyak 500 lembar kain batik pilihan setiap bulan ke Sinjuko
Jepang dengan harga mulai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per lembar, masyarakat
Jepang sangat menyukai batik gentongan untuk bahan kimono. Hal tersebut
dikarenakan produk batik tulis di Tanjungbumi memiliki kualitas yang tinggi serta
memiliki motif atau corak khas yang membedakan dengan batik dari daerah lain
(www.surya.co.id dalam Yohanes dan Indriyani, 2013: 1).

UMKM batik tulis Tanjungbumi merupakan produk unggulan di
Kabupaten Bangkalan dan merupakan produk ekspor yang dikirim ke luar negeri.
Salah satu pengusaha batik tulis tanjungbumi yang telah menembus pasar ekspor
adalah UD. Sabar Indah Collection dan UD. Kurnia yang mengekspor produk
batik tulis Tanjungbumi ke Malaysia dan Jepang. Kesuksesan beberapa pengusaha
batik tulis Tanjungbumi yang sudah dapat mengekspor produknya ternyata tidak
disertai dengan kemampuan pengrajin atau pengusaha batik tulis untuk
mengembangkan usahanya. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh
pengrajin atau pengusaha kecil batik tulis khususnya yang berada di Kecamatan

Tanjungbumi untuk mengembangkan usahanya salah satunya disebabkan oleh
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lemahnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yaitu Dinas Koperasi
dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM sektor batik.

Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan yang
memiliki peran sentral dalam pemberdayaan UMKM berkewajiban memberikan
bimbingan, arahan, fasilitas serta bantuan sebagai penunjang aktor UMKM untuk
terus menciptakan produk batik unggulan yang diminati oleh masyarakat lokal
maupun manca negara. Hal ini juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Bangkalan.

Walaupun pertumbuhan usaha batik di Kabupaten Bangkalan meningkat
dan mempunyai potensi yang tinggi, kenyataan menunjukkan bahwa UMKM
batik memiliki sejumlah permasalahan mendasar. Permasalahan yang dihadapi
oleh UMKM ini masih belum mendapatkan bantuan secara maksimal dari Dinas
Koperasi dan UMKM. Hal ini membuat sektor UMKM batik menjadi tidak
maksimal dalam memberikan fungsinya di bidang sosial dan ekonomi. Minimnya
upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan
UMKM sektor batik adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pelaku usaha batik
yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM
batik dan hanya terbatas pada masyarakat di sekitar kantor Dinas Koperasi
dan UMKM.

2. Bantuan permodalan yang sudah berhenti sejak tahun 2005, sehingga
pelaku UMKM batik yang tidak memiliki modal besar tidak dapat

berkembang dan bersaing.
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3. Bantuan pemasaran yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM tidak
dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM batik dan hanya terbatas pada
pelaku UMKM besar serta pemberian sarana KUMKM yang belum
maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku
UMKM batik.

4. Minimnya peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan proteksi
terhadap produk batik Tanjungbumi dan hanya terbatas pada sosialisasi
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pelaku UMKM batik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peran Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangkalan melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM
sektor batik masih sangat minim. Peran pemerintah sangat diperlukan guna
menunjang usaha batik agar semakin berkembang dan dapat menciptakan produk-
produk yang inovatif serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan
perekonomian daerah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
UMKM BATIK, (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Bangkalan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan

dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sektor batik?
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah sektor batik?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan
dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah sektor batik.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan
penghambat peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan

dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sektor batik.

D. Kontribusi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
akademis maupun praktis, yaitu meliputi:
1. Secara Akademis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai
masukan atau sumber informasi bagi pihak lain khususnya pihak
akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah khusunya di sektor batik.
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b. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1)
Otonomi  Daerah; (2) Pemerintahan Daerah; (3) Konsep
Pemberdayaan dan (4) UMKM, dapat dijadikan bahan referensi bagi
penelitian selanjutnya.

c. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
administrasi publik Kkhususnya administrasi pemerintahan yang
kaitannya pada komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan mampu memberikan wawasan dan gambaran bagi
kalangan pemerintah dan pelaku (stakeholder) yang terlibat pada
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna menciptakan
masyarakat yang kreatif, khususnya dalam pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah pada sektor batik.

b. Dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya
Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dapat dipergunakan sebagai
dasar, atau pedoman dalam memberikan peran dalam pemberdayaan
lebih lanjut guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama
ini dilakukan, dalam hal ini kaitannya tentang pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah guna menciptakan masyarakat yang

kreatif dan mandiri khususnya pada UMKM sektor batik.
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E. Sistematika Pembahasan
Garis besar yang memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi
skripsi ini, disampaikan melalui pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang dilakukannya penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika
penelitian.
BAB I1: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan tinjauan teoritis yang digunakan dalam
hubungannya dengan pembahasan masalah yang disajikan pada BAB IV.
Teori-teori yang disajikan dalam bab ini merupakan dasar yang digunakan
dalam analisis.
BAB IlI: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis, objek, lokasi, dan situs
penelitian kemudian dilanjutkan dengan penetapan sumber data, metode
pengumpulan data, serta instrumen penelitian dan diakhiri dengan analisis
data penelitian.
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berisi olahan data oleh peneliti setelah melakukan
penelitian di lapangan secara intensif; analisis data merupakan aplikasi dari
metode analisis data dalam penelitian berdasarkan langkah-langkah yang
ditentukan dan pembahasan merupakan analisis antara hasil penelitian di

lapangan dengan teori yang relevan untuk memperoleh kesesuaian.
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Kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang telah

dirumuskan diawal dan pengajuan saran atau rekomendasi peneliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Undang-undang tersebut lebih memberikan kewenangan yang besar
kepada daerah untuk mengelola kepentingan masyarakat, sehingga disini lebih
didasarkan atas prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari
pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia
dalam penciptaan produk-produk unggulan yang terakomodasi dalam industri
menengah ke bawah. Hal itu mencerminkan bahwa nuansa otonomi daerah lebih
menekankan pada upaya dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat,
sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadi salah satu pilar penting dalam
pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh
Kaloh (2007: 52) yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuatan kebijakan
pemerintah daerah yang strategis dan jangka panjang, maka dalam Undang-
Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menekankan tiga faktor

yang mendasar, yaitu:

16
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=

Memberdayakan masarakat;

Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan
peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

o

Otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut, dapat
dijelaskan bahwa otonomi tidak hanya diinterpretasi sebagai kewenangan secara
utuh, namun otonomi juga harus dimaknai sebagai suatu tanggung jawab yang
besar untuk menjawab tantangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin
dimanis dan kompleks. Penyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi
menyantumkan kalimat terakhir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai kewenangan di bidang lain
supaya tidak menimbulkan multi tafsir.

Otonomi tidak hanya berfokus pada upaya dalam pemberdayaan
masyarakat, namun otonomi daerah juga ditujukan pada peningkatan pelayanan
publik kepada masyarakat. Otonomi memberikan kewenangan daerah untuk
mengelola urusan daerahnya secara mandiri baik dilihat dari segi politik maupun
keuangan. Sehingga otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat dilihat sebagai suatu cara atau
instrumen dalam meningkatkan kapasitas pembangunan daerah. Pernyataan itu
diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Fesler, Leemans (dalam Kaloh,

2007: 10), yang menyatakan bahwa otonomi daerah seharusnya dipandang
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sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan
terfokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Maka, otonomi daerah bukanlah
tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi tidak
hanya dimaknai pelimpahan kekuasaan, melainkan kekuasaan yang diberikan
merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, kekuasaan yang diberikan bukan
merupakan sebuah hak untuk merdeka melainkan sebuah cara dalam
meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat yang tetap
memprioritaskan integritas bangsa. Menurut Sabarno (2008: 7) menyatakan
bahwa, otonomi daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, otonomi
daerah harus dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban konsekuensi
pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban
yang harus dilaksanakan daerah.

2.  Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dari otonomi daerah pada dasarya adalah meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan
oleh sabarno (2008: 32) yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan
pilihan yang paling tepat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat yang
demokratis dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu
pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta diharapkan mampu meningkatkan

daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
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keistiwewaan da kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kaloh, 2007: 72).

Otonomi daerah juga diharapkan mampu menjadi solusi dari
kompleksitas permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hal ini sejalan dengan
pendapat Sudantoko (2003: 5) yang menyatakan bahwa di tengah kompleksitas
masalah yang akan dihadapi, otonomi dalam kerangka pemikiran positif tetap
dinilai memberikan lebih banyak nilai-nilai positif dan ini tidak aka pernah ada
yang membantahnya. Menanggapi hal tersebut, Kaloh (2007: 73) menambahkan
bahwa dalam mencapai tujuan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan
dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan
peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Pemerintahan Daerah
1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan
pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
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pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 2 Ayat (2), yaitu pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembatuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Menurut Haris (dalam Nurcholis 2007: 100), menjelaskan bahwa
pemerintahan daerah (local self government) adalah pemerintahan yang
diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap
mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan,
diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggungjawab tanpa dikontrol
oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di era
reformasi, merubah model penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke
desentralisasi. Hal ini dapat dianalisis melalui mekanisme pembagian urusan
pemerintahan atau pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Mekanisme tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, dan mengalami pergeseran kembali di dalam Undang-

Undang 32 Tahun 2004. Berbagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
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pusat dan provinsi diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang
dimaksudkan untuk meningkatkan demokrasi partisipatif dan efisiensi dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan beberapa uraian di atas,
maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu badan atau
organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta
berhak menentukan sendiri prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki.
2. Peran Pemerintahan Daerah

Peran pemerintah sangat diperlukan guna menciptakan suatu
penyelanggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Secara global,
peran pemerintah memiliki dimensi yang luas, namun peran pemerintah yang
paling Kklasik dan banyak digunakan sebagai literatur adalah peran pemerintah
yang diungkapkan oleh Adam Smith. Menurutnya, pemerintah memiliki tugas
melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invansi masyarakat lainnya, dan
sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan
atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan
administrasi keadilan secara pasti Smith (dalam Muluk, 2009: 111).

Pemaparan mengenai peran pemerintah di atas, tidak hanya dapat
dianalisis melalui sejauh mana hak-hak masyarakat dapat direalisasikan dan
ditegakkan, namun peran pemerintah sangat kompleks karena menyangkut
pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini sesuai yang

diungkapkan oleh World Bank (1997) yang menjelaskan bahwa fungsi pemerintah
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secara umum terdiri dari peran minimal, peran antara dan peran aktif. Peran

tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2 Peran Pemerintah
. Meningkatkan
Menanggulangi Kegagalan Pasar Pemerataan

Menyediakan barang-barang publik Melindungi si miskin:

A Pertahanan Prog_ram pengentasan

Minimal Keamgnan ' kemiskinan
Manajemen ekonomi makro Bantuan Bencana
Penyediaan fasilitas kesehatan publik
Menanggulangi eksternalitas: Menyediakan
e Pendidikan dasar Asuransi Sosial:
« perlindungan lingkungan Pemerataan pensiun
Mengatur monopoli: Dang pensiun

peran | ® Peraturan jasaumum ;’unjangan

Antara | Kebijakan anti monopoli : L IELEIR [Pl
Mengatasi informasi yang tidak
sempurna:
e Asuransi (kesehatan, jiwa, pensiun)
e Peraturan keuangan
e Perlindungan konsumen
Mengkoordinasi kegiatan swasta: Redistribusi aset

Peran Aktif | Mendukung fungsi pasar

Memberikan inisiatif

Sumber: World Bank (1997)

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah tidak
hanya ditujukan pada pemenuhan aspek kebutuhan dasar masyarakat, namun
pemerintah juga berperan dalam penanganan isu kemiskinan, kesehatan dan
pemerataan perekonomian. Hal ini dimaksudkan karena dalam konteks otonomi
daerah, pemerintah khususnya pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam
mengatasi isu-isu yang berkenaan dengan permasalahan masyarakat yang

mendasar, sehingga diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan dan
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penanganan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dapat dilaksanakan
secara lebih efektif dan efisien.

Penjelasan mengenai peran pemerintah oleh World Bank di atas juga
didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Musgrave dan Musragve (dalam
Muluk, 2009: 113) menyatakan bahwa, peran pemerintah berkembang menjadi
fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi
menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi mekanisme kegagalan pasar
dengan menyediakan public goods, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber
daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai private maupun public goods
dan menentukan komposisi dari public goods. Fungsi distribusi merupakan tugas
pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan
kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Fungsi
stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk
mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya,
dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Jika ditinjau dari konteks Indonesia, peran pemerintah setidaknya
mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan
perlindungan terhadap si miskin, namun pemerintah juga bisa saja mengambil
peran aktif, seperti medorong kegiatan swasta dan retribusi aset (Kuncoro, 2004:
110).

Peran pemerintah yang begitu kompleks menjadikan sebuah dasar bagi
pembentukkan sebuah pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan peran tersebut. Menurut Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Sesuai
dengan berbagai pendapat di atas, pemerintah juga berfungsi sebagai organ dalam
pemberian pemberdayaan kepada masyarakat sebagai suatu langkah dalam
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
berdasarkan kriteria di atas yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang
menjadi prioritas daerah. Selanjutnya, dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang Dbersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan
yang berskala kabupaten/kota meliputi 16 buah urusan. Hal ini tertuang dalam
Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan
urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
perencanaan dan pengendalian pembangunan;
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
penyediaan sarana dan prasarana umum;
penanganan bidang kesehatan;
penyelenggaraan pendidikan;
penanggulangan masalah sosial;
pelayanan bidang ketenagakerjaan;

fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
pengendalian lingkungan hidup;

S o0 o
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k. pelayanan pertanahan;

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan (Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004). Sesuai dengan uraian di atas, nampak bahwa penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemberdayaan koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah juga merupakan prioritasnya, sehingga dalam
implementasinya, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi
UMKM serta meningkatkan sektor UMKM sebagali pilar perekonomian daerah.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam UMKM

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan atau pemberdayaan
UMKM merupakan komponen yang sangat penting dalam menjawab
permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM, karena pemerintah
daerah merupakan aktor yang merumuskan kebijakan-kebijakan untuk
pengembangan UMKM. Menurut Tambunan (2002: 146) peranan pemerintah
daerah pada tingkat provinsi maupun distrik secara spesifik dalam pembangunan
UKM, sebagai berikut:

a) Implementasi, elaborasi, dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM
oleh pemerintah pusat

b) Formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah
mengenai pembangunan KUKM, termasuk: (a) penyempurnaan
administrasi pemerintah daerah; (b) program dan fasilitas-fasilitas
finansial; (c) pendidikan dan pelatihan

c) Koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program dan aktivitas-

aktivitas pengembangan KUKM vyang dilakuakan oleh pemerintah,
sektor swasta dan lembaga-lembaga masyarakat di daerah
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d) Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan
KUKM

e) Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan  rekomendasi-
rekomendasi  terhadap  implementasi  dari  langkah-langkah
pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

Pemaparan teori tersebut menjelaskan bahwa peran pemerintah sangat
penting bagi pengembangan UMKM. Peran pemerintah merupakan salah satu
landasan bagi tumbuhnya iklim dan lingkungan yang kondusif bagi
pengembangan UMKM. Pentingnya peran pemerintah juga disebabkan oleh alur

kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM dari tahap formulasi,

implementasi sampai evaluasi.

C. Konsep Pemberdayaan
1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu langkah dalam meningkatkan dan
mengembangkan sektor-sektor tertentu melalui sejumlah strategi, program dan
kebijakan sebagai suatu konsekuensi atau tanggung jawab dari wewenang yang
dimiliki kepada aktor-aktor yang membutukannya. Menurut Soemarno (2002:
385), menyatakan bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini
mengisyaratkan perlunya mempercepat pembangunan perdesaan dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat, melalui penyediaan sarana/pra sarana, pengembangan
kelembagaan pengelola sumber daya, penguasaan teknologi dan pemanfaatan
keunggulan sumber daya alam. Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, sangat

mutlak menciptakan kondisi yang dapat mendorong kemampuan masyarakat
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untuk memperoleh dan memanfaatkan hak-hak ekonomi, sosial dan politik dalam
peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pemberdayaan tidak hanya
ditujukan pada pemberian fasilitas-fasilitas secara penuh kepada masyarakat,
namun pemberdayaan ditujukan pada penanaman pengetahuan, karakter dan
mental sehingga masyarakat dapat melahirkan inovasi dan kreativitas. Searah
dengan konsep tersebut, Hikmat, Hary (dalam Surjono dan Nugroho. 2008: 25)
menyatakan, bahwa partisipasi merupakan komponen penting dalam
pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Partisipasi juga akan
mendorong terjalinnya komunikasi yang baik, sehingga inovasi dan kreativitas
dapat tersalurkan dengan efektif. Inovasi dan kreativitas yang lahir, pada akhirnya
akan mendorong kemandirian masyarakat untuk terus berkembang dan mampu
menciptakan karya yang bisa dijadikan sebagai sektor unggulan.

Unsur penting dalam pemberdayaan adalah peran dari pemerintah sendiri
dalam menyiapkan strategi kebijakan serta produk kebijakan sebagai landasan dari
program tersebut. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan
oleh Soemarno (2002: 385), bahwa komitmen pemerintah dalam pemberdayaan
pengusaha kecil dan koperasi sangat beralasan dan sudah sewajarnya mendapat
perhatian lebih dari semua pihak. Secara empirik, dia menunjukkan bahwa dalam
masa krisis, perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sebagian besar (sekitar
65%) pengusaha kecil dapat bertahan, dan bahkan mampu mengembangkan
usahanya. Ini menunjukkan bahwa UMKM dan koperasi dapat dijadikan sebagai

pilar ekonomi masyarakat.
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Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab
dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 1
Ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis
dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Subharto (2009: 58) berpendapat tentang pemberdayaan menurut
beberapa ahli yang ditinjau dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan
diantaranya:

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-
orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife: 1995).

b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi
cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas,
dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-
lembaga mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan
orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang
cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang
menjadi perhatiannya (Parson,et.al: 1994).

c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali
kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin:
1987).

d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi,
komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas
kehidupannya (rappaport: 1984).

Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan lebih
merujuk kepada kekuasaan bukan lebih pemberian daya, seperti halnya yang

diungkapkan oleh Sumodiningrat (dalam Sulistiyani, 2004: 78), menyatakan
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bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas di Indonesia
daripada Barat. Pada Negara Barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai
empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang Kita
maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. Empowerment dalam
khasanah barat lebih bernuansa “pemberian kekuasaan” daripada “pemberdayaan”
itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan
“memberi enerji”.

Menurut Pranaka dalam Sedarmayanti (2003: 113) menyatakan bahwa:
Munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya, menekankan kepada
proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan
atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu
agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses
menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi
pilihan hidupnya.

Selanjutnya, Sedarmayanti  (2003: 113) juga mengungkapkan
pemberdayaan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan
inovasi, mampu mendayagunakan modal intelek, sehingga seluruh masalah yang
dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Berbagai teori yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa pemberdayaan adalah upaya yang konkrit yang memberikan suatu strategi
atau memberi daya kepada masyarakat guna menunjang keterampilan atau
kemampuan yang dimilikinya untuk dapat dikembangkan sehingga menghasilkan

karya yang kreatif dan inovatif serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi

untuk menjadi masyarakat yang mandiri.
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2. Prinsip Pemberdayaan

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan sebelumnya, bahwa
pemberdayaan merupakan suatu strategi dalam memandirikan masyarakat dan
dapat membangun perekonomian baik skala daerah maupun nasional dengan
menempatkan pemerintah sebagai suksesor kuncinya. Salah satu wujud dari
perkembangan perekonomian tersebut dapat dicapai melalui pemberdayaan
UMKM sebagaimana yang telah diungkapan oleh Soemarno. Menanggapi hal
tersebut, pemberdayaan UMKM mempunyai prinsip-prinsip seperti yang
dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa
sendiri;

b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan
berkeadilan;

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar
sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara
terpadu.

Kamil (2010) juga memberikan pemahaman yang berbeda mengenai
prinsip-prinsip pemberdayaan, dia menekankan bahwa pemberdayaan lebih
ditujukan pada masyarakat sebagai elemen kuncinya. Beberapa prinsip
pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu:

a. Prinsip Keberpihakan; keberpihakan di sini terhadap masyarakat
kebanyakan (umum) bukan berarti mengabaikan golongan
masyarakat lainnya (elit masyarakat). Ini bertujuan memberikan
peluang kepada masyarakat untuk berperan dan mendapat manfaat
dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

b. Prinsip Pemberdayaan; prinsip ini dimaksudkan agar masyarakat
memiliki akses (peluang dan kesempatan) dan kontrol (kemampuan
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memberikan keputusan dan memilih) terhadap berbagai keadaan
dalam kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga mengurangi
ketergantungan kepada pemerintah.

c. Prinsip Masyarakat sebagai Pelaku; pemerintah sebagai fasilitator,
dalam pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan yang masih
tertinggal dari kehidupan ekonomi modern adalah dengan
menempatkan rakyat sebagai pelaku secara partisipatif terlibat
langsung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi.
Sedangkan posisi pemerintah sebagai pembina fasilitator.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa

pemberdayaan bukan hanya ditujukan pada pemecahan persoalan masyarakat
pada masa kini, namun pemberdayaan juga harus mengedepankan prospek masa
depan. Pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah.
3. Tujuan Pemberdayaan

Selain terdapat prinsip-prinsip pemberdayaan, juga terdapat tujuan-tujuan
yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan
masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir,
bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk itu, agar
menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang
utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif (Sulistiyani, 2004:
80).

Tujuan-tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 adalah:

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang, dan berkeadilan;

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan
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pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan.

Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM adalah:

a. Mewujudkan struktur perekonomian di Jawa Timur yang seimbang,
berkembang, dan berkeadilan;

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk
menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha
Mikro, Kecil dan Menengabh;

d. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di  kalangan
masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

e. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang
lebih luas;

f. Meningkatkan peran Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah sebagali
pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis
pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme
pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta
sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

0. Meningkatkan peran Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan
pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan.

Berdasarkan tujuan-tujuan pemberdayaan UMKM tersebut, dapat
dikatakan bahwa pemberdayaan UMKM adalah untuk menciptakan perekonomian
nasional yang stabil, adil dan merata, mampu menciptakan lapangan kerja, dapat
meningkatkan daya saing antar daerah maupun nasional. Dari pemberdayaan
tersebut diharapkan akan memunculkan sebuah ide-ide baru yang dapat
diimplementasikan ke dalam dunia usaha dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan

agar dapat membangun pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.
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4. Tahap-Tahap Pemberdayaan
Kegiatan pemberdayaan diperlukan beberapa tahapan-tahapan agar
kegiatan pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Menurut Sulistiyani
(2004: 82) tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilakukan yaitu:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar
dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
Pada tahapan ini lebih merujuk kepada masyarakat untuk mampu
merubah perilaku dan pola pikir untuk meningkatkan kapasitas dan
potensi yang ia miliki sehingga dapat membentuk karakter orang
tersebut selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang berguna.

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,
kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan
keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam
pembangunan. Dalam tahapan ini pemerintah memiliki kewajiban
dalam memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar sebagai modal
bagi masyarakat dalam mengembangkan dan menyalurkan tingkat
Kreativitasnya.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan
sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk
mengantarkan pada kemandirian. Dalam tahapan ini, pemberdayaan
dilakukan supaya masyarakat memiliki sejumlah ketrampilan sehingga
kedepannya masyarakat mampu berdaya saing baik dalam penciptaan

produk inovatif maupun dalam menumbuhkan usaha mereka.
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Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak dari keinginan
memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya,
mengoptimalkan sumber daya setempat, baik sumber daya alam maupun sumber
daya manusia, (Abubakar, Irfan, Rosdiana, Pranawati, 2009: 120)

Proses pemberdayaan juga memberikan nilai positif bagi instansi atau
dinas yang terkait, dikarenakan sangat bermanfaat dalam mengukur Kkinerja
pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh (Abubakar,
Irfan, Rosdiana, Pranawati, 2009: 120) yang menyatakan:

Proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk Dinas dan Instansi lain
dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan
yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. Proses pemberdayaan
masyarakat akan meningkatkan ~kemampuan masyarakat untuk
menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan.
Dengan demikian, instansi dapat menyesuaikan serta memperbaiki
pelayanannya.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pemberdayaan harus
melibatkan semua pihak yang bersangkutan yaitu pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Kartasasmita (1997: 15) menyatakan
mekanisme pemberdayaan sebagai berikut:

a. Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah
harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada
beberapa upaya yang harus dilakukan:

1) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka
terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.

2) Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah
sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki
dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan
masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.

3) Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan
sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar
upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan
bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat
membangun dengan kemandirian.
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4) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat.
Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan
kesadaran (awareness) masyarakat, dan agar aparat dapat segera
membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri
oleh rakyat.

5) Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang
diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya
sendiri.

6) Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan
mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang
lemah.

. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat
sendiri. Di sini yang mempunyai potensi berperan besar adalah
lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping
organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan
lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah
(mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan)
pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam
program pemerintah.
Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu
sendiri, atau sering disebut sebagai local community organization.
Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasi formal seperti LKMD,
PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari
masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman,
kelompok paketn dan sebagainya.
Koperasi. Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara
khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang
paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. Koperasi dapat
merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdaaan
masyarakat, dengan membangun manusia modern namun dengan
dasar-dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menjadi ciri
demokrasi Indonesia.
Pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai
keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu,
diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam
upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas
menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok
masyarakat sebagai fasilitator, komunikator ataupun dinamisator.

Pemberdayaan masyarakat harus dicerminkan dalam proses

perencanaan pembangunan nasional, sebagai aliran dari bawah ke

atas. Dewasa ini upaya tersebut telah dilakukan mulai dari tingkat
desa dengan musyawarah pembangunan desa (LKMD), forum
diskusi UDKP di tingkat kecamatan, sampai ke Rapat Koordinasi

Pembangunan Daerah Tingkat I, Rapat Koordinasi Pembangunan

Daerah Tingkat |, Rapat Konsultasi Regional Pembangunan, dan

Rapat Konsultasi Nasional Pembangunan.
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g. Keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia
usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal
jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah
mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan
modal usaha untuk pengembangan usaha penduduk miskin. Model
seperti ini sedang dikembangkan melalui gerakan nasional tabungan
keluarga sejahtera (Takesra) dan kredit usaha keluarga sejahtera
(Kukesra). Dalam Takesra dan Kukesra, penduduk miskin yang
termasuk dalam kategori keluarga prasejahtera dan sejahtera |
mendapatkan bantuan sunt ikan tabungan dengan maksud untuk
membiasakan menabung dan mengelola keuangan dengan baik. Bagi
penduduk miskin yang telah mampu menabung dapat mengajukan
bantuan modal berupa kredit Kukesra dengan menyampaikan
rencana kegiatan produktif. Bantuan modal yang diberikan kepada
penduduk miskin tersebut berasal dari masyarakat yang telah lebih
mampu.

Berdasarkan pemaparan mengenai tahap-tahap pemberdayaan di atas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen penting dalam pemberdayaan
adalah pemerintah dan masyarakat. Pemberdayaan merupakan sebuah alat sebagai
langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu
berdaya saing sebagai goals atau tujuannya. Selain itu, proses pemberdayaan
menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pelaksanaan pemberdayaan dan
partisipasi masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam
keberhasilan kegiatan pemberdayaan.

5. Model-Model Pemberdayaan

Model merupakan pola, bentuk, ragam dan acuan yang digunakan dalam
menggambarkan sebuah sesuatu. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya konkrit
dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan guna menjadi masyarakat
yang inovatif dan mandiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model

pemberdayaan masyarakat adalah pola, bentuk, ragam, dan acuan yang digunakan

untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan, sehingga orang tersebut
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mampu meningkatkan potensinya secara optimal dan menjadi inovatif serta
mandiri. Beberapa model pemberdayaan masyarakat antara lain, model people
centre development, model lingkaran setan kemiskinan, dan model kemitraan,
model grameen bank, dan model dri mahila SEWA sahakari bank (Surjono dan
Nugroho, 2008: 29) yaitu:
a. Model people centre development
Model ini menyatakan, pembangunan kualitas manusia
adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi
dan mengatur masa depannya. Model ini mencoba mengambarkan
manusia memiliki hubungan yang impersonal, dimana pengukuran
manusia tidak selalu diartikan sebagai aktor dalam mencapai
produktivitas, namun manusia harus dihargai atas kinerja yang telah
dilakukannya. Model ini menghargai manusia sebagai makhluk yang
mempunyai harga diri, perasaan, kemampuan dan pengetahuan
sehingga ia harus dihormati sebagai bagian dari struktur sosial
masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan yang dilakukan lebih
ditujukan pada pemberian motivasi dan peningkatan SDM, sehingga
masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan martabat yang lebih
baik.
b. Model lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse
Nurkse mensinyalir bahwa “a poor country is poor because
it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Selanjutnya,

dijelaskan bahwa kemiskinan itu merupakan suatu lingkaran yang
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disebutnya dengan lingkaran kemiskinan yang mengemukakan bahwa
kemiskinan diawali dari adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan
pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.
Rendahnya produktivitas akan menyebabkan rendahnya pendapatan
yang akan berdampak pada tabungan dan investasi, dan seterusnya.
Pemberdayaan yang dilakukan dalam konteks ini bukan hanya
difokuskan pada satu persoalan, namun pemberdayaan harus
memandang dasar persoalan yang timbul, sehingga siklus dari
persoalan dapat diatasi secara utuh.
Model kemitraan

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk
persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan
kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam
rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha
tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang baik.
Kemudian kemitraan juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen
jangka panjang antara dua atau lebih organisasi dengan maksud untuk
mencapai tujuan bisnis tertentu dengan memaksimalkan keefektifan
sumber daya dari setiap partisipan (Construction Institute dalam
Kamil, 2010). Kemudian Kamil (2010) juga menjelaskan bahwa
model kemitraan memiliki keunggulan. Keunggulan kemitraan
terletak pada kerjasama antar partisipan. Kepercayaan sebagai Sisi

utuh yang ada dalam kehiduan manusia merupakan sisi strategis
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dalam membangun keberhasilan indivudu/orang, masyarakat maupun
organisasi.
Model Grameen Bank

Grameen Bank memberikan kredit kepada masyarakat tanpa
agunan dan menciptakan sistem perbankan yang berbasis pada
kesaling percayaan, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas. Di
Grameen Bank, kredit merupakan senjata yang efektif untuk
memerangi kemiskinan dan memicu kegiatan sosial ekonomi
masyarakat miskin yang dipinggirkan oleh bank konvensional karena
dianggap tidak layak bank. Model ini menjelaskan bahwa dalam
pemberdayaan masyarakat, nilai uang yang diberikan tidak dapat
dinilai berdasarkan jumlahnya melainkan kredit yang diberikan
merupakan langkah investasi peningkatan sumber daya manusia di
masa mendatang. Kredit dalam rangka pemberdayaan ini diberikan
tanpa ada batasan jumlah, lama peminjaman dan bunga sehingga tidak
akan membebankan masyarakat.
Model Sri Mahila SEWA Sahakari Bank

Model yang diterapkan oleh Sri Mahila SEWA Sahakari
Bank, yakni lembaga bank yang memberikan akses keuangan terhadap
wanita-wanita yang lemah atau miskin. Model ini memberikan cara
bagi para wanita miskin untuk terlepas hutang. Cara tersebut
dilakukan dengan mempermudah mekanisme tabungan melalui

kunjungan yang dilakukan kepada wanita baik ke rumah maupun ke
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tempat kerja mereka. Model ini juga memberikan modal pinjaman
hanya untuk kegiatan ekonomi atau usaha bukan untuk keperluan
pribadi. Modal peminjaman dibagi dalam tiga peruntukan, yaitu modal
kerja untuk membeli perlatan usaha, pembuatan rumah atau
pembuatan toko atau pekerjaan
Selain itu, jika ditinjau dari konteks pemberdayaan usaha dan sumber
daya manusia, konsep pemberdayaan memiliki dimensi yang berbeda.
Berdasarkan hal tersebut Soemarno (2002: 387), membagi model pemberdayaan
sebagai berikut:
a. Pendekatan partisipatif
Pendekatan partisipatif masyarakat pada dasarnya merupakan
pencerminan dari konsep bottom up planing masyarakat serta salah
satu perwujudan dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan
partisipatif dilaksanakan untuk dapat lebih menjamin keberhasilan
pelaksanaan program pembangunan maupun dalam rangka menjaga
kesinambungan kondisi dan pemanfaatan hasil yang telah dicapai dari
program-program pembangunan tersebut. Pelaksanaan Kkegiatan
pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM secara
partisipatif pada hakekatnya adalah upaya untuk mengikutsertakan
pihak terkait, khususnya dari pihak masyarakat UMKM dalam
keseluruhan tahapan kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
b. Pendekatan kemitraan antara mayarakat, pemerintah daerah dan

swasta
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Salah satu strategi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi
dan UMKM adalah untuk memperbaiki keterkaitan ekonomi (economi
linkage) dalam rangka meningkatkan dan memperlancar proses
produksi, pengelolaan, dan pemasaran sumber daya. Upaya untuk
meningkatkan keterkaitan ekonomi tersebut diwujudkan melalui
pembentukan jaringan kemitraan antara aktor-aktor yang terkait, yaitu
masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta pihak swasta.

Model-model pemberdayaan tersebut merupakan unsur atau bentuk untuk
membantu menjalankan proses-proses pemberdayaan yang ingin dicapai dengan
baik. Dapat dikatakan bahwa model-model pemberdayaan bisa berupa kerjasama
antara masyarakat, pemerintah daerah dan swasta, atau bisa dengan pemerintah
daerah memberikan bantuan secra langsung kepada masyarakat.

6. Strategi Pemberdayaan

Strategi merupakan cara sebagai suatu langkah dalam mencapai suatu
tujuan (Rangkuti, 2009: 3). Terdapat pengertian strategi yang diungkapkan oleh
para ahli, namun pada dasarnya, secara estimologis strategi berasal dari kata
Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara
dan ego atau pemimpin. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa strategi
merupakan sejumlah langkah yang diintegrasikan. Pernyataan tersebut didukung
oleh Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner dalam Rangkuti (2009: 4) yang
mengemukakan bahwa, strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun
adaktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan

internal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi.
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Melalui metode tersebut diharapkan mampu menemukan cara yang
efektif dan efisien dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat
dalam kegiatan pemberdayaan. Menurut Kartasasmita (1996: 107) ada beberapa
pendekatan dalam pemberdayaan yaitu:

a. Upaya pemberdayaan yang terarah atau pemihakan kepada yang

lemah

b. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan dalam pemecahan

masalah secara bersama-sama.

c. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan oleh

pendamping (pendamping lokal, teknis dan khusus). Yang berfungsi

sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator serta
membentuk kelompok mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

Menurut Prasojo (dalam Surjono dan Nugroho, 2008: 27) menyatakan
bahwa terdapat empat strategi dalam memberdayakan masyarakat, yaitu (1)
memberdayakan masyarakat dengan ‘“menyosialisasikan” peran masyarakat
sebagai  subjek; (2) mendayagunakan ‘“mekanisme” penyelenggaraan
pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif atau
demokratis, efektif dan efisien; (3) mobilisasi “sumber daya” manusia seperti
tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai profesionalismenya dan memaksimalkan
peran pemerintah dalam memberikan fasilitas agar penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.
Upaya pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996: 74) dapat dilakukan
dengan 3 cara, yaitu:

a. Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling), Titik tolaknya adalah
pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai
potensi yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah usaha
untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha
untuk mengembangkannya.
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Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat
(empowering). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang
menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses
kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi
berdaya.

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi dan menaungi.
Dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah
menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi
pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan
kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam
konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan
masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan
ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat
kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-
peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi
dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi
keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sumodiningrat dalam Mashoed (2004:

40) yang menyatakan upaya pemberdayaan sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.

Bantuan dana sebagai modal usaha;

Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial
ekonomi rakyat;

Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi
dan jasa masyarakat;

Penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam

strategi pemberdayaan aspek modal, sarana dan pemasaran merupakan aspek

penting. Aspek pemasaran merupakan permasalahan mendasar yang sering

dihadapi oleh pelaku usaha sehingga strategi pemberdayaan harus juga menyentuh

langkah-langkah dalam meningkatkan kemampuan penguasaan bidang-bidang

pemasaran kepada pelaku usaha.

Pernyataan itu didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh

Gitosudarmo (2012: 182) yang menyatakan, salah satu langkah yang dapat

ditempuh sebagai solusi dari permasalahan pemasaran adalah dengan menerapkan
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strategi pemasaran yang strategis dan disesuaikan dengan jenis permasalahan,
kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang dapat ditempuh melalui beberapa hal
berikut:

1. Menaikkan tingkat penggunaan barang agar konsumen membeli lebih
banyak.

2. Menarik langganan dari pesaing kita.

3. Menarik orang yang belum memakai barang tersebut.

Sebagai langkah atau strategi dalam mencapai beberapa hal tersebut
dapat ditempuh melalui strategi pemasaran sebagai berikut:

Harga obral

Redekorasi toko yang lebih menarik
Advertensi baru yang lebih menarik
Potongan harga

Pelayanan yang lebih menarik

Ok wn e

Strategi pemberdayaan sangat penting untuk dilakukan karena akan
berpengaruh pada pelaksanaan program pemberdayaan bagaimana pemberdayaan
tersebut akan berjalan dengan baik. Pemberdayaan yang baik memerlukan strategi
yang baik, karena akan memberikan respon yang positif dan dapat diterima oleh

masyarakat.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Definisi dan Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Definisi dan konsep UMKM berbeda di setiap negara, hal tersebut
dikarenakan karateristik serta urgensitas UMKM yang berbeda di setiap daerah.
Tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan UMKM, namun UMKM dapat
didefinisikan berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, Usaha Mikro (UMI)

mengerjakan 5 atau kurang pekerja tetap tenaga kerja yang dimaksud disebut
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dengan self-employment. UKM mempekerjakan 100 pekerja, seperti yang banyak
terjadi di Negara Indonesia dan China. Selain menggunakan jumlah tenaga kerja,
definisi tentang UMKM juga didasarkan dari nilai aset tetap (tidak termasuk
gedung dan tanah) dan omset. Bahkan di banyak negara, berbeda antar sektor,
misalnya di Thailand, India dan China atau bahkkan berbeda antar lembaga atau
departemen pemerintah, misalnya Indonesia dan Pakistan (Tambunan, 2009: 10).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang
berada pada satuan tingkatan masyarakat dengan pengembangan produk-produk
yang merupakan ciri khas dari suatu daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, menyatakan bahwa UMKM adalah:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kkriteria Usaha
Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
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yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Pasal 5 Ayat (1) dinyatakan bahwa:

a. Usaha tersebut memilki kekayaan bersih paling banyak Rp
200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1000.000.000
(satu milyar rupiah)

c. Miliki warga Negara Indonesia

d. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha menangah atau usaha besar

e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak
berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk
koperasi.

Menurut Suparyanto (2012: 30) mendifinisikan Usaha mikro adalah

kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang bersifat tradisional dan informal,
dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum dan hasil

penjualan bisnis tersebut maksimum Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
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Uraian definisi UMKM tersebut menggambarkan posisi UMKM sangat
sentral, baik sebagai pilar perekonomian daerah dan nasional maupun sebagai
pengembangan sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat umum sesuai yang telah diamanatkan oleh Undag-
Undang Dasar tahun 1945. Dengan kata lain, UMKM merupakan suatu badan atau
unit usaha yang ada di masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas
hidup mereka sendiri.

2. Kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria UMKM dapat dibedakan sebagai
berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau

2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut

1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha; atau
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2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kiriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau

2) memiliki  hasil penjualan  tahunan lebih dari Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah).

Berdasarkan kriteria UMKM di atas, pembagian UMKM dimaksudkan
agar pemberdayaan dapat dilakukan secara komprehensif, serta peningkatan dan
pengembangan usaha dapat diketahui sehingga permasalahan yang terjadi dapat
secara cepat diatasi dan melakukan evaluasi sehingga kedepannya tidak terjadi
permasalahan yang sama.

3. Sumber Permodalan UMKM

Permodalan UMKM sangat penting untuk pertumbuhan usaha agar terus
berkembang. Modal juga merupakan masalah yang paling sering dihadapi oleh
pelaku usaha terutama usaha kecil. Menurut Prawirokusumo (2010: 192)

menyatakan, masalah permodalan (uang) dianggap masalah yang paling utama.
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Prawirokusumo (2010: 192) menyatakan sumber permodalan dapat dibagi
menjadi 3 sumber yaitu:

a. Modal sendiri
Menggunakan modal sendiri merupakan salah satu pilihan yang baik,
karena pengusaha terbebas dari beban bunga dari pihak lain.

b. Modal pinjaman
Modal pinjaman merupakan modal yang meminjam dari pihak atau
lembaga keuangan yang memberikan peminjaman modal berupa uang.
Sumber modal pinjaman dapat berasal baik dari sumber dana dalam negeri
maupun luar negeri. Di antara kreditor yang sering menjadi sumber
pinjaman adala, (1) rentenir, (2) perbankan, (3) koperasi simpan pinjam,
(4) leasing.

c. Modal kerjasama
Modal yang berasal lewat usaha patungan atau kongsi dengan pengusaha
lain.

d. Modal ventura
Merupakan perusahaan jasa keuangan yang melakukan kerjasama dengan
pengusaha kecil yang berpotensi untuk maju dan menjadi menengah/besar
dengan memberikan dana tambahan yang disebut equity participation yang
akan dikembangkan dalam bentuk capital gain bila usaha kecil berhasil ke
pasar modal atau go public, atau perusahaan modal ventura (PMV) akan
mendapat porsi bagi hasil dari seluruh keuntungan yang diperoleh dengan

komposisi tertentu.
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Machfoedz (2011: 58) juga menyatakan modal yang berasal dari pihak
pribadi merupakan salah satu jenis modal yang sering digunakan dalam memulai
sebuah usaha, namun pemilik modal harus memiliki keahlian dalam pengelolaan
modal, apabila pemilik usaha gagal dalam pengelolaan modal akan berakibat
rusaknya hubungan pribadi di kemudian hari.

Berdasarakan teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa permodalan
UMKM dapat berasal dari mana saja baik dari modal pribadi atau sendiri,
kerjasama antara pengusaha satu dengan yang lainnya, bahkan meminjam modal
kepada lembaga yang menyediakan pinjaman modal kepada pelaku UMKM.

4. Keuntungan dan Kelemahan Usaha Kecil

UMKM memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan
perekonomian, akan tetapi dalam pengelolaan manajemen UMKM memiliki
keuntungan dan kelemahan. Suparyanto (2012: 31) menyatakan peranan atau
keuntungan usaha kecil dalam pembangunan nasional adalah:

Menyerap tenaga kerja.

Penyedia barang dan jasa bagi masyarakat.

Penyedia suku cadang bagi usaha skala menengah dan besar.
Mengurangi urbanisasi.

Mendayagunakan sumber ekonomi daerah.
Menunjukkan citra diri bangsa Indonesia.

o o0 oW

Kelemahan dalam manajemen usaha kecil dan UMKM sangat
berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha tersebut, untuk itu kelemahan ini
harus di antisipasi untuk tetap bisa mengembangkan usaha tersebut tetap
berkembang dan bisa berdaya saing. Adapun kelemahan-kelemahan yang
diungkapkan oleh Suparyanto (2012: 38) adalah:

a. Kelemahan aspek manajemen pemasaran
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Hanya memasarkan produk ke satu pasar
Kelemahan riset pemasaran
Terlalu mudah menjual secara kredit
Menjual produk tidak sesuai dengan pesanan
Melebihi batas waktu yang disepakati
Menjual hanya satu Jenis Produk
b. Kelemahan aspek manajemen operasi

1. Teknologi yang digunakan relatif sederhana

2. Skala produksi yang rendah

3. Biaya produksi tinggi
c. Kelemahan aspek menajemen SDM

1. Sulit untuk mengatakan “TIDAK”

2. Unsur keluarga masih sangat dominan

3. Semua tugas dilakukan sendiri

4. Tidak mampu menanggapi umpan balik
d. Kelemahan aspek manajemen keuangan
Tidak ada pemisahan harta perusahaan dan harta pribadi
Tidak melakukan pencatatan
Besarnya piutang yang tidak tertagih
Mengabaikan anggaran penyusutan
Mengabaikan penghargaan untuk diri sendiri

S s wN

s wn e

Selain kelemahan usaha kecil yang diungkapkan tersebut, pendapat lain
juga diungkapkan oleh Prawirokusumo (2010: 230) yang menyatakan kegagalan
atau kelemahan usaha kecil yaitu: 1) Ketidakmampuan manajemen, 2) kurang
pengalaman, 3) lemahnya kendali keuangan, 4) gagal mengembangkan
perencanaan strategis, 5) pertumbuhan tak terkendali, 6) lokasi yang buruk, 8)
ketidakmampuan mengatasi transisi kewirausahaan.

Kelemahan atau kegagalan dalam UMKM banyak dipengaruhi oleh
aspek manajemen pengelolaan SDM dan keuangan yang kurang memadai,
sehingga menyebabkan usaha sulit berkembang dan berdaya saing serta memiliki
karya yang inovatif. Tambunan (2009: 75) menjelaskan kelemahan UMKM secara
umum vyaitu:

Keterbatasan modal kerja maupun investasi kesulitan-kesulitan dalam
pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya
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keterbatasan akses tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan
teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan
komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang
kompleks, khususnya dalam pengurusan izin usaha dan ketidakpastian
akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi
yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.

Permasalahan atau kelemahan yang sering muncul dan dihadapi oleh
pelaku UMKM yaitu berkaitan dengan pemasaran, seperti yang diungkapkan oleh
Tambunan (2009: 75) menyatakan:

UMKM pada umumnya tidak punya sumber-sumber daya untuk mencari,
mengembangkan atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri.
Sebaliknya, mereka sangat tergantung pada mitra dagang mereka
(misalnya pedagang keliling, pengumpul, atau trading house) untuk
memasarkan produk-produk mereka, atau tergantung pada konsumen
yang datang langsung ke tempat-tempat produksi mereka atau, walaupun
persentasenya kecil sekali, melalui keterkaitan produksi dengan UB
(Usaha Besar) lewat sistem subcontracting walaupun presentasenya
sangat kecil.

Tambunan (2009: 78) juga menjelaskan hambatan atau kelemahan utama
yang dihadapi oleh UMKM di sejumlah Negara Sedang Berkembang (NSB) di

Asia yang dijabarkan dalam tabel berikut:
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Tabel 3 ~ Empat Hambatan Utama yang Dihadapi UMKM di Sejumlah NSB di
Asia
T
Negara BB | Pm|M |E |[If |[& |Is |[Pj |In |LP |TK
K
Indonesia X | X | X | X
Filipina X | X X
Vietnam X X
Kamboja X X [ X X | X X
Laos PDR X X X X
Thailand X [ X | X X X [ X
Malaysia X X [ X
Brunei X | X X
China X | X X
India X | X X [ X X
Pakistan X | X X X | X
Bangladesh X | X X X
Nepal X | X X X
Sumber: Tambunan (2009: 78)
Ket:
BB : Bahan Baku
Pm : Pemasaran
M : Modal
E : Energi
If . Informasi
T&K : Teknologi dan Keahlian
Is . Infrastruktur
Pj : Pajak
In . Inflasi
LP : Lingkungan Pasar
TK : Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa empat hambatan utama

yang sering dihadapi oleh negara berkembang di Asia adalah modal, pemasaran,

teknologi

dan

informasi

serta lingkungan pasar.

Hampir semua negara

berkembang di Asia mengalami permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku

UMKM.
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Menurut Machfoedz (2011: 61) kegagalan perusahaan Kkecil dapat

dikelompokkan menjadi beberapa bagian, seperti yang dijelasakan dalam tabel di

bawah ini:
Tabel 4 Penyebab utama kegagalan perusahaan kecil dan solusinya,
Machfoedz (2011: 61)
Sebab Alasan Faktor yang Solusi
Kegagalan Kegagalan Perlu
Diperhatikan
Pasar terlalu | Terlalu  banyak | Konsumen hanya | Iklan yang unik dan
padat, banyak | pesaing yang | melihat-lihat tanpa | berikan  potongan
perusahaan menawarkan membeli harga
sejenis produk yang sama
Tidak ada | Lokasi kurang | Laporan Mengubah perhatian
pembeli tepat, harga | pendapatan Khusus  konsumen,
tinggi, atau | menunjukkan dan survey
kualitas rendah penurunan laba | konsumen
atau jenis rugi
Sulit Pemilik cepat | Lamban dan | Menerapkan
melakukan merasa puas penurunan program baru
perubahan penjualan
Kurang Menyebabkan Kesalahan yang | Menyelenggarakan
pengetahuan prestasi terus menerus | program pelatihan
manajemen yang | terjadi pada
rendah bidang yang
kurang diketahui
Kekurangan Perencanaan Selalu kekurangan | Mengurangi
Modal keuangan  yang | uang pengeluaran dan
buruk memantau aliran kas
Tingkat bunga | Perekonomian Laporan berita | Mengurangi
yang tinggi yang buruk keuangan pinjaman dan
mengetatkan
kebijakan kredit
Tidak Manajemen buruk | Selalu mengalami | Mengembangkan
memiliki kejutan bisnis dan menerapkan
rencana rencana perusahaan
perusahaan

Sumber: Machfoedz (2011: 61)

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

mengenai kelemahan atau kegagalan dalam UMKM yakni, lemahnya pengelolaan
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manajemen sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan,
pemasaran, pengelolaan teknologi dan sebagainya yang masih menjadi kendala
kepada para pelaku UMKM untuk terus berkembang.

4. Pembinaan dan Pengembangan dalam UMKM

Pemberdayaan UMKM sangat penting untuk dilakukan karena usaha
tersebut memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian nasional
maupun daerah. Dalam proses pemberdayaan tidak terlepas dari pembinaan yang
dilakukan oleh semua pihak yang terkait yaitu pemerintah, pemerintah daerah,
swasta dan masyarakat. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Suparyanto (2012:
70) yang mengungkapkan, pihak yang bertanggungjawab dalam pembinaan usaha
kecil Indonesia adalah unsur pemerintah, unsur badan usaha, dan masyarakat.
Beliau juga mengungkapkan pentingnya pembinaan bagi pelaku usaha yaitu
pembinaan perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan usaha kecil di
Indonesia menjadi usaha kecil yang sehat dan tangguh serta tumbuh menjadi
usaha menengah. Maka dari itu pembinaan dalam pemberdayaan UMKM sangat
penting untuk dilakukan.

Pengembangan UMKM juga dapat berupa pendidikan yang diarahkan
kepada pelaku usaha untuk menjadi terampil dan kreatif. Seperti yang
diungkapkan oleh As’ad dalam (Sutrisno. 2009: 72) yang menyatakan, pelatihan
menyangkut usaha-usaha berencana yang diselenggarakan agar dicapai
penguasaan akan ketrampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang relevan terhadap

pekerjaan.
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Pengembangan usaha kecil juga dapat dilakukan dengan strategi
pemasaran produk yang tepat. Strategi pemasaran harus efektif yang dapat
dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari promosi sampai desain produk
(Longenecker. Moore dan Petty, 2000: 129).

Hubeis (2009: 11) menyatakan langkah-langkah operasional
pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) secara bertahap,
yaitu:

a. Tahap Awal

1) Penumbuhan iklim usaha kondusif, agar UKMK dapat bertumbuh dan
berkembang.

2) Kebijakan persaingan sehat dan pengurangan distorsi pasar, agar
UKMK menjadi usaha yang efisien, sehat dan memiliki pertumbuhan
tinggi, yang pada gilirannya dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat
dan memberi sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi
nasional.

3) Kebijakan ekonomi yang memberikan peluang bagi UKMK untuk
mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses
produksi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan sumber
pendapatan, serta menciptakan berbagai bentuk kerja sama dalam
meningkatkan daya kompetisi.

4) Kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan,
memperkuat dan saling menguntungkan, serta kesetaraan.

b. Tahap Akhir

1) Dukungan penguatan.

2) Peningkatan mutu SDM.

3) Peningkatan penguasaan teknologi.

4) Peningkatan penguasaan informasi.

5) Peningkatan penguasaan modal.

6) Peningkatan penguasaan pasar.

7) Perbaikan organisasi dan manajemen.

8) Pencadangan tempat usaha.

9) Pencadangan bidang-bidang usaha beserta hal-hal relevan lainnya.

Pembinaan terhadap usaha kecil di Indonesia dijelaskan pada Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 14 menjelaskan,
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Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan
pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:

Produksi dan pengolahan
Pemasaran

Sumber daya manusia, dan
teknologi.

oo

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 15
menjelaskan secara rinci mengenai pembinaan dan pengembangan dalam bidang
produksi dan pengolahan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melaksanakan
pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengelolaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan

pengolahan;

2. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan rekayasa;

3. Memberikan kemudahan pada pengadaan sarana dan prasarana

produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 16
menjelaskan, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan
pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan:

Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;

Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
Memasarkan produk usaha kecil.

aswn e

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 17
menjelaskan, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan
pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf ¢ dengan:
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Memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;

Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan
dan konsultasi usaha kecil;

Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 18

menjelaskan, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melaksanakan pembinaan

dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 huruf d dengan:

1. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan
pengendalian mutu;

2. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian  untuk
mengembangkan desain, teknologi baru;

3. Memberi insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi
baru dan melestarikan lingkungan hidup;

4. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;

5. Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi;

6. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan

pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

kecil dan Menengah, Pasal 16 Ayat (1) Pemerintah dan Pemeritah Daerah

memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

oo oe

Produksi dan pengolahan;
Pemasaran;

Sumber daya manusi; dan
Desain dan teknologi.

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

1.

2.

Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan
manajemen bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengabh;

Memberikan kemudahan dalam pengadaaan sarana dan prasarana,
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan
kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengabh;
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Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan
pengolahan; dan

Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi
Usaha Menengah.

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

B

Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
Menyebarluaskan informasi pasar;

Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi Menyelenggaraan
uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang,
dan promosi Usaha Mikro dan Kecil,

Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan
distribusi; dan

Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang
pemasaran.

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ dilakukan dengan cara:

1.
2.
3t

Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan
pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

1.

W

Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta
pengendalian mutu;

Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;

Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di
Bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi
baru;

Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan
lingkungan hidup; dan

Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk
memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
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Meskipun pembinaan kepada UMKM telah dijelaskan dalam peraturan
perundang-undangan, namun pada kenyataannya pembinaan UMKM tidak
terlepas dari permasalahan anggaran. Hal itu didukung dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Mardiasmo (2002: 145) yang menyatakan, keterbatasan
anggaran merupakan permasalahan yang paling sering dialami oleh pemerintah
daerah yang secara umum mengalami masalah-masalah sebagai berikut:

e Ketidakcukupan sumber daya finansial
e Minimalnya jumlah pegawai yang dimiliki ketrampilan dan

keahlian
e Prosedur dan sistem pengendalian manejemen yang tidak
memadai
Rendahnya produktivitas pegawai
Inefiensi

Infrastruktur yang kurang mendukung

Lemahnya perangkat hukum (aparat penegak hukum dan
peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan
hukum

Political will yang rendah

Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Lemahnya akuntabilitas publik

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses
pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil tersebut
menjadi tanggungjawab pemeritah dan pemerintah daerah sebagai fasilitator
sekaligus sebagai stakeholder yang ada di daerah serta sebagai implementator
pembuat kebijakan mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil di
Indonesia. Selain itu, pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan
oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui arahan bimbingan dan

bantuan untuk memperkuat serta menumbuhkan kemampuan usaha kecil menjadi
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usaha yang tangguh dan mandiri serta bisa menjadi usaha besar yang mampu

berdaya saing.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pemilihan suatu
pendekatan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, yakni
pendekatan kualitatif, sehingga hasil atau data yang diperoleh benar-benar relevan
dengan kondisi yang ada. Menurut Bogman dan Taylor (dalam Moleong 2006: 3)
Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Sementara itu, menurut Kirk dan Miller dikutip (Zuriah, 2009: 92), penelitian
kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya
sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan
peristiwanya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Narbuko
dan Achmadi (1997: 44) menjelaskan bahwa, penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada
sekarang berdasarkan data-data, jadi ia menyajikan data, menganalisis dan
menginterpretasi. Searah dengan definisi tersebut, Zuriah (2009: 47)
menambahkan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk
memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis
dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dari penjelasan

tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian
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yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi
berdasarkan data-data yang relevan.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian
dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan
perhatian dalam usaha uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa
terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainnya di
masyarakat. Dengan demikian, maka penggunaan pendekatan kualitatif dengan
penelitian deskriptif merupakan metode yang cocok untuk mengetahui tentang

“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Sektor Batik™.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 285) menekankan bahwa dalam penelitian
kualitatif yang memiliki permasalahan terlalu luas, maka peneliti dapat membatasi
penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian dalam penelitian
kualitatif terdapat suatu fokus yang disebut dengan batasan masalah. Berdasarkan
rumusan masalah yang ditetapkan, adapun yang menjadi fokus penelitian ini
sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM pada sektor batik
oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan.
a. Pendidikan dan pelatihan.
b. Aspek bantuan permodalan.

c. Bantuan pemasaran hasil produksi batik.



64

d. Proteksi produk batik.
2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam
pemberdayaan UMKM sektor batik di Kabupaten Bangkalan.

a. Faktor pendukung
1) Klinik KUMKM (Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
2) Jembatan Suramadu.

b. Faktor penghambat
1) Keterbatasan anggaran.

2) Akses yang sangat jauh dan infrastruktur yang kurang memadai.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian.
Dalam melakukan sebuah penelitian, Peneliti harus menentukan dengan tepat
dimana letak lokasi dan situs penelitian tersebut dilakukan. Hal ini dimaksudkan
untuk memudahkan peneliti dalam mencari data secara fokus. Maka lokasi
penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu pada Kabupaten Bangkalan di
Kecamatan Tanjungbumi. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Banyaknya UMKM sektor batik yang tersebar di Kecamatan
Tanjungbumi sekaligus sebagai sentra produksi batik di Kabupaten
Bangkalan.

2. Batik di Kabupaten Bangkalan merupakan sektor komoditas unggulan

daerah.
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3. Kualitas batik yang bermutu tinggi sehingga menarik minat wisatawan
baik domestik maupun luar negeri.

4. Corak dan warna batik yang cerah atau kontras yang membuat batik di
Kabupaten Bangkalan memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah
lainnya.

5. Pasca diresmikannya Jembatan Suramadu, banyak wisatawan baik
domestik maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke Pulau
Madura. Selain karena ingin melihat jembatan terpanjang di Negara
Indonesia, para wisatawan juga tertarik dengan proses pembuatan batik,
khususnya di Kecamatan Tanjung Bumi sebagai sentra pembuatan dan
penjualan batik tulis Madura, sehingga wisatawan banyak yang
berminat untuk membeli batik tulis Madura.

Situs penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana peneliti dapat
menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun penetapan
situs penelitian ini adalah:

1. Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan

2. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan

3. Pelaku UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten

Bangkalan.

Situs ini dipilih karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan
merupakan instansi yang berperan penting dalam implementasi program
pemberdayaan UMKM terutama di sektor batik. Sedangkan pelaku UMKM

merupakan obyek dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
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UMKM Kabupaten Bangkalan. Situs penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi
dan UMKM serta UMKM batik ditujukan agar data yang diperoleh menjadi valid
dan akurat. Penetapan situs penelitian didasarkan pada letak titik peneliti untuk
menemukan data yang valid dan akurat untuk dijadikan referensi atau bahan

dalam melakukan sebuah penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana peneliti dapat memperoleh data-
data yang diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua
jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kolaborasi dari kedua data
tersebut sangat diperlukan baik untuk kelengkapan dan ketepatan informasi yang
relevan terhadap data yang akan diperoleh tentang variabel-variabel penelitian.
Semua data yang diperoleh, nantinya akan dikumpulkan. Kemudian akan dibuat
suatu kesimpulan yang merupakan sebuah hasil akhir dari penelitian. Adapun
penjelasan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer (data utama)

Menurut Hasan (2002: 81) data primer merupakan data yang
diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh orang yang melakukan
penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dapat
dikatakan bahwa data primer data yang diperoleh secara langsung dari
orang-orang atau informan yang diwawancarai atau dengan pengamatan
secara langsung yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh

data-data atau informasi-informasi yang ada relevansinya dengan
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permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer
diperoleh dari:
a. Staf teknis bidang pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan

UMKM Kabupaten Bangkalan.

b. Kepala bidang bina usaha industri Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

c. Pengrajin dan pengusaha batik di Kecamatan Tanjungbumi

Kabupaten Bangkalan.

Penentuan pengambilan sampel tersebut dengan cara memilih
orang-orang atau informan yang dianggap lebih mengetahui tentang
UMKM batik dan memiliki informasi yang akurat untuk dijadikan
sebagai informan dalam penelitian.

Penentuan pengrajin dan pengusaha batik yang diteliti tersebut
menggunakan metode serial selection of sample units yang dikemukakan
olen Licoln dan Guba (dalam Sugiyono, 2008: 219) yaitu peneliti
memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan
data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang
diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel
lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

2. Data Sekunder (data penunjang)

Menurut Hasan (2002: 82) data sekunder adalah data yang

diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari

sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari
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data tertulis, dokumen resmi dan peraturan-peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berhubungan dengan fokus penelitian. Data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen resmi, catatan,
laporan berupa rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan yang dapat memberikan informasi yang mendukung terkait
peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM batik yang

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengumpulan data dengan
menggunakan teknik lapangan, yaitu peneliti terjun langsung pada subjek atau
objek penelitian. Menurut Hasan (2002: 83) menambahkan bahwa, pengumpulan
data adalah pencatatan peristiwa-peristiwva atau hal-hal atau keterangan-
keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian seluruh elemen populasi yang
akan menunjang atau mendukung penelitian.

Terdapat berbagai cara dalam melakukan pengumpulan data. Menurut
Sugiyono (2008: 224), pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting
berbagai sumber, dan berbagai cara. Sejalan dengan pendapat tersebut Marshall
dan Rossman (dalam Sugiyono, 2008: 225) mengatakan bahwa, “the fundamental
method relied on by qualitative researchers for gathering information are,

participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document
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review”. Mengacu dari berbagai pendapat tersebut, maka teknik pengumpulan
data yang digunakan oleh peneliti adalah:
1. Observasi

Menurut Moleong (1996: 117) menyatakan bahwa, observasi
(atau yang menurutnya adalah pengamatan berperan serta) menceritakan
kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi
peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Sejalan
dengan pendapat tersebut, Nasution (dalam Sugiyono, 2008: 226)
menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.
Dari pendapat tersebut maka teknik pengumpulan data dengan
pengamatan atau observasi secara langsung terhadap obyek penelitian
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Observasi dilakukan dengan cara pengambilan dengan
menggunakan indera penglihatan (mata) tanpa ada pertolongan alat lain
untuk keperluan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
pengamatan secara langsung terhadap peran pemerintah daerah dalam
pemberdayaan UMKM batik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Bangkalan dan juga pelaku UMKM batik sendiri
guna memperoleh data yang dinginkan sesuai dengan topik penelitian
tersebut.

2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2008: 231), wawancara digunakan sebagai

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
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pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara
mendalam. Teknik pengumpulan data melalui proses memperoleh
keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung, melalui
tatap muka kepada pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan
informasi penelitian dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan
wawancara (interview guide). Dalam hal ini, peneliti melakukan
wawancara secara langsung kepada:
a) Staf bidang pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Bangkalan.
b) Kepala bidang bina usaha industri Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bangkalan.
c) Pelaku usaha batik tulis di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten
Bangkalan.
3. Dokumentasi
Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari
record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang
penyidik. Bodgan dikutip (Sugiyono, 2008: 240) menyatakan bahwa “In
most tradition of qualitative research, the phrase personal document is
used broadly to refer to any first person narrative produced by
individual which describes his or her actions, experience and belief.”
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan, teknik pengumpulan data

melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh
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peneliti  melalui pencatatan, meringkas maupun menganilis dan
memanfaatkan data yang ada di instansi yang berhubungan dengan obyek
yang diteliti seperti dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, arsip-
arsip penting atau juga dapat berupa gambar. Dalam hal ini dokumentasi
yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan
adalah rencana stretegis 2013-2018, foto-foto dokumentasi pameran dan
pelatihan UMKM batik dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Bangkalan.

. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk

memperoleh atau mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2008: 223), dalam

penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti,

maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya

yang akan dipelajari jelas, maka dikembangan suatu instrumen. Sesuai dengan

pendapat tersebut, maka jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Menurut Moleong (2006: 168) peneliti sendiri dapat
menggunakan panca indera dalam melakukan pengamatan dan

pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian.
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2. Pedoman wawancara (interview guide)

Merupakan panduan bagi peneliti untuk mencari data yang
dibutuhkan. Pedoman wawancara berupa pokok-pokok pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti kepada nara sumber yang berkaitan dalam
penelitian. Fokus dari wawancara ini yakni kepada pegawai Dinas
Koperasi dan UMKM bidang pengembangan UMKM, kepala bidang
bina usaha industry Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bangkalan, serta pelaku UMKM batik tulis di Kecamatan Tanjungbumi,
Kabupaten Bangkalan.

3. Catatan lapangan (field note)

Merupakan alat atau catatan penting yang digunakan untuk
mencatat informasi data yang diperoleh di lapangan. Catatan yang dibuat
oleh peneliti saat mengadakan pengamatan, wawancara maupun saat
menyaksikan kejadian-kejadian tertentu yang berkaitan dengan peran
pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sector batik yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.

4. Alat tulis dan alat-alat lain yang diperlukan untuk mengumpulkan data,
seperti kamera, tape recorder untuk mendokumentasikan dan mencatat

berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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G. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2008: 244)
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah
dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan
Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 246) yaitu: pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data (data collection)

Langkah pengumpulan data yang telah diuraikan sebelumnya yaitu
terdiri dari wawancara, dokumentasi dengan narasumber-narasumber yang
relevan dengan fokus penelitian, seperti pegawai Dinas Koperasi dan
UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan,
serta pelaku UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten
Bangkalan.

2. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemberian fokus,

penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan.

Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang menggolongkan,

mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu dan mengorganisasikan

data sehingga menjadi kesimpulan yang dapat ditarik benang merahnya
dan bersifat final. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan

dan mengorganisasikan data. Dalam penelitian ini reduksi data yang
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dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data meliputi gambaran
umum, mengadakan wawancara dengan staf bidang pengembangan
UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, kepala bidang bina usaha industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku UMKM batik di
Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan yang berhubungan
dengan pemberdayaan UMKM sektor batik di Kabupaten Bangkalan.

3. Penyajian data (data display)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang
kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian untuk melihat
gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti.
Bentuk yang paling umum yang digunakan berupa teks uraian. Dalam
penelitian ini data yang disajikan meliputi pelaksanaan peran pemerintah
daerah dalam pemberdayaan UMKM batik yang dilakukan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan (meliputi jenis kegiatan dan
implementasinya), faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran
pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM batik yang dilakuakan
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan. Penyajian data ini
juga diikuti oleh analisis data yang telah direduksi diinterpretasikan oleh

peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian.



75

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verifying)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari kegiatan
analisis yaitu berupa pengelompokan data yang sudah diolah dan
disajikan secara sistematis agar mendapatkan data yang valid dan pada
akhirnya ditarik kesimpulan. Proses pengumpulan data, reduksi data,
penyajian hingga analisis data kemudian ditarik kesimpulan yang relevan
sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian. Penarikan
kesimpulan berdasarkan analisis pembahasan terkait dengan peran Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan

UMKM sektor batik sebagai produk unggulan di Kabupaten Bangkalan.

Data
Collection

( Data
. Display

@mn \

Drawing Vernfving j'

ﬂhta

.\ Reduction
.

Gambar 1  Komponen Dalam Analisis Data (interactive model)

Sumber: Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 247)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan

a. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di
Pulau Madura selain Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten
Sumenep. Kabupaten Bangkalan terletak di ujung barat Pulau Madura dan
berimpitan dengan Pulau Jawa, menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai pintu
masuk utama ke Pulau Madura. Posisi astronomi Kabupaten Bangkalan berada
pada koordinat 112° 40’06 - 113° 08°04” Bujur Timur serta 6° 51°39” - 7° 11°39”
Lintang Selatan. Di samping itu memiliki posisi geografis yang unik, tiga penjuru
kabupaten ini dibatasi oleh Selat Madura, satu-satunya perbatasan daratan ada
pada sebelah timur yang berbatasan dengan Kabupaten Sampang, batas sebelah
barat berbatasan dengan Surabaya walaupun dipisahkan oleh laut, tetapi karena
Surabaya merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi menjadikan
Bangkalan merupakan kota penghubung antara Madura dan Surabaya.

Luas wilayah Kabupaten Bangkalan 126.181 Ha. Secara Administratif,
Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 18 kecamatan dan meliputi 281
desa/kelurahan mempunyai satuan berbeda-beda, beberapa diantaranya berupa
Rukun Warga (RW) kemudian dibagi dalam Rukun Tetangga (RT) dan sebagian
lagi merupakan Dusun. Berikut daftar Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

disajikan dalam tabel 3 meliputi:
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Tabel 5 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan

No Kecamatan No Kecamatan
) Bangkalan 10 Blega

2 Kamal 11 Burneh

3 Arosbaya 12 Tanah Merah
4 Klampis 13 Tragah

5 Sepulu 14 Kwanyar
6 Tanjungbumi 15 Geger

7 Kokop 16 Modung
8 Socah 17 Labang

9 Galis 18 Konang

Sumber: Olahan Penulis

b. Keadaan Topografi

Dilihat dari Topografi, maka daerah Kabupaten Bangkalan berada pada
ketinggian 2 — 100 m di atas permukaan air laut. Kabupaten Bangkalan memiliki
beberapa wilayah yang terletak di pesisir pantai seperti kecamatan Sepulu,
Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung
Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh. Masing-masing wilayah tersebut memiliki
ketinggian kurang lebih antara 2 — 10 m di atas permukaaan air laut, sedangkan
wilayah yang terletak di bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19 sampai
dengan 100 m di atas permukaan air laut. Wilayah tertinggi di Kabupaten
Bangkalan terdapat di Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 m DPL.

c. Keadaan Penduduk

Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.261,81 kmz2, dari registrasi
penduduk tercatat 919.002 jiwa dengan komposisi 439.0054 jiwa penduduk laki-
laki dan 479.948 jiwa perempuan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kepadatan

penduduk di Kabupaten Bangkalan mencapai 1.038 jiwa/km2, sedangkan
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pertumbuhan penduduk sebesar 1,74% per-tahun. Jumlah penduduk Kabupaten

Bangkalan dapat digambarkan pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Indikator Demografi Kabupaten Bangkalan, 2012
Uraian Jumlah Satuan

Total 919.002 Jiwa
Laki-laki 439.054 Jiwa
Perempuan 479.948 Jiwa

Pertumbuhan 1,74 %

Sex Ratio 91.48 %

Kepadatan 729 Jiwa/km?

Dependency 56.02 %

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan 2013

d. Industri Pengolahan

Beberapa tahun terakhir komoditi unggulan Kabupaten Bangkalan adalah
batik tulis. Industri kerajinan batik tulis merupakan warisan leluhur yang menjadi
ciri khas Batik Bangkalan dengan sentra produksi di Kecamatan Tanjungbumi. Di
Kabupaten untuk sektor ini masih didominasi usaha-usaha industri kecil dan
kerajinan rumah tangga, tetapi industri besar dan sedang juga mengalami
perkembangan positif walaupun tidak sehat. Industri besar dan sedang selama tiga
tahun terakhir ini mengalami peningkatan dari 29 unit pada tahun 2009 menjadi
33 unit pada tahun 2011. Demikian juga untuk industri kecil dan industri
kerajinan rumah tangga juga mengalami peningkatan baik pada kuantitasnya

maupun penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut.
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Tabel 7 Jumlah Industri Pengolahan dan Tenaga Kerja
Uraian | 2010 | 2011
Industri Besar Sedang
Perusahaan Unit 33 29
Tenaga Kerja Orang 671 866
Industri Kecil
Perusahaan Unit 235 185
Tenaga Kerja Orang 1.847 2.097
Industri Kerajinan Rumah Tangga
Perusahaan Unit 4.338 5.701
Tenaga Kerja Orang 12.326 15.755

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan 2013

Sektor industri yang selama ini merupakan salah satu sektor yang dipacu
pertumbuhannya, karena dari sektor ini diharapkan bisa memberi efek berantai
untuk pertumbuhan sektor-sektor yang lain dan juga untuk peningkatan
penyerapan tenaga kerja. Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah pusat
batik tulis, mempunyai sentra-sentra batik tulis. Usaha batik tulis merupakan
warisan turun temurun ini mayoritas berada di Kecamatan Tanjungbumi yang
menyebar di 3 desa dan terdapat 897 unit usaha kerajinan. Di samping kerajinan
batik, tumbuh juga usaha konveksi, usaha ini terdapat di 2 kecamatan yaitu Tanah
Merah dan Bangkalan dengan jumlah usaha 40 unit.

Tabel 8 Lokasi dan Jumlah Usaha Kerajinan/Konveksi Batik Tulis di Kabupaten
Bangkalan Tahun 2011

Kec/Desa | JenisUsaha | Jumlah
Tanjungbumi
Tanjungbumi Kerajinan 309
Paseseh Kerajinan 225
Telaga Biru Kerajinan 363
Tanah Merah
Tanah Merah Dajah Konveksi 19
Jangkar Konveksi 20
Bangkalan
Kraton | Konveksi | 1

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan 2013
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2. Kondisi Umum Lokasi Penelitian
a. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan
1) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan adalah dinas yang
secara khusus menangani pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Peraturan Bupati
Bangkalan Nomor 34 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan. Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di
bidang Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas
pokok membantu bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi
dan UMKM Kabupaten Bangkalan, yaitu:
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengabh;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah;

d) Pengelolaan ketatausahaan
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e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2011 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kelembagaan;
4. Bidang Usaha Koperasi;
5. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Dinas
Kelompok
Jabatan
Fungsional
Sekretaris
I |
Subbag. Penyusunan Subbag. Subbag.
Program Umum Keuangan
Bidang Kelembagaan Bidang Usaha Bidang UMKM
Koperasi
Hukum Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
Advokasi Organisasi Pengemb. Pengemb. Pengemb Pengemb.
dan Tata Usaha _ l_Jsaha UMKM ' Kerjasama
Laksana Koperasi Simpan & Inf.
Pinjam Bisnis
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten

Bangkalan
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Sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi
UMKM Kabupaten Bangkalan didukung sumber daya manusia sebagai berikut:
a. Eselon I1/b yaitu Kepala Dias
b. Eselon lll/a yaitu sekretari
c. Eselon Ill/b yaitu Kepala Bidag sebanyak 3 orang
d. Eselon IV/a yaitu Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebanyak 9 orang
e. Staf dengan latar belakang pendidikan SD sampai sarjana.
Personil tersebut dapat dirinci berdasarkan pangkat/golongan ruang dan
berdasarkan tingkat pendidikan dengan perincian sebagai berikut:
a. Berdasarkan pangkat/golongan ruang:

e Golongan IV :5orang

e Golongan Il : 25 orang
e Golongan Il : 8 orang
e Golonganl :1orang
e Staf THL : 42 orang

b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan kursus keterampilan

e Tingkat pendidikan formal:

- Pasca sarjana (S-2) : 6 orang
- Sarjana (S-1) : 40 orang
- Sarjana muda (D-3) . 2 orang
- SLTA : 31 orang
- SLTP 1 orang

- SD 1 orang
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e Pendidikan perjenjangan aparatur:

- DIKLATPIM Il :-orang
- DIKLAT PIM 111 : 3 orang
- DIKLAT : 8 orang

2) Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan

Visi Dinas Koperasi dan UMKM sejalan dengan Visi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Bangkalan tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Bangkalan yang Makmur,
Mandiri dan Agamis”.

Visi adalah gambaran kondisi ideal dimasa depan yang hendak dicapai.
Mengacu pada visi Kabupaten Bangkalan tersebut, maka kondisi ideal dimasa
depan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan
tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai
Pelaku Perekonomian Daerah yang Sehat dan Kuat”.

Landasan kebijakan yang menjadi acuan Rencana Strategis Dinas
Koperasi UMKM Kabupaten Bangkalan adalah kegiatan yang perlu dilakukan
untuk mewujudkan suatu visi, adapun misi Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

a. Memberdayakan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi pelaku
ekonomi yang profesionalisme.

b. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
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c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka
pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah.

d. Meningkatkan peran koperasi usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka
pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

e. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.

3) Tujuan Dinas Koperasi UMKM

a. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik yang prima.

b. Mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan UMKM agar mampu
menjadi pelaku ekonomi daerah yang sehat, tangguh dan mandiri.

c. Memberdayakan koperasi dan UMKM agar lebih efektif, efisien dan berdaya
saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif

d. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan
memperhatikan pertumbuhan.

4) Sasaran Strategis Dinas Koperasi UMKM
Sasaran strategis merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan Dinas

Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, berikut adalah sasaran strategis

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan:

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian
daerah.

2. Peningkatan jumlah koperasi dan UMKM yang memiliki jaringan
infrastruktur.

3. Pengembangan promosi produk koperasi dan UMKM.
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4. Peningkatan kemitraan usaha antara LKM/KSP dengan lembaga keuangan.
5. Pemasyarakatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi koperasi dan

UMKM.
6. Peningkatan SDM pengelola koperasi dan UMKM.
7. Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk koperasi dan UMKM.
8. Pembentukan dan pengembangan klinik UMKM.
9. Kebijakan dan program pembangunan koperasi.
10. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.
11. Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi.
12. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga.

5) Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan menetapkan arah

kebijakannya dalam bentuk kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi
landasan operasional Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya atau dapat dianggap sebagai standar operasional Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat menjadi landasan
implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan
tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan. Secara umum,
kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan adalah sebagai
berikut:
1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seluruh karyawan Dinas Koperasi

dan UMKM harus memperhatikan asas ketaatan dengan mengacu pada

peraturan-peraturan yang berlaku.
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2. Kinerja diukur dengan pencapaian sasaran strategis, yaitu:

a) Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam
perekonomian daerah.

b) Peningkatan jumlah koperasi dan UMKM yang memiliki jaringan
infrastruktur pengembangan promosi produk koperasi dan UMKM.

c) Peningkatan kemitraan usaha antara LKM/KSP dengan lembaga
keuangan, pemasyarakatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi
koperasi dan UMKM.

d) Peningkatan SDM pengelola koperasi dan UMKM.

e) Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk koperasi dan UMKM

f) Pembentukan dan pengembangan klinik UMKM.

g) Kebijakan dan program pembangunan koperasi berprestasi.

h) Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi.

1) Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga.

3. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bangkalan berorientasi pada peningkatan
efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik
yang mencakup:

a) Standar Pelayanan Publik (SPP);

b) Standar Operasional Prosedur (SOP);

c) Peraturan terkait pembinaan dan kedisiplinan PNS.

Dinas Koperasi UMKM mendorong profesionalisme pelayanan publik

dengan membentuk dan mengembangkan klinik bisnis bagi Koperasi dan UMKM.
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b. Gambaran Umum Kecamatan Tanjungbumi
1) Keadaan Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Tanjungbumi terletak di sebelah utara tepatnya 40 km dari
pusat Pemerintahan Kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah 67,41Km2 atau
6.792,80Ha, adapun batas wilayahnya sebagai berikut:
- Sebeah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kokop
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sepulu

Kecamatan Tanjungbumi terbagi dalam 14 Desa. Sebagian besar
penduduk Kecamatan Tanjungbumi bermata pencaharian sebagai petani yang
pada umunya petani palawijaya dengan luas lahan tegal/ladang 4.415 Hektare.
Kecamatan Tanjungbumi yang terdiri dari 14 Desa, 81 Dusun, 81 Rukun Warga
(RW) dan 167 Rukun Tetangga (RT). Desa yang mempunyai RW terbanyak
adalah Desa Telagabiru dengan 9 RW, sedangkan untuk Desa Aengtaber memiliki
jumlah RW paling sedikit yitu 3 RW. Namun demikian, dengan wilayah yang
cukup luas tidak mengurangi dalam penyebaran kegiatan ekonomi dan sosial
secara merata dengan menandakan banyaknya jumlah RT dan RW juga
diharapkan semakin banyaknya interaksi sosial kemasyarakatan di Kecamatan
Tanjungbumi, semakin banyaknya pertemuan dan perkumpulan warga akan
menimbulkan kekeluargaan yang erat, sehingga tidak mudah terjadi gejolak di

masyarakat.
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2) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk tahun 2012 di Kecamatan Tanjungbumi tercatat
sebanyak 60.032 turun 275 dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah penduduk
laki-laki 30.028 jiwa dan 30.004 penduduk perempuan. Luas wilayah Kabupaten
Bangkalan yang mencapai 67,41 Km? membuat tingkat kepadatan penduduk di
Kecamatan Tanjungbumi tidak terlalu tinggi bahkan bisa di bilang cukup variatif
dengan tingkat kepadatan sebesar 890,55 jiwa/Km2, pusat kepadatan tertinggi
berada di Desa Telagabiru, dengan rata-rata 17.262 jiwa/Km? sedangkan
kepadatan terendah berada di Desa Bungkeng dengan rata-rata 341 jiwa/Km?.
Kecamatan Tanjungbumi dengan kondisi wilayah yang luas merupakan PR
(Pekerjaan Rumah) yang besar bagi Pemerintah Daerah Kecamatan Tanjungbumi
untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat Kecamatan
Tanjungbumi.

3) Industri

Sebagai Kecamatan yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian,
sumber pendapatan yang perlu di kaji atau dikembangkan adalah dari sektor
industri terutama industri batik tulis. Industri batik tulis tersebut sangat potensial
untuk menambah sumber pendapatan, banyak para ibu-ibu rumah tangga mengisi
hari-harinya dengan membatik, pengrajin tersebut tersebar di beberapa desa,
diantaranya Desa Tanjungbumi, Desa Telagabiru, Desa Paseseh. Jumlah
perusahaan industri pengolahan di Kecamatan Tanjungbumi pada periode tahun
2011-2012 jumlah industri tercatat sebanyak 1.538 industri. Jumlah tenaga kerja

industri kecil atau kerajinan rumah tangga, merupakan penyerap jumlah tenaga
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kerja terbanyak seperti industri batik tulis karena Kecamatan Tanjungbumi
merupakan salah satu sentra batik tulis di Kabupaten Bangkalan, khususnya batik
tulis gentongan yaitu proses pewarnaan batik tulis menggunakan bahan-bahan non
kimia atau bahan alami dengan proses yang lama. Adapun jumlah industri atau
usaha di Kecamatan Tanjungbumi dapat digambarkan dalam tabel 9 berikut:

Tabel 9 Jumlah Industri (Unit Usaha) di Kecamatan Tanjungbumi Tahun

2012
Jumlah Industri (Unit Usaha)
Tahun 2012
Kode Desa/Kelurahan | Kecil/Kerajin | Sedang Besar | Jumlah
Desa an Ruta
1) ) 3) (4) () (6)
001 Planggiran 43 - - 43
002 Tagungguh 187 1 - 188
003 Bandang Daja 47 - - 47
004 Bungkeng 28 - - 28
005 Larangan Timur 45 - - 45
006 Tambak pocok 27 - - 27
007 Bumi Anyar 24 - - 24
008 Paseseh 296 4 - 300
009 Telaga Biru 230 6 - 236
010 Tanjungbumi 463 4 - 467
011 Macajah 46 - - 46
012 Tlangoh 21 - - 21
013 Banyusangka 39 - - 39
014 Aengtaber 28 - - 28
Jumlah 1.523 15 - 1.538

Sumber: BPS Kabupaten Bangakalan 2013

Kecamatan Tanjungbumi memiliki produk unggulan yang lain,
khususnya hasil olahan laut seperti terasi udang, petis, pindang, ikan asap dan
ikan asin. Usaha hasil olahan laut ini berada di Desa Banyusangka dan Desa
Macajah, prospek pasar produk telah menjangkau kecamatan-kecamatan lain di

Kabupaten Bangkalan, bahkan mencakup luar wilayah Kabupaten Bangkalan.
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3. Gambaran Umum UMKM Batik di Kecamatan Tanjungbumi

Kabupaten Bangkalan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan
menunjukkan perkembangan yang signifikan yakni 121.027 UMKM pada tahun
2012 dan terjadi peningkatan pada tahun 2013 berjumlah 121.611 UMKM. Saat
ini UMKM yang memegang peranan penting di Kabupaten Bangkalan adalah
UMKM batik Tanjungbumi, usaha batik ini merupakan produk unggulan
Kabupaten Bangkalan. UMKM batik Tanjungbumi telah dikenal oleh masyarakat
luas yakni masyarakat lokal maupun internasional. Keberadaan batik tulis
Tanjungbumi merupakan hasil budaya seni yang sudah ada sejak turun temurun
berada di daerah Tanjungbumi. Letak Kecamatan Tanjungbumi berada di pantura
Kabupaten Bangkalan yang lokasinya 40 km dari Kota Bangkalan.

Seiring dengan perkembangan zaman, mutu dan kualitas batik
Tanjungbumi mulai dikenal karena ciri khas tertentu yakni kontras dalam
pewarnaan dan desain. Selain itu, batik yang paling terkenal di Kecamatan
Tajungbumi adalah Batik Gentongan, karena batik ini merupakan batik pilihan
yang proses pembuatan dan pewarnaannya memerlukan waktu yang cukup lama,
karena proses pewarnaannya tersebut menggunakan bahan alami yang ditaruh di
dalam gentong dengan waktu bertahun-tahun. Ada beberapa warna dan motif
batik yang mencolok seperti warna merah, biru, hitam, kuning dan hijau, sehingga
desain yang dihasilkan para pembatik sangat identik dengan nuansa Madura.

Produksi batik di Kecamatan Tanjungbumi sangat memperhatikan mutu,

kualitas dan pewarnaan dari bahan-bahan alami, sehingga aman dipakai karena
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tidak mengandung zat kimia yang membahayakan kulit. Bahan alami juga
memberikan warna yang lebih cerah pada motif batik. Hal itu dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:

Gambar 3  Beberapa Contoh Batik Tulis Tanjungbumi
Sumber: Dokumentasi Penulis

1. Pengrajin Batik
Produksi batik tulis Tanjungbumi melibatkan beberapa pelaku, yakni
pengrajin batik dan pengusaha batik. Pengrajin batik adalah orang memproduksi
batik dari bahan mentah menjadi bahan yang siap konsumsi. Pengrajin batik juga
termasuk pengusaha batik, tetapi kebanyakan pengrajin batik di Kecamatan
Tanjungbumi tersebut belum memiliki hak ijin usaha, sehingga sulit untuk

mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dan dijangkau oleh konsumen,
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karena kebanyakan pengrajin menjual hasil produknya di rumahnya sendiri tanpa
didukung dengan tempat usaha, sehingga menjual batik tersebut hanya melalui
orang-perorangan atau dari mulut ke mulut.

Pengrajin batik sendiri juga mempunyai pekerja dalam proses pembuatan
batik, pekerja tersebut terdiri dari: pertama, pengisi atau yang membentuk motif
batik dengan pensil, kedua pekerja “reng-reng” yaitu yang melukis batik dengan
malan, ketiga pekerja “ngorek” yang mengisi bagian kosong yang berupa kotak-
kotak kecil hingga menjadi batik tulis, keempat pekerja “pewarnaan” yang
melakukan proses pewarnaan terhadap batik, sehingga menjadi batik yang siap di
produksi. Berikut beberapa contoh gambar proses produksi batik di Kecamatan

Tanjungbumi.

Gambar 4 Proses Membatik
Sumber: Dokumentasi Penulis
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Gambar 5 Proses Pewaraan atik
Sumber: Dokumentasi Penulis

2. Pengusaha Batik

Pengusaha batik yaitu pengepul batik dari pengrajin batik atau bisa
dikatakan orang yang menampung semua batik untuk dijual kepada konsumen.
Pengusaha batik di Kecamatan Tanjungbumi ini merupakan orang yang
mempunyai modal besar dan sudah memiliki hak ijin usaha serta didukung oleh
tempat usaha yang strategis, sehingga mudah dikenal oleh konsumen dari luar

Kecamatan Tanjungbumi yang ingin membeli batik, selain itu pengusaha batik
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juga memiliki jaringan pemasaran yang cukup luas mulai dari lokal hingga ekspor
ke luar negeri, sehingga keuntungan yang didapat oleh pengusaha batik jauh lebih
besar dari pada pengrajin batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi. Lokasi dan
suasana penjualan produk batik yang dimiliki oleh pengusaha batik dapat dilihat

pada gambar berikut:

Tempat Pengusaha Batik di Kecamatan Tanjungbumi
Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 6

Sentra pengusaha batik Tanjungbumi rata-rata tersebar di 3 desa, yakni
Desa Paseseh, Desa Telaga Biru dan Desa Tanjungbumi. Berikut adalah nama

pengusaha batik tulis Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.

Tabel 10 Daftar Usaha Batik Tulis Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan
Tahun 2011

No | Nama Alamat Kecamatan Pemilik
1 DIBOX GALLERY | JI. Teuku Umar Bangkalan
2 UD. Kurnia Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Mesdjan
3 UD. Express Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Hj.Hosiyeh
4 UD. Fathur Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Achmadi
5 UD. Sampurna Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Masluhah
6 UD. Si Manis Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Udi
7 UD. Indah Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Padmo
8 UD. Rumah Batik Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Hj. Nur
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9 UPT. Batik Tulis Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Disperindag
Kab.
Bangkalan

10 | UD. Madura Indah | Ds. Macajah Tanjungbumi | Abd. Razak

11 | UD. Subaidah Ds. Paseseh Tanjungbumi | Subaidah

12 | UD. HLh Ds. Paseseh Tanjungbumi | H. HLh

13 | UD. Sabar Indah Ds. Paseseh Tanjungbumi | Insaniyah

14 | UD. Farah Batik Ds. Paseseh Tanjungbumi | Insaniyah

15 | UD. Kembang Asih | Ds. Paseseh Tanjungbumi | Siti To’ah

16 | UD. Pattimura Ds. Telaga Biru Tanjungbumi | Hj. Fatimah

17 | UD. Putri Madura Ds. Telaga Biru Tanjungbumi | H. Mahud

18 | UD. Maduratna Ds. Telaga Biru Tanjungbumi | H. Dayat

19 | UD. Abadi Ds. Telaga Biru Tanjungbumi | Mesrawi

20 | UD. Telaga Indah Ds. Telaga Biru Tanjungbumi | Yanti

21 | UD. lyah Ds. Telaga Biru Tanjungbumi | lyah

22 | Tresna Art JI. KH. Moch Bangkalan Supik

Cholil
23 | Showroom Produk | JI. Soekarno Hatta | Bangkalan Disperindag
Unggulan 15 Kab.

Bangkalan

24 | Aulia Pusat Batik JI. Trunojoyo Bangkalan

25 | Pesona Batik JI.RE Bangkalan Maimuna

Madura Martadinata

26 | UD. Rosindo Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | H. Rosli

27 | Batik Tulis Salima | Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Salimah

28 | H. Yasir Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | H. Yasir

29 | Sayadi Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Sayadi

30 | H. Tinawi Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | H. Tinawi

31 | H. Pasun Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | H. Pasun

32 | Hj. Sa’odah Ds. Tanjungbumi | Tanjungbumi | Hj. Sa’odah

33 | Hj. Emi Ds. Macajah Tanjungbumi | Hj. Emi

34 | Bend. Gufron Ds. Paseseh Tanjungbumi | Bend. Gufron

35 | Subaidah Ds. Paseseh Tanjungbumi | Subaidah

36 | Bu Nailah Ds. Paseseh Tanjungbumi | Bu Nailah

37 | UD. Intan Mandiri | Ds. Telaga Biru Tanjungbumi | Supar

38 | Aufiar JI. Kapten Safiri Bangkalan Yatik

1/10

39 | UD. Maduratna JI. Jaenal Alim Bangkalan Sutanto

40 | Anisa Tonjung Bangkalan Hj. Atik

41 | Peri Kecil Tonjung Bangkalan Puri Rahayu

42 | Berfa Tonjung Bangkalan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2011
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B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian
1. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam

Pemberdayaan UMKM Sektor Batik.

1) Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Bangkalan, batik
Tanjungbumi menjadi salah satu prioritas Dinas Koperasi dan UMKM. Pada
dasarnya pelaku usaha batik Tanjungbumi sudah memiliki modal ketrampilan
dalam membuat atau memproduksi batik, namun modal ketrampilan tidak dapat
dijadikan satu-satunya faktor untuk mengembangkan usaha batik. Pemberian
pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku usaha batik diharapkan mampu
meningkatkan pengetahuan pelaku usaha batik sebagai upaya mengatasi
rendahnya tingkat pendidikan para pelaku batik.

Selama ini, para pelaku usaha batik hanya menjual batik secara
konvensional yaitu dijual kepada para pengepul batik atau pengusaha batik yang
sudah besar ataupun dijual langsung kepada para konsumen di rumahnya sendiri.
Selain itu, aspek produksi pelaku usaha batik selama ini lebih berorientasi pada
pemakaian bahan pewarna sintetik atau bahan kimia sehingga biaya produksi
menjadi sangat tinggi. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan diarahkan pada
peningkatan pengetahuan dan skill para pengrajin batik sehingga kedepannya para
pelaku usaha batik mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh RT (45th/P) selaku staf bidang
pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa:

“Salah satu langkah dalam pemberdayaan UMKM batik yang kami
lakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang didanai
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langsung oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Bentuk pendidikan berupa
pemberian pengetahuan dan informasi terkait dengan langkah-langkah
yang harus ditempuh dan strategi dalam mengahadapi persaingan usaha
kepada calon wirausahawan baru. Pelatihan membatik bagi masyarakat
sekitar kota yang belum bisa membatik. Pelatihan lain yang kami berikan
kepada pelaku usaha batik adalah memberikan pengarahan terhadap
pengolahan limbah sisa kain batik atau kain perca menjadi barang-barang
yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti tas, sepatu, gelang dan lain-
lain kepada masyarakat sekitar Kota Bangkalan. Selain memberikan
keuntungan ekonomis bagi pelaku usaha batik, pengolahan kain perca ini
juga akan memberikan varian produk batik, sehingga akan meningkatkan
minat masyarakat, tetapi pelatihan kain perca batik ini, diberikan kepada
masyarakat di sekitar Kota Bangkalan, bukan kepada pelaku usaha batik di
Tanjungbumi. Pelatihan lain yang diberikan adalah penggunaan pewarna
alami yang memberikan keuntungan ekonomis. Selain biayanya murah dan
akan menekan biaya produksi juga meningkatkan kualitas dan harga batik,
selain itu batik dengan pewarna alami sekarang banyak disukai oleh
pecinta batik dari luar negeri, soalnya batik dengan pewarna alami
merupakan batik yang ramah lingkungan dan baik bagi kesehatan kulit.”
(wawancara tanggal 27 Februari 2014 pukul 10.30 di Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM)

Pendidikan kepada calon wirausaha baru dan pelatihan perca batik
ditujukan kepada masyarakat sekitar Kota Bangkalan dan tidak ditujukan kepada
pelaku usaha batik tulis Tanjungbumi, karena untuk menghemat anggaran dinas.
Akses yang cukup jauh dari Dinas Koperasi dan UMKM ke sentra batik yang
terletak di Kecamatan Tanjungbumi, kerusakan jalan juga menjadi salah satu
faktor penyebab program ini direalisasikan kepada masyarakat di sekitar Kantor
Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, pemilihan masyarakat dalam pelatihan
perca batik di sekitar Kota Bangkalan karena agar masyarakat di Kabupaten
Bangkalan mempunyai keterampilan dan inovasi untuk memanfaatkan sisa-sisa
kain batik dan pemberdayaan batik agar merata. Hal tersebut diungkapakan oleh
RT (45th/P) selaku staf bidang pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan

UMKM yang menyatakan bahwa:
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“Pelatihan perca batik tidak ditujukan kepada pelaku batik di Kecamatan
Tanjungbumi karena akses yang jauh, dan juga dari pihak dinas terbatas
mengenai anggaran, soalnya jumlah anggaran yang ada tidak sebanding
dengan jumlah UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi yang ingin Kita
berikan pelatihan, sehingga kami memberikan pelatihan perca batik
kepada masyarakat di sekitar kota agar lebih efektif dan efisien, dan bisa
menghemat anggaran, dan pemberdayaan batik bisa merata tidak hanya
masyarakat Tanjungbumi saja yang bisa membatik namun masyarakat
Kota Bangkalan diharapkan mempunyai kerajinan membatik”.
(wawancara tanggal 27 Februari 2014 pukul 10.30 di Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM)

Kegiatan pelatihan perca batik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

i

Gambar 7 Pelatihan Perca Batik
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
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Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh SW (48th/P) selaku Kepala
Bidang Bina Usaha Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang
menyatakan bahwa:

“Pembinaan yang selama ini kita lakukan adalah berupa pelatihan perca
batik dan pelatihan pewarna alami. Pelatihan perca batik ditujukan kepada
masyarakat Kota Bangkalan tidak ditujukan kepada pelaku usaha batik di
Tanjungbumi karena dinas terbatas dengan anggaran, jadi pelatihan perca
batik ini Kkita berikan kepada masyarakat sekitar kota saja. Kalau untuk
pelaku usaha batik di Tanjungbumi kita hanya memberikan pelatihan
pewarna alami.Pemakaian bahan pewarna alami akan lebih aman di kulit
waktu di pakai serta akan memberikan corak warna yang lebih cerah atau
kontras yang merupakan ciri khas dari orang Madura. Keuntungan dari
pemakaian bahan pewarna alami juga warnanya tahan lama dan semakin
lama akan semakin bagus.” (wawancara tanggal 28 Februari 2014, Pukul
09.30 WIB di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan)

Langkah yang ditempuh oleh Dinas Koperasi dan UMKM sudah cukup
baik, namun belum menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha
batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi, seperti mahalnya bahan baku,
pemasaran dan lain-lain. Hal ini diungkapkan oleh LN (35th/W) selaku produsen
atau pengrajin batik yang menyatakan bahwa:

“Salah satu kendala yang kami hadapi adalah masalah mahalnya bahan
baku produksi mbak, sehingga usaha kami tidak dapat berkembang. Kalau
harga batik dinaikkan saya kawatir nantinya batik tidak laku dan usaha
kami bisa gulung tikar mbak. Meskipun ada pelatihan dari dinas tapi tidak
merata soalnya itu sistemnya di undang dan biasanya ditempatkan di
pengusaha besarnya, jadi saya gak pernah ikut pelatihan™. (wawancara
tanggal 3 Maret 2014 pukul 10.30 di Rumah pengrajin batik Desa Telaga
Biru Kecamatan Tanjungbumi)

Hal yang berbeda diungkapkan oleh HL (63th/W) selaku pengusaha batik

di Tanjungbumi, yang mengatakan bahwa:
“Memang terdapat peran dinas mbak, khususnya dalam memberikan
pendidikan dan pelatihan kepada kami. Kami diberikan biaya untuk

proses mewarnai dengan memakai pewarna alami sekitar Rp. 500.000
(lima ratus ribu rupiah), dan pemberian bantuan wajan, kompor, canting
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untuk membatik. walaupun cuma sekali pada tahun 2011. Saya rasa
bantuan tersebut sudah cukup baik, namun saya berharap pemerintah
tidak hanya memberikan bantuan itu sekali saja. Namun nanti ada
bantuan-bantuan lagi selanjutnya untuk membantu pengrajin atau
pengusaha batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi” (wawancara
tanggal 3 Maret 2014 pukul 13.00 di Rumah pengusaha batik Desa
Paseseh Kecamatan Tanjungbumi)

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Bangkalan dalam bidang pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya

terealisasikan dengan baik dan tidak disosialisasikan secara menyeluruh, karena

banyak pengusaha kecil batik yang belum mendapatkan pelatihan tersebut,

khususnya yang ada di Kecamatan Tanjungbumi. Hal itu diungkapkan oleh TM

(65th/W) selaku pengrajin atau produsen batik di Desa Paseseh yang mengatakan

bahwa:

“Pelatihan memang ada mbak, namun waktu dan tempat pelaksanaan
tidak menentu sehingga kami sering tidak tahu, dan itu kayaknya cuma
satu kali mbak yang ditempatkan di rumah kepala desa dan sistemnya di
undang untuk dapat mengikuti pelatihan itu, sehingga pelatihan yang
dilakukan oleh dinas tidak menyeluruh kepada pengrajin batik. Jadi saya
tidak pernah ikut soalnya tidak di undang”. (wawancara tanggal 2 Maret
2014 pukul 10.00 WIB di Rumah pengrajin batik Desa Paseseh
Kecamatan Tanjungbumi)

Hal serupa juga diungkapkan oleh RD (43th/W) selaku pengrajin atau

produsen yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah ikut pelatihan mbak. Sebenarnya saya lebih ingin
harga bahan baku lebih terjangkau dan pemerintah memberikan fasilitas
penjualan produk batik kami dengan membuat tempat pemasaran
terpadu. Lagi pula kalau untuk pelatihan dari dinas tidak merata mbak,
soalnya hanya beberapa orang saja yang dikasih tau kalau ada pelatihan
dan itu biasanya ditempatkan di pengusaha batiknya mbak”. (wawancara
tanggal 3 Maret 2014 pukul 11.00 WIB di Rumah pengrajin batik Desa
Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi).

Seperti halnya TM dan RD, Ibu LN (35th/W) juga mengatakan bahwa:
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“Pelatihan kurang dirasa manfaatnya, hal itu dikarenakan proses membatik
sudah terjadi sebelum pelatihan itu diberikan, sehingga saya tidak pernah
ikut pelatihan. Lagi pula, hampir seluruh masyarakat Tanjungbumi bisa
membatik mbak, jadi kalau hanya pendidikan dan pelatihan tidak
berpengaruh kepada pelaku usaha batik di Tanjungbumi”. (wawancara
tanggal 3 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB di Rumah pengarjin batik Desa

Telaga Biru, Kecamatan Tanjungbumi)

Berdasarkan pemaparan beberapa narasumber di atas, dapat dilihat bahwa
pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan
berusaha memberikan kontribusi dalam pemberdayaan UMKM batik melalui
pembinaan penggunaan bahan baku alami yang lebih ekonomis dan pengolahan
sisa kain batik atau kain perca untuk membuat produk yang memiliki nilai
ekonomis tinggi. Pendidikan dan pelatihan perca batik lebih ditujukan kepada
masyarakat di sekitar kota, sedangkan pelatihan pewarnaan alami batik ditujukan
kepada pelaku usaha batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi yang merupakan
sentra batik di Kabupaten Bangkalan meskipun pelatihan pewarnaan alami
tersebut hanya dilakukan satu kali saja pada tahun 2011.

Meskipun demikian, proses pemberdayaan melalui pemberian pendidikan
dan pelatihan kepada pelaku batik dirasa kurang maksimal, karena program ini
kurang disosialisasikan dengan baik dan informasi yang belum menyeluruh,
sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada
pengrajin ataupun ke pengusaha batik tidak merata khususnya pelaku usaha batik
yang berada di Kecamatan Tanjungbumi. Terlepas dari permasalahan yang terjadi,
upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu

cara untuk menciptakan produk-produk kreatif dan inovatif yang diminati oleh

masyarakat.
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2) Aspek Bantuan Permodalan

Modal menjadi salah satu unsur terpenting dalam dunia usaha. Manajemen
permodalan yang baik sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk
mempertahankan dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Modal juga
menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha
khususnya pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga.

Pada dasarnya, sebuah usaha atau industri memang tidak membutuhkan
modal yang besar, namun dengan pengelolaan modal yang tepat sasaran dan
pengembangan usaha yang visioner akan dapat menjawab tantangan tersebut.
UMKM batik merupakan salah satu usaha yang membutuhkan manajemen atau
pengelolaan modal yang baik. Hal itu disebabkan karena persaingan usaha yang
cukup kompetitif dan mahalnya bahan baku. Berdasarkan permasalahan
permodalan tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan melalui
Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan dana atau bantuan permodalan
kepada pelaku usaha batik.

Pernyataan tersebut relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh RT
(45th/P) staf bidang pengembangan UMKM yang menyatakan bahwa:

“Sebelum tahun 2005 kami memberikan bantuan modal kepada para
pelaku usaha batik berupa pinjaman lunak dengan bunga yang rendah.
Bantuan yang diberikan diharapkan menjadi solusi pemecahan sekaligus
menjadi  pendongkrak semangat pelaku usaha batik untuk
mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dengan pengusaha
besar. Namun pada tahun 2005 dinas sudah tidak memberikan bantuan
modal secara langsung kepada pelaku UMKM karena kebanyakan pelaku
UMKM tidak mengembalikan bantuan dana tersebut. Dinas hanya
memberikan bantuan kalau ada event-event atau pameran batik yang

dibiayai oleh dinas” (wawancara tanggal 27 Februari 2014 pukul 10.30 di
Kantor Dinas Koperasi dan UMKM)
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Pernyataan mengenai bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM kepada pelaku usaha batik juga dapat dibuktikan melalui data di bawah
ini:

Tabel 11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah

Tahun Rencana Pendanaan Jumlah Anggaran
2013 Rp. 600.000.000
2014 Rp. 650.000.000
2015 Rp. 700.000.000
2016 Rp. 700.000.000
2017 Rp. 700.000.000
2018 Rp. 700.000.000

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan 2013-2018

Tabel 12 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Tahun Rencana Pendanaan Jumlah Anggaran
2013 Rp. 100.000.000
2014 Rp. 250.000.000
2015 Rp. 300.000.000
2016 Rp. 325.000.000
2017 Rp. 350.000.000
2018 Rp. 375.000.000

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan 2013-2018
Berdasarkan beberapa tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan
UMKM telah menganggarkan dana untuk pemberdayaan UMKM yang tertuang
dalam rencana stretegis (RENSTRA) 2013-2018 Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan. Dana yang dianggarkan bukan secara langsung diberikan
kepada pengrajin dan pengusaha batik. Hal itu dikarenakan baik pengrajin
maupun pengusaha batik tidak mengembalikan bantuan dana yang telah diberikan.
Penganggaran dana lebih ditujukan pada pengembangan usaha melalui pengadaan

event-event atau kegiatan-kegiatan promosi produk kepada masyarakat.
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Pengembangan usaha dengan cara ini dipandang lebih efektif daripada
pemberian dana secara tunai. Di sisi lain, pemberian dana secara tunai akan
menurunkan tingkat inovasi dan kreativitas. Anggaran dana untuk pengembangan
UMKM ternyata belum cukup untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif
bagi pengrajin atau produsen batik. Hal itu dikarenakan anggaran yang ada tidak
sesuai dengan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan, sehingga
penggunaan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan akan lebih efektif dan
efisien.

Selain memberikan dana untuk promosi produk, Dinas Koperasi dan
UMKM juga memberikan pengarahan kepada pelaku usaha batik untuk
meminjam dana di bank sebagai salah satu alternatif strategi untuk menjawab
permasalahan permodalan. Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh RT
(45th/P) selaku staf bidang pengembangan UMKM yang menyatakan:

“Kalau untuk bantuan permodalan kepada UMKM batik sudah macet sejak

tahun 2005, soalnya banyak pengrajin atau pengusaha yang telat

mengembalikan peminjamannya dan bahkan tidak mengembalikan
pinjaman kepada dinas. Tetapi, dinas hanya membantu permodalan
melalui bank. Jadi kalau misalkan nanti ada pengusaha atau pengrajin yang
membutuhkan modal kita bantu arahkan atau memberi informasi kepada
pengusaha atau pengrajin untuk meminjam modal ke bank yang memang
membantu memberikan bantuan permodalan, bank yang berkaitan disini
yaitu Bank BRI dan Bank UMKM provinsi Jawa Timur sendiri dan nanti
terserah pihak bank sendiri, mau memberi modal atau tidak kepada
pengusaha atau pengrajin tersebut, soalnya dari pihak bank juga ada

Kriteria pengusaha atau pengrajin yang akan dikasih bantuan permodalan.

Jadi dari pihak dinas hanya memberikan informasi dan arahan kepada

pengusaha atau pengrajin untuk meminjam ke bank yang terkait”.

(wawancara, Tanggal 27 Februari 2014, Pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas

Koperasi dan UMKM)

Pada dasarnya, keinginan Dinas Koperasi dan UMKM sudah cukup baik,

namun program yang dilakukan oleh dinas tidak dapat dirasakan oleh seluruh
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pelaku usaha batik khususnya di Kecamatan Tanjungbumi karena terbatasnya
informasi dan fasilitas promosi produk. Pelaku usaha batik menilai bahwa upaya
yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM tidak maksimal sehingga banyak
pelaku usaha batik yang tidak tersentuh untuk mendapatkan bantuan permodalan.
Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh lbu TM (65th/W) yang
menyatakan bahwa “tidak ada bantuan permodalan yang diberikan oleh dinas
kepada saya, memang kabarnya ada bantuan permodalan melalui bank, namun
saya tidak tahu bagaimana caranya.” (wawancara tanggal 2 Maret 2014 pukul
13.00 WIB di rumah pengajin batik Desa Paseseh Kecamatan Tanjungbumi). Hal
yang sama juga diungkapkan oleh Ibu LN (35th) yang menyatakan:
“Bantuan permodalan dari dinas tidak ada mbak, walaupun begitu modal
bukan persolan utama usaha saya, yang penting usaha saya bisa terus
berjalan saja itu sudah cukup. Memang kabarnya ada bantuan dana, namun
saya tidak tahu bagaimana caranya dan kepada bank apa saya meminjam,
menurut penuturan beberapa teman pengusaha batik proses peminjaman
dana atau kredit sangat rumit sehingga banyak pelaku usaha yang enggan
untuk melakukan pinjaman”. (wawancara tanggal 3 Maret 2014 pukul
13.00 WIB di rumah pengrajin batik Desa Telaga Biru).
Sistem peminjaman modal yang rumit juga diungkapkan oleh RT (45th/P)
staf bidang pengembangan UMKM yang menyatakan bahwa:
“Model kemitraan antara masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan
melalui peminjaman modal usaha di beberapa bank memang masih cukup
rumit sehingga banyak pelaku usaha batik yang enggan mengurus. Proses
peminjaman itu diantaranya adalah (1) Harus memiliki Surat Izin Usaha;
(2) Membawa Surat Keteranga dari kepala desa setempat jika yang
bersangkutan punya usaha; (3) Agunan; (4) Jumlah modal yang dapat
dipinjam adalah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah); (5) Pinjaman
tergantung pendapatan.” (wawancara Tanggal 27 Februari 2014 Pukul
10.30 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Berdasarkan beberapa pendapat dari narasumber dan data di atas, terlihat

bahwa Dinas Koperasi dan UMKM berusaha memberikan alternatif kepada para



106

pelaku usaha batik dalam menghadapi permasalahan permodalan. Meskipun
demikian, bantuan permodalan tersebut tidak dapat terealisasi secara maksimal,
dikarenakan tidak terjadi komunikasi dua arah antara Dinas Koperasi dan UMKM
dan pelaku usaha batik di Kecamatan Tanjungbumi, sehingga bantuan yang
diberikan tidak merata atau tidak dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha batik
khususnya para pengrajin atau produsen batik di Kecamatan Tanjungbumi. Dinas
Koperasi dan UMKM hanya menganggarkan dana dan memberi bantuan pada saat
kegiatan promosi produk atau evet-event yang dibiayai oleh dinas sebagai sarana
pengembangan UMKM batik.

3) Bantuan Pemasaran Hasil Produksi Batik

Pemasaran produk merupakan salah satu kunci dalam suatu usaha agar
usaha tersebut dapat berkembang. Kegiatan pemasaran dapat digolongkan sebagai
elemen terpenting. Hal itu dikarenakan pemasaran merupakan tahap pengembalian
modal usaha dan pendapatan laba usaha. Saat ini, cara atau strategi pemasaran
sangat beragam, dari model konvensional hinggal memakai jaringan internet atau
yang lebih dikenal sebagai online shop. Pemasaran batik di Kabupaten Bangkalan
cukup meningkat, hal ini dikarenakan adanya Jembatan Suramadu yang
menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, sehingga banyak wisatawan domestik
maupun manca negara berkunjung ke Pulau Madura untuk melihat langsung
proses pembuatan batik di Bangkalan yang berada di Kecamatan Tanjungbumi.

Peluang usaha yang semakin meningkat telah ditangkap oleh Dinas
Koperasi dan UMKM dengan memberikan bantuan promosi produk kepada

masyarakat, sehingga produk batik Tanjungbumi akan semakin diminati
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masyarakat. Langkah atau strategi yang ditempuh oleh Dinas Koperasi dan
UMKM adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan promosi produk baik
bertaraf lokal maupun nasional. Hal tersebut juga diungkapkan oleh RT (45th/P)
staf bidang pengembangan UMKM yang mengatakan bahkan:

“Salah satu strategi dalam pemberdayaan UMKM adalah dengan
menangkap peluang yang ada, dengan mengadakan berbagai macam
kegiatan promosi atau pengenalan produk kepada masyarakat. Kegiatan itu
diharapkan mampu meningkatkan tingkat penjualan produk batik
Tanjungbumi. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dinas, diantaranya
adalah: (1) Keikutsertaan UMKM batik dalam berbagai kegiatan, misalnya
karapan sapi; (2) Pekan Raya Bangkalan yang diadakan selama 6 (enam)
hari setahun sekali; (3) Keikutsertaan dalam berbagai pameran seperti Hari
Koperasi tanggal 12 Juli 2014 di Situbondo yang dibiayai oleh Dinas dan
Pameran di Grand City Mall dan Gremedia Expo yang juga dibiayai oleh
Dinas; (4) Klinikk UMKM di Provinsi Jawa Timur yang menyediakan
fasilitas pengenalan produk kepada masyarakat atau pengunjung yang
ingin melihat hasil produk UMKM Bangkalan. Selain itu dinas juga
mempunyai klinik UMKM sebagai sarana promosi semua produk UMKM
yang ada di Bangkalan tidak hanya mempromosikan batik saja”
(wawancara tanggal 27 Februari 2014 pukul 10.30 di Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM)

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Koperasi dan UMKM juga didukung
dengan program yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal
tersebut disampaikan oleh SW (48th/P) selaku kepala bidang bina usaha industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menyatakan bahwa:

“Sebagai salah satu langkah dalam memberdayakan UMKM batik adalah
dengan mengadakan berbagai macam kegiatan promosi yang diantaranya:
(1) Pengadaan pameran setiap bulan Oktober di hari jadi Kabupaten
Bangkalan; (2) Pengadaan expo atau event di Kota Surabaya dan Jakarta
yang diadakan di Jakarta Fair; (3) Pameran yang dilakukan oleh
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; (4) Pengadaan fashion show
di pendopo setahun sekali, serta ada juga showroom produk unggulan yang
disediakan oleh Disperindag, jadi setiap hasil produk masyarakat
Bangkalan akan kami tampilkan kepada para pengunjung atau wisatawan
yang ingin membeli produk-produk unggulan di Bangkalan, terutama
produk batik tulis Tanjungbumi” (wawancara tanggal 28 Februari 2014
pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
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Pengadaan kegiataan promosi dan keikutsertaan dalam kegiatan atau event
besar cukup mendapatkan apresiasi positif, khususnya berasal dari pihak
masyarakat. Pengenalan produk disambut baik oleh masyarakat dikarenakan
kualitas batik yang bagus dan corak yang khas bernuansa Madura dengan warna-
warna yang cerah. Kegiatan promosi atau pengenalan produk batik juga dapat

dilihat pada gambar berikut:

KUNIX KOPERASI DAN Utx
KABUPATEN BANGKALAN

Kegiatan Promosi Produk Batik Tulis Tanjungbumi
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan

Gabar8
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Pengadaan kegiatan ini juga mendapat respon positif dari pengusaha batik,
salah satunya adalah HL (63th/W) yang mengatakan bahwa:

“Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
telah memberikan fasilitas kepada saya berupa pembuatan kegiatan
promosi atau pengenalan produk melalui pameran, keikutsertaan dalam
berbagai event besar dan lain-lain mbak. Saya sering ikut pameran di
Surabaya yang di undang oleh Dinas Koperasi dan UMKM, bahkan saya
juga di undang ke Malaysia untuk mengenalkan produk batik. Jadi bantuan
pameran atau promosi batik ini juga membantu memberikan keuntungan
kepada saya, soalnya pelanggan saya lebih banyak dan penjualan batik
meningkat, dan ada juga pelnggan saya berasal dari australi dan eropa
mbak”. (wawancara tanggal 3 Maret 2014, Pukul 13.00 WIB di Rumah
pengusaha batik Desa Paseseh Kecamatan Tanjungbumi)

Walaupun pemasaran batik di Kabupaten Bangkalan cukup meningkat,
namun ada beberapa permasalahan yang dialami oleh pengrajin atau pengusaha
kecil batik khususnya di Kecamatan Tanjungbumi yaitu, akses ke Kecamatan
Tanjungbumi yang cukup jauh sehingga membuat pengrajin batik kesulitan untuk
memasarkan batiknya, terjadi Kketimpangan antara pengrajin batik dengan
pengusaha batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi, yakni penjualan batik dari
pengrajin atau pengusaha kecil kepada pengusaha besar batik dijual dengan harga
yang murah, namun penjualan atau pemasaran batik yang dijual oleh pengusaha
besar batik kepada konsumen dipasarkan dengan harga dua kali lipat. Hal tersebut
membuat ketimpangan dan permasalahan bagi pengrajin batik yang ada di
Kecamatan Tanjungbumi dan membuat konsumen batik tulis Tanjungbumi
menilai jika batik tulis Tanjungbumi sangat mahal. Permasalahan ini sesuali
dengan yang diungkapkan oleh pengrajin batik yang ada di Kecamatan

Tanjungbumi yaitu LN (35th/W) yang mengatakan:

“Sebenarnya permasalahan utama dalam produksi batik adalah
pemasarannya mbak, sebagai pengrajin batik sulit memasarkan produk
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kami soalnya belum punya tempat usaha yang dibantu oleh pemerintah,
selain itu pengrajin kecil menjual batiknya kepada pengusaha besarnya
dengan harga yang murah tetapi sama pengusaha besarnya menjual ke
konsumen dengan harga yang mahal karena konsumen sendiri tidak pernah
membeli batik kepada pengrajin atau pengusaha kecil seperti saya dan
lebih percaya kepada pengusaha besarnya, jadi mau tidak mau, pengrajin
kecilnya semakin susah memasarkan produk dan belum ada bantuan sama
sekali dari pemkab mengenai pemasaran batik kepada pengusaha kecilnya
mbak”. (wawancara tanggal 3 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB di desa
Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh TM (65th/W) sebagai pengrajin
batik yang mengungkapkan:

“Masalah utama itu pemasarannya mbak, karena dijual kepada pengusaha
batik dengan harga murah, tetapi sama pengusaha batiknya dijual kepada
konsumen dengan harga yang mahal hingga jutaan rupiah, kan ini terjadi
ketimpangan antara pengrajin dengan pengusaha batiknya. Jadi yang kaya
makin kaya dan yang miskin makin miskin”. (wawancara tanggal 2 Maret
2014 Pukul 13.00 WIB di Desa Paseseh Kecamatan Tanjungbumi)

Menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin atau pengusaha
kecil batik di Kecamatan Tanjungbumi mengenai pemasaran produk, Dinas
Koperasi dan UMKM belum membantu permasalahan yang dihadapi pengushaa
kecil batik. Seperti yang diungkapkan oleh RT (45th/P) yang menyatakan bahwa:

“Memang selama ini yang menjadi kendala bagi pengrajin atau pengusaha
kecil batik tulis di Tanjungbumi adalah pemasaran, pihak dinas sendiri
belum menyentuh dan membantu pengusaha kecil batik mbak, karena
anggaran yang terbatas dan akses untuk menuju ke tempat atau lokasi
pengusaha kecil batik tersebut sulit karena banyak rumah-rumah dari
pengrajin masih masuk jalan-jalan kecil dan jumlahnya yang cukup
banyak sehingga kami juga kesulitan untuk mendata dan membantu
pengrajin atau pengusaha kecil batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi
dan UMKM yang harus kita bina jumlahnya banyak tidak hanya UMKM
batik saja mbak. Jadi pengrajin dan pengusaha kecil batik di Kecamatan
Tanjungbumi harus pinter-pinter mampu menangkap peluang pemasaran
agar dikenal oleh konsumen, misalnya dengan bekerjasama dengan
pengusaha batik yang ada di Kecamatan Burneh, kan dekat dengan jalan
Suramadu sehingga mereka bisa menjual dan memasarkan batiknya disitu,
kan lumayan banyak pengunjung atau wisatawan yang berkunjung”.
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(wawancara tanggal 27 Februari 2014 Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM)

Data di atas mengungkapkan bahwa pengusaha kecil batik harus bisa
menangkap peluang dan merencanakan strategi agar bisa bersaing dengan
pengusaha besar dan bisa menarik konsumen, sehingga usaha batik mereka bisa
menjadi usaha besar yang berkembang.

Selain permasalahan jarak tempuh yang jauh, akses jalan yang rusak juga
menjadi salah satu penghambat berkembangnya pemasaran produk batik. Hal itu
juga disampaikan olen RT (45th/P) staf bidang pengembangan UMKM yang
menyatakan bahwa “akses menuju pusat pengrajin atau produsen batik cukup jauh
dan jalannya rusak berat, jadi perkembangan usahanya juga menjadi terhambat”.
(wawancara tanggal 27 Maret 2014 pukul 10.30 di Kantor Dinas Koperasi dan
UMKM)

Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan oleh narasumber di
atas, dapat dikatakan bahwa pengembangan UMKM melalui bantuan pemasaran
yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dinilai cukup baik, meskipun belum secara menyeluruh menjawab
permasalahan yang dihadapi pelaku usaha batik dan belum menyentuh para
pengrajin atau pengusaha kecil batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi. Selain
membantu memperkenalkan produk kepada masyarakat, promosi juga akan
meningkatkan kreativitas para pelaku usaha batik untuk meningkatkan kualitas
produk. Walaupun ada beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi dalam
bidang pemasaran hingga saat ini, tetapi Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas

Perindustrian dan Perdagangan sudah berusaha membantu mempromosikan hasil
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produk batik tulis Tanjungbumi dengan mengikutsertakan dalam kegiatan
pameran pada saat event-event besar baik lokal maupun nasional.
4) Proteksi Terhadap Hasil Produk
Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan
usaha UMKM batik adalah persaingan usaha yang semakin tinggi terlebih setelah
masuknya arus globalisasi dan pasar bebas di Indonesia pada tahun 2010.
Menghadapi permasalahan tersebut maka peran dinas sangat diperlukan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dalam melindungi usaha batik. Saat ini memang
belum ada peraturan daerah yang secara langsung dan tegas yang mengatur
tentang perlindungan produk UMKM khususnya produk batik tulis Tanjungbumi.
Walaupun demikian, Dinas Koperasi dan UMKM mencoba memberikan peran
melalui pemberian informasi dan sosialisasi perlindungan hak cipta produk batik
sebagai salah satu cara dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas. Selain itu
belum adanya peraturan daerah dan kebijakan strategis dikarenakan usaha yang
masih terus berkembang karena permintaan domestik yang cukup besar dan stabil.
Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh RT (45th/P) staf bidang
pengembangan UMKM yang menyatakan bahwa:
“Kalau untuk proteksi produk kebijkannya atau perda yang mengatur
belum ada mbak, tetapi dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM hanya
mensosialisasikan ke masyarakat tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) mengenai karyanya, jadi hal ini untuk melindungi hasil produk
atau hasil karya masyarakat Bangkalan agar tidak dijiplak atau ditiru oleh
orang bahkan negara lain. Kalau untuk batik Tanjungbumi kayaknya ada
Kebijakan mengenai Hak Cipta Batik yaitu Kepres Nomor 33 Tahun 2009,
itu kebijakan untuk melindungi karya batik, nah nanti bisa di baca di
peraturan itu. Selain itu, tetap mempertahankan kualitas batik tulis
Tanjungbumi dengan corak dan motif yang lebih inovatif lagi”.

(wawancara tanggal 3 Maret 2014, Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM)
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Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh SW (48th/P) yang menyatakan
bahwa:

“Untuk perlindungan batik itu sudah di atur di Undang-Undang Hak Cipta
MARK. Dari Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan
Pemerintah batik tulis dengan simbol batik MARK, maksudnya
memberikan jaminan mutu agar konsumen mencintai batik MARK. Hal ini
di atur dalam PP Nomor 74 Tahun 2007 tentang Penggunaan Batik
MARK, selanjutnya di atur dalam PP 71 Tahun 2009 tentang petunjuk
teknis. Nah nanti bisa di baca aja mbak di peraturan itu”. (wawancara
tanggal 28 Februari 2014, Pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Perindustrian
dan Perdagangan)

Selain dukungan proteksi dari dinas, pelaku usaha batik tulis Tanjungbumi
juga memiliki peran penting untuk melindungi hasil produknya, tetapi proteksi
yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bangkalan belum tersalurkan secara menyeluruh bahkan
dari pelaku usaha batik tidak mengetahui mengenai HAKI tersebut. Seperti yang
diungkapkan oleh HL (63th/W) sebagai pengusaha batik, yaitu:

“Untuk tetap bisa bersaing dengan batik-batik yang lain, saya selaku
pengusaha batik Tanjungbumi tetap mempertahankan kualitas serta corak
dan motif yang disukai olen masyarakat luas, jadi tidak melunturkan
kekhasan motif batik Tanjungbumi yang sudah dikenal oleh masyarakat
hingga ke luar negeri. Sehingga masyarakat atau konsumen tetap suka dan
mencintai batik tulis Tanjungbumi. Kalau untuk bantuan dari dinas
mengenai HAKI produk batik itu, saya tidak tahu mbak. Soalnya selama
ini yang saya tahu tidak informasi dan kegiatan untuk mendaftarkan batik
menjadi HAKI ”. (wawancara tanggal 3 Maret 2014, Pukul 13.00 WIB di
Rumah pengusaha batik Desa Paseseh Kecamatan Tanjungbumi)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pengrajin batik Tanjungbumi yaitu
LN (35th/W) dan RD (43th/W) yang menyatakan:

“Membuat corak dan motif yang lebih bagus lagi mbak, yang lebih
inovatif dan disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga
orang dewasa. Terus tetap mempertahankan kualitas batik Tanjungbumi
yang sudah terjamin kualitas batiknya. Jadi ya lebih inovatif dan kreatif
lagi dalam membuat batik terutama corak dan motif batik itu sendiri agar
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disukai oleh masyarakat luas dan bisa bersaing dengan batik-batik dari luar
Tanjungbumi bahkan dengan batik luar negeri. Saya tidak mengerti
mengenai HAKI mbak, soalnya dari pemkab tidak pernah
mensosialisasikan masalah itu. Jadi kami tidak tahu batik bisa didaftarkan
ke HAKI”. (wawancara tanggal 3 Maret 2014, Pukul 11.00 WIB di Rumah
pengrajin batik Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa
perlindungan produk batik merupakan salah satu program yang harus segera
dibuat. Hal itu dikarenakan persaingan usaha yang semakin meningkat terlebih
sejak adanya globalisasi dan pasar bebas yang dapat menjadi gerbang bagi
masuknya barang-barang dari luar negeri yang memiliki harga batik lebih murah,
sehingga dapat membuat para pelaku usaha batik tidak mampu bersaing lagi dan
meneruskan usahanya. Sebagai langkah antisipatif, dinas melakukan proteksi dini
dengan mensosialisasikan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) kepada para
pelaku usaha batik sebagai modal dalam menjaga kelestarian produk batik dan
usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha batik Tanjungbumi di Kabupaten
Bangkalan.

Usaha dari para pelaku usaha batik sendiri juga merupakan elemen yang
sangat penting yaitu tetap mempertahankan kualitas, motif dan corak batik tulis
Tanjungbumi dengan lebih baik dan inovatif agar tingkat daya beli masayarakat
terhadap penjualan produk batik tulis Tanjungbumi semakin meningkat dan bisa
bersaing dengan produk-produk batik dari luar daerah Kabupaten Bangkalan,
sehingga tetap dapat mempertahankan pendapatan pelaku usaha batik serta

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Koperasi dan
UMKM dalam pemberdayaan UMKM Sektor Batik di Kabupaten
Bangkalan
a. Faktor Pendukung

1) Klinik KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
Menanggapi persaingan usaha yang semakin meningkat, Dinas
Koperasi dan UMKM terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, salah satu
langkah yang ditempuh adalah dengan membuat Klinik KUMKM yang berfungsi
sebagai media konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi dan legalitas koperasi.
Hal tersebut relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh RT (45th/P) selaku
staf bidang pengembangan UMKM yang menyatakan bahwa:
“Faktor pendukung adalah fasilitas yang memadai berupa Klinik KUMKM
yang membantu para pelaku usaha untuk berkonsultasi kepada kami
mengenai usahanya dan juga ada contoh produk dari UMKM yang kita
pajang di Klinik KUMKM, jadi kalau misalkan ada pengunjung atau
wisatawan yang ingin tahu mengenai produk-produk usaha di Kabupaten
Bangkalan kita bisa memberi contoh dan kalau misalkan pengunjung
tertarik membeli Kkita arahkan langsung atau ngasih contact personnya
kepada pengusaha yang bersangkutan, jadi fungsi klinik KUMKM disini
cuma buat contoh pameran hasil produk-produk UMKM yang ada di
Kabupaten Bangkala dan barang disini tidak dijual.” (wawancara tanggal
27 Februari 2014, pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan
UMKM)
Pendapat yang disampaikan oleh RT (45th/P) juga didukung dengan

gambar di bawah ini:
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i 1 y 7
Gambar 9 Klinik Koperasi dan UMKM
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Pernyataan RT (45th/P) juga didukung oleh SW (48th/P) juga

menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung vyaitu, disperindag mempunyai showroom buat
memamerkan sekaligus menjual produk-produk unggulan kepada
wisatawan atau pengunjung yang ingin membeli produk khas Kabupaten
Bangkalan. Kalau di Dinas Koperasi dan UMKM ada klinik UMKM tetapi
tidak menjual produk hanya memamerkan saja, tapi di disperindag Kita
juga membantu menjual produk kepada pengunjung atau wisatawan yang
berminat untuk membeli”. (wawancara tanggal 28 Februari 2014, Pukul
09.30 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
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Beberapa uraian di atas juga didukung dengan faktor pendukung yang
dijelaskan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

Tabel 13 Faktor Pendukung Sektor Klinik KUMKM Pemberdayaan UMKM

Kategori Penjelasan
Klinik KUMKM Dinas Koperasi dan UMKM telah memiliki Klinik
KUMKM yang berfungsi sebagai media konsultasi
bisnis, informasi bisnis, advokasi dan legalitas

koperasi.
Perangkat hukum | Adanya perangkat hukum perkoperasian dan UMKM
perkoperasian dan | yang memadai.

UMKM
Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UMKM 2013 — 2018

Beberapa uraian dan data tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung
dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM batik adalah adanya klinik
KUMKM sebagai sarana promosi penjualan hasil produk-produk UMKM
termasuk produk batik yang ada di Kabupaten Bangkalan. Hal ini juga
memberikan kemudahan kepada produsen untuk memamerkan produknya, serta
juga kepada konsumen untuk melihat langsung produk-produk unggulan yang ada
di Kabupaten Bangkalan. Langkah Dinas Koperasi dan UMKM sudah cukup baik
dalam menyediakan sarana dan prasarana berupa Kklinik KUMKM yang
memberikan kemudahan kepada semua pihak baik dari dinas sendiri maupun
produsen yang ingin memasarkan produk batiknya, sekaligus juga kepada
konsumen yang ingin membeli batik tulis Tanjungbumi di Kabupaten Bangkalan.

2) Jembatan Suramadu

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah sentra UMKM.
Menurut data Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan jumlah

UMKM di Kabupaten Bangkalan tahun 2013 terdapat 121.611 unit. Berdasarkan
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jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Bangkalan tersebut, jumlah UMKM
batik menempati posisi pertama. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2013 Kabupaten Bangkalan unit usaha batik tulis di Kabupaten Bangkalan pada
tahun 2011 mencapai 897 unit.

Berdasarkan data di atas, jumlah UMKM batik di Kabupaten yang cukup
banyak akan mempengaruhi tingkat penjualan produk batik dikarenakan daya beli
masyarakat tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada. Menanggapi hal
tersebut, pada dasarnya jumlah UMKM batik yang cukup tinggi juga dapat dinilai
sebagai salah satu pendukung. Daya beli masyarakat yang tidak sebanding dengan
jumlah UMKM merupakan salah satu tantangan pengrajin atau produsen maupun
pengusaha batik tulis Tanjungbumi untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas
dalam menciptkan produk batik yang lebih bervariasi dan meningkatkan kualitas
produk.

Adanya Jembatan Suramadu juga merupakan salah satu faktor
pendukung pengembangan UMKM, khususnya UMKM batik. Selain merupakan
sarana penghubung transportasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura,
Jembatan Suramadu juga merupakan sarana pendukung dalam meningkatnya
minat masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Bangkalan sehingga akan
berdampak pada naiknya jumlah penjualan batik tulis Tanjungbumi. Hal ini searah
yang diungkapkan oleh RT (45th/P) staf bidang pengembangan UMKM yang
menyatakan bahwa:

“Semenjak adanya Jembatan Suramadu penjualan batik tulis

Tanjungbumi sekarang meningkat, karena memberi kemudahan akses

bagi para pengunjung luar Pulau Madura ke Bangkalan, kalau dulu kan
harus naik Kapal Fery untuk nyebrang ke Madura. Selain itu banyaknya
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usaha batik yang ada di jalan sekitar Suramadu menambah permintaan

konsumen terhadap produk batik”. (wawancara tanggal 27 Februari 2014,

Pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pernyataan tersebut didukung oleh SW (48th/P), kepala bidang bina
usaha industri yang mengungkapkan:

“Adanya Jembatan Suramadu menambah peningkatan produksi batik,

karena memberikan kemudahan kepada pengunjung atau wisatawan yang

ingin membeli batik. Terus juga ada toko-toko disekitar jalan Suramadu
yang menjual batik, ini menarik minat pengunjung untuk membeli batik.

Sehingga menambah permintaan produksi batik dan penghasilan bagi

pelaku usaha batik”. (wawancara tanggal 28 Februari 2014, Pukul 09.30

WIB di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan)

Beberapa uraian di atas juga didukung dengan peluang yang dapat
dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM
sektor batik yang dijelaskan dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM sebagai
berikut:

Tabel 14 Peluang dalam Pemberdayaan UMKM Sektor Batik

Kategori Penjelasan

Adanya Jembatan | Jembatan ~ Suramadu  meningkatkan  minat

Suramadu masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten
Bangkalan.

Jumlah  UMKM vyang | Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi,

tinggi sehingga sektor ini menjamin stabilitas pasar
tenaga Kkerja, penekanan pengangguran dan
bangkitnya wirausaha baru.

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UMKM 2013 — 2018

Selain pendapat yang disampaikan oleh Bapak RT dan Bapak SW yang
menyatakan bahwa salah satu faktor pendukung dari program pemberdayaan
UMKM sektor batik adalah adanya Jembatan Suramadu yang merupakan akses
vital meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Pulau Madura

khususnya Kabupaten Bangkalan. Keuntungan juga dirasakan oleh pelaku usaha
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batik Tanjungbumi baik pengarajin atau produsen maupun pengusaha batik. Hal
itu diungkapkan oleh HL (63th/W)yang menyatakan bahwa:

“Iya semenjak ada Jembatan Suramadu penjual dan permintaan batik

saya semakin meningkat mbak, peningkatannya signifikan hingga 100%.

Saya bisa menjual atau mengirim batik kepada konsumen hingga

100lembar per-hari. Harga batiknya juga naik, sehingga pendapatan saya

juga meningkat. Selain itu banyak orang asing yang berkunjung ke toko
saya mbak, jadi saya juga bisa menjual batik lebih banyak lagi”.

(wawancara tanggal 3 Maret 2014, Pukul 13.00 WIBI di Desa Paseseh

Kecamatan Tanjungbumi).

Hal serupa juga diungkapkan oleh pelaku usaha batik lain yaitu LN
(35th/W) yang menyatakan bahwa “Penjualan dan permintaan batiknya meningkat
setelah ada Jembatan Suramadu mbak, jadi ini juga menguntungkan buat
pengrajin batik seperti saya, soalnya bisa memproduksi batik lebih banyak lagi”.
(wawancara tanggal 3 Maret 2014, Pukul 11.00 WIB di Desa Telaga Biru
Kecamatan Tanjungbumi).

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh pengusaha batik yaitu RD
(43th/W) juga berpendapat bahwa:

“Sejak adanya Jembatan Suramadu permintaan dan penjualan batik

meningkat mbak. Tetapi para pengrajin kecil seperti saya hanya bisa

menjualnya kepada pengusaha besar. Soalnya konsumen lebih banyak
membeli batik dengan jumlah banyak ke pengusaha besarnya yang sudah

mempunyai toko batik”. (wawancara Tanggal 3 Maret 2014 Pukul 11.00

WIB di rumah pengrajin batik di Desa Telaga Biru Kecamatan

Tanjungbumi)

Berdasarkan beberapa pendapat dan data di atas, dapat dikatakan bahwa
Jembatan Suramadu merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan
UMKM dan faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan UMKM oleh Dinas
Koperasi dan UMKM. Sebagai salah satu usaha yang cukup diminati oleh

masyarakat Kabupaten Bangkalan, usaha batik terus mengalami peningkatan
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setiap tahunnya. Hal itu akan mempengaruhi tingkat penjualan produk, karena
jumlah produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan minat atau daya beli
masyarakat. Berkembangnya usaha batik juga merupakan salah satu pendukung
pengembangan usaha, karena dengan jumlah UMKM batik yang terus meningkat
pelaku usaha batik harus meningkatkan kreativitasnya untuk memproduksi batik
yang berkualitas dan inovatif. Produk yang berkualitas dan inovatif pada nantinya
akan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan minat dan daya beli
masyarakat terhadap batik tulis Tanjungbumi, terlebih sejak diresmikannya
Jembatan Suramadu yang dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam
meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi Kabupaten Bangkalan.
Jembatan Suramadu juga disambut baik oleh pengrajin dan pengusaha
batik yang ada di Kabupaten Bangkalan khususnya di Kecamatan Tanjungbumi,
karena banyak wisatan lokal maupun mancanegara yang berkunjung untuk belajar
membatik sekaligus membeli batik dengan jumlah banyak, sehingga menambah
pendapatan atau penghasilan bagi pengusaha batik yang ada di Kecamatan
Tanjungbumi.
b. Faktor Penghambat
1) Terbatasnya Anggaran
Pengembangan UMKM sektor batik memang mendapatkan berbagai
faktor pendukung, namun kenyataannya pengembangan UMKM juga mengalami
berbagai macam permasalahan. Sektor UMKM merupakan salah satu pilar daerah
dalam pengembangkan potensi daerah sekaligus dapat menjadi salah satu cara

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga langkah Dinas Koperasi
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dan UMKM untuk memberdayakan UMKM merupakan tanggung jawab yang
besar.

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM
dalam pemberdayaan UMKM sektor batik adalah terbatasnya jumlah anggaran
yang tersedia. Hal itu dikarenakan Dinas Koperasi dan UMKM tidak hanya fokus
terhadap UMKM sektor batik, melainkan juga menangani dan memberikan
pelayanan terhadap seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan.
Pernyataan tersebut juga didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh RT
(45th/P) yang menyatakan bahwa:

“Faktor penghambat yang kita temui adalah terkait dengan terbatasnya

anggaran, jadi banyak UMKM vyang belum tersentuh atau Kkita

berdayakan karena kekurangan anggaran, jumlah anggaran tidak sesuai
dengan jumlah UMKM yang kita bina atau yang Kkita berdayakan.

Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama dalam melaksanakan

program pemberdayaan terhadap semua pelaku UMKM tidak hanya batik

saja. Soalnya pemberdayaan yang kita lakukan tidak hanya UMKM batik
saja, tetapi semua pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan”

(wawancara tanggal 27 Februari 2014 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas

Koperasi dan UMKM).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh SW (48th/P) yang
berpendapat bahwa “kendala dari dinas adalah keterbatasan jumlah anggaran,
soalnya anggarannya tidak sebanding dengan jumlah industri yang harus Kita
bina” (wawancara tanggal 28 Februari 2014 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan).

Terbatasnya jumlah anggaran yang menjadi permasalahan utama Dinas
Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM sektor batik ternyata juga

dirasakan oleh pelaku usaha batik sebagai obyek dari program pemberdayaan itu

sendiri. Terbatasnya jumlah anggaran, khususnya yang dialokasikan sebagai
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penopang program pemberdayaan UMKM sektor batik berimplikasi pada
minimnya kesediaan dana untuk pelaku usaha batik. Jumlah UMKM yang besar di
Kabupaten Bangkalan membuat alokasi dana untuk program pemberdayaan
UMKM sektor batik menjadi berkurang. Selain itu, minimnya jumlah anggaran
juga akan berdampak pada kualitas program dan tingkat keberhasilan program itu
sendiri.

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh
pelaku usaha batik Tanjungbumi yaitu TM (65th/W) yang menyatakan bahwa,
“minimnya anggaran dari dinas juga mempengaruhi bantuan kepada pengrajin
mbak, apalagi masalah modal. Bantuannya hanya sampai di tangan pengusaha
besarnya saja, tidak sampai ke pengrajin-pengrajin batiknya, dan selama ini saya
tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah setempat” (wawancara
tanggal 2 Maret 2014, Pukul 13.00 WIB di Desa Paseseh Kecamatan
Tanjungbumi).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh RD (43th/W) yang menyatakan
bahwa:

“Iya kalau memang dari dinas terbatas mengenai anggaran kalau untuk
membantu pengrajin, seharusnya ada upaya untuk menstabilkan harga
bahan baku batiknya mbak, soalnya memang selama ini saya juga
terkendala dengan semakin mahalnya bahan baku batik, cuma minta
tolong kepada pemerintah daerah untuk bisa menurunkan harga bahan
baku batik saja” (wawancara tanggal 3 Maret 2014, Pukul 11.00 WIB di
Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi).

Permasalahan mengenai terbatasnya jumlah anggaran juga dapat

dibuktikan dengan data kelemahan pemberdayaan UMKM yang dijelaskan dalam

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut:



124

Tabel 15 Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM Sektor Batik

Kategori Penjelasan

Anggaran Terbatasnya anggaran Yyang tersedia dalam
program pembinaan dan pemberdayaan koperasi
dan UMKM di Kabupaten Bangkalan.

Pemberdayaan UKM | Tugas dan fungsi pembinaan terhadap UMKM
merupakan tanggung | tidak hanya ditangani oleh Dinas Koperasi
jawab bersama UMKM, tetapi merupakan tugas dan tanggung

jawab lembaga lain yang terkait. Kendala dan
permasalahan yang dihadapi adalah dalam hal
koordinasi dan sinergi dengan lembaga lain yang
terkait.

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UMKM 2013 — 2018

Berdasarkan beberapa pendapat dan data di atas, permasalahan utama
atau pokok yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan
UMKM sektor batik adalah terbatasnya jumlah anggaran, selain itu masalah tugas
dan fungsi pembinaan yang tumpang tindih antara dinas satu dengan dinas yang
lainya. Terbatasnya jumlah anggaran akan mempengaruhi tingkat kesuksesan
program pemberdayaan UMKM sektor batik itu sendiri. Selain tidak meratanya
pemberdayaan yang diberikan, terbatasnya jumlah anggaran akan berdampak pada
implementasi program yang tidak maksimal, karena jumlah anggaran yang ada
tidak sebanding dengan jumlah UMKM batik yang harus diberdayakan. Hal
tersebut akan mempersulit Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan
program pemberdayaan terhadap UMKM batik yang ada di Kabupaten Bangkalan
khususnya di Kecamatan Tanjungbumi.

2) Infrastruktur yang Kurang Memadai dan Akses yang Terlalu Jauh
Pemberdayaan UMKM merupakan salah stau program yang memerlukan
infrastruktur yang memadai untuk memaksimalkan tingkat keberhasilannya.

Infrastruktur juga merupakan salah satu indikator penting yang mengukur kualitas
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sebuah daerah. Pemberdayaan UMKM batik di Kabupaten Bangkalan sangat
tergantung pada kualitas infrastruktur khususnya jalan. Jalan merupakan akses
penguhubung utama dalam pemberdayaan UMKM batik sekaligus menjadi salah
satu modal penting bagi pengembagan usaha batik.

Kualitas jalan di Kabupaten Bangkalan khususnya jalan menuju
Kecamatan Tanjungbumi sebagai sentra usaha batik sangat buruk. Hal itu
menyebabkan upaya pemberdayaan batik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM menjadi tidak maksimal. Selain itu buruknya kualitas jalan juga akan
berpengaruh pada meningkatnya dana transportasi sehingga dana yang seharusnya
dipakai untuk meningkatkan usaha batik menjadi semakin berkurang.

Selain itu, akses menuju Kecamatan Tanjungbumi yang cukup jauh
membuat langkah Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM
sektor batik menjadi kurang efisien. Selain menyebabkan pembengkakan dana,
akses yang cukup jauh dapat menyebabkan Dinas Koperasi dan UMKM kurang
responsif terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha batik.

Pernyataan mengenai kualitas jalan yang buruk dan akses yang cukup jauh
diungkapkan oleh RT (45th/P) staf bidang pengembangan bidang UMKM yang
menyatakan bahwa:

“Akses menuju sentra usaha batik di Tanjungbumi yang cukup jauh

membuat langkah kami untuk memberikan pemberdayaan kepada para

pelaku usaha batik menjadi terkendala. Selain akan membuat dana
transportasi menjadi membengkak, akses yang cukup jauh juga akan
memakan waktu, sehingga kinerja Dinas Koperasi dan UMKM menjadi
kurang optimal. Menanggapi permasalahan itu, Dinas Koperasi dan
UMKM mengupayakan pemberdayaan UMKM tetap terlaksana dengan

merealisasikan program pada masyarakat di sekitar kantor dinas, sehingga
biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar.” (wawancara Tanggal 27
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Februari 2014 Pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan)

Permasalahan infrastruktur juga diungkapkan oleh SW (48th/P) kepala
bidang bina usaha industri yang menyatakan bahwa:

“Akses yang jauh dan jalan yang rusak juga menghambat program kerja
dari dinas, karena memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi untuk
melakukan proses pemberdayaan kepada pelaku usaha batik yang ada di
Kecamatan Tanjungbumi, sehingga terakadang kami kesulitan untuk
melakukan program kegiatan di Tanjungbumi”. (wawancara Tanggal 28
Februari 2014 Pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan)

Pernyataan mengenai buruknya kualitas infrastruktr yang berdampak pada
optimalnya keberhasilan pemberdayaan UMKM sektor batik juga diungkapkan
oleh pengusaha batik, salah satunya adalah HL (63th/W) yang menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambat pengembangan usaha kita adalah
infrastruktur yang buruk jalannya bahkan berlubang dan sulit untuk
dilewati, bahkan juga banyak terjadi kasus kecelakaan, sehingga banyak
orang yang enggan ke Tanjungbumi. Selain itu, akses menuju ke
Tanjungbumi juga memerlukan waktu yang lama, sehingga mungkin dari
pihak dinas merasa keberatan jika terlalu intensif memberikan
pemberdayaan kepada usaha batik kita.” (wawancara tanggal 3 Maret 2014
Pukul 13.00 di Rumah Pengusaha Batik Desa Paseseh Kecamatan
Tanjungbumi)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan TM (65th/W) selaku
pengusaha batik tulis di Kecamatan Tanjungbumi yang menyatakan bahwa:

“Jalan yang rusak parah ke Kecamatan Tanjungbumi membuat para
konsumen atau pengunjung males untuk membeli batik ke Tanjungbumi
mbak, selain itu aksesnya juga sangat jauh dari pusat kota, jadi konsumen
lebih memilih membeli batik di jalanan yang dekat dengan Suramadu,
sehingga penjualan batik tidak berjalan dengan maksimal. Saya mohon
kepada pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha batik yang ada di
Kecamatan Tanjungbumi, setidaknya memperbaiki jalanan yang rusak,
sehingga konsumen tidak males untuk berkunjung ke Kecamatan
Tanjungbumi sebagai sentra batik di Kabupaten Bangkalan”. (wawancara
Tanggal 3 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB di rumah pengrajin batik)
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Buruknya kualitas jalan menuju Kecamatan Tanjungbumi sebagai sentra

usaha batik, juga dapat dibuktikan dengan gambar berikut:

7 : L e

a8

5

Ga

mbar 10 Jalan yang Rusak
Sumber: Dokumentasi Penulis

Berdasarkan beberapa pendapat dan gambar di atas, dapat disimpulkan
bahwa kualitas infrastruktur dan jarak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM sektor batik. Selain itu, kualitas
infrastrukur yang kurang memadai dan jauhnya akses menuju sentra usaha batik di
Kecamatan Tanjungbumi akan menghambat perkembangan usaha. Infrastruktur
yang baik akan mendorong upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh

Dinas Koperasi dan UMKM lebih optimal.

C. Pembahasan Data Fokus

Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus dan
mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan visi dan misi masing-masing
daerah. Otonomi daerah juga memberikan peluang kepada daerah untuk
mengelola keuangan dan politik di daerah. Hal ini juga memberikan peluang

kepada masyarakat daerah untuk berpatisipasi dan menumbuhkan potensi-potensi
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yang dapat dikelola untuk pembangunan di daerah. Seperti yang diungkapkan oleh
Kaloh (2007: 52) yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuatan kebijakan
pemerintah daerah yang strategis dan jangka panjang, maka dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menekankan tiga faktor
yang mendasar, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat;

2. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan

peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pernyataan tersebut memberikan sisi positif bagi daerah karena dengan
adanya otonomi daerah, daerah bisa berkembang sesuai dengan potensi yang
dimiliki. Selain itu, pemberian otonomi daerah bertujuan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat daerah agar lebih efektif dan efisien serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh
sabarno (2008: 32) yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan pilihan
yang paling tepat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat yang
demokratis dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah
satu strategi dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang adil dan merata,
maka peran pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan
pembangunan daerah secara adil dan merata serta menyelenggarakan
pemerintahan yang baik.

Peran pemerintah daerah sangat komplek karena menyangkut semua

kebutuhan dasar masyarakat daerah, mulai dari aspek pemenuhan kesehatan,

pendidikan, pemerataan perekonomian dan lain-lain. Peran pemerintah daerah
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pada dasarnya untuk mensejahterahkan masyarakat dan memberdayakan
masyarakat daerah sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas kehidupan
dan peningkatan pendapatan masyarakat daerah secara adil dan merata. Maka dari
itu, pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam
memberdayakan masyarakatnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara
meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerah baik dari Sumber Daya Manusia
(SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA), karena pemerintah daerah memiliki
urusan wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dalam pasal 14 Ayat (1) yang salah satu isinya adalah
memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peran pemerintah daerah berkewajiban
mengembangan potensi koperasi dan UMKM. Hal ini dikarenakan usaha ini
merupakan salah satu pilar perekonomian nasional dan daerah dalam menghadapi
krisis ekonomi dan menjadi usaha yang memerlukan perhatian khusus dari
pemerintah daerah, sehingga koperasi dan UMKM diharapkan mampu bertahan
dan berkembang di tengah ancaman pasar global dan krisis ekonomi. Pentingnya
pemberdayaan UMKM memberikan nilai yang positif yakni mampu menyerap
tenaga kerja yang lebih banyak, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat
seperti yang diungkapkan oleh Suparyanto (2012: 31).

1. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam

Pemberdayaan UMKM Sektor Batik.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang

sangat besar dalam perekonomian daerah maupun nasional, karena UMKM
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merupakan penggerak utama roda perekonomian. Hal ini sesuai dengan pendapat
Tambunan (2009: 46) yang menyatakan UMKM sebagai motor utama penggerak
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta penyerapan tenaga kerja.
Pernyataan tersebut memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk terus
berusaha meningkatkan inovasi serta daya saing antar daerah agar menjadi usaha
yang tangguh dan mandiri. Maka dari itu, pemberdayaan UMKM sangat penting
dilakukan untuk menjadi usaha yang inovatif, tangguh dan mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peran pemerintah menjadi sangat
penting sebagai landasan bagi penguatan UMKM melalui upaya pemberdayaan.
Peran pemerintah sendiri memiliki arti sebagai upaya dalam melindungi
masyarakat dari ketidakadilan dan tekanan (Smith dalam Muluk, 2009: 111).
Melalui pemberdayaan, masyarakat akan memiliki kepercayaan untuk
mengembangkan diri dan berusaha untuk menciptakan karya-karya yang inovatif.
Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2003: 113) yang
menyatakan bahwa, pemberdayaan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya
kreativitas dan inovasi, mampu mendayagunakan modal intelek, sehingga seluruh
masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM menjelaskan
bahwa masyarakat belum dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi
karena keterbatasan kemampuan. World Bank (1997) berpendapat, peran
pemerintah harus dimulai dari peran minimal sampai peran aktif, sehingga
pemberdayaan tidak hanya sebagai upaya penyelesaian masalah, melainkan juga

dapat bertindak sebagai upaya pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
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adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana, pemanfaatan sumber daya alam
dan lain-lain, sesuai dengan pendapat Soemarno (2002), menyatakan bahwa
aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini mengisyaratkan perlunya
mempercepat pembangunan pedesaan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat,
melalui penyediaan sarana/prasarana, pengembangan kelembagaan pengelola
sumber daya, penguasaan teknologi dan pemanfaatan keunggulan sumber daya
alam.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasana juga
harus didukung oleh kelembagaan organisasi yang memadai serta peningkatan
partisipasi masyarakat. Pembangunan di segala lini akan lebih meningkatkan
percepatan pemberdayaan UMKM serta mampu meminimalkan risiko kegagalan.
Pernyataan ini didukung dengan pendapat Tambunan (2002: 146) yang
menyatakan, peran pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota harus dapat mengimplementasi kebijakan dalam konteks
pembangunan KUKM termasuk (a) penyempurnaan administrasi daerah; (b)
program dan fasilitas-fasilitas finansial; serta (c) pendidikan dan pelatihan.

Bertolak dari beberapa pendapat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangkalan melalui Dinas Koperasi dan UMKM sudah melakukan perannya dalam
pemberdayaan UMKM batik. Peran tersebut dilakukan dengan mengadakan
program pendidikan dan pelatihan, bantuan permodalan, bantuan pemasaran serta
proteksi produk batik. Program-program tersebut ditujukan untuk membantu para
pelaku usaha batik dalam mengatasi hambatan-hambatan dan permasalahan yang

dialami. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun
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2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 16 Ayat (1) yang
menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan
usaha dalam bidang, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia,
dan desain dan teknologi. Adapun program pemberdayaan UMKM batik yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, yaitu:
a. Pendidikan dan Pelatihan

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM sektor
batik salah satunya dilakukan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan agar pelaku UMKM dapat
mengembangkan potensinya. Pengembangan potensi sangat penting dalam
menghadapi tantangan dan persaingan dunia usaha yang semakin tinggi.
Pemberian pendidikan dalam konteks pemberdayaan tersebut sesuai dengan
pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, pendidikan adalah
usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran
dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Berdasarkan definisi
tersebut, pemberian pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan
merupakan salah satu upaya investasi sumber daya manusia dalam pembangunan
perekonomian di masa mendatang.

Pemberian pelatihan merupakan upaya dalam meningkatkan kinerja dan
inovasi, sehingga pelaku UMKM diharapkan memiliki modal yang kuat dalam
menghadapi tantangan dan permasalahan yang terjadi. Hal itu sesuai dengan

pendapat yang dikemukakan oleh As’ad (dalam Sutrisno, 2009: 72) yang
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menyatakan, pelatihan menyangkut usaha-usaha berencana yang diselenggarakan
agar dicapai penguasaan akan ketrampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang
relevan terhadap pekerjaan.

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan pendidikan dan
pelatihan kepada UMKM dilakukan dengan cara memberikan materi, arahan serta
praktik secara langsung. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan
UMKM batik ini dilakukan untuk menumbuhkan wawasan atau pengetahuan bagi
masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya yang berada di sekitar Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM. Pendidikan batik diarahkan kepada masyarakat yang belum
bisa membuat batik. Pelatihan batik diarahakan dan untuk memanfaatkan hasil
kain sisa batik atau disebut dengan kain perca batik untuk dikelola agar bisa
menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberian pendidikan dan
pelatihan kepada masyarakat mempunyai nilai positif bagi peningkatan
pengetahuan membatik dan wirausaha. Di samping itu, peran Dinas Koperasi dan
UMKM masih belum dapat dirasakan oleh pelaku UMKM khususnya di
Kecamatan Tanjungbumi. Alasan Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan
pendidikan dan pelatihan tersebut karena diharapkan agar pembangunan
perekonomian di Kabupaten Bangkalan bisa merata. Hasil serta manfaat UMKM
batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi juga diharapkan bisa dirasakan oleh
seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang dapat

dirasakan oleh pelaku UMKM batik yang berada di Kecamatan Tanjungbumi
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adalah pewarnaan bahan alami. Pelatihan ini bermaksud untuk menciptakan
produk batik yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk batik yang
memiliki nilai ekonomis tinggi, serta dapat menarik minat konsumen lokal
maupun mancanegara untuk tetap membeli produk batik tulis Tanjungbumi.
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Koperasi
dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM sektor batik dapat dianalisis melalui
tahap-tahap pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004: 82) tahap-
tahap pemberdayaan yang harus dilakukan yaitu:
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar
dan peduli, sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
Pada tahapan ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan
melakukan tahap penyadaran dan pembentukan perilaku kepada
masyarakat Kabupaten Bangkalan di sekitar kantor dinas agar
mempunyai keterampilan, yakni dengan melakukan pendidikan
melalui pemahaman berwirausaha sebagai penumbuhan karakter
kepada masyarakat yang belum mempunyai kreativitas dan
keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya,
sehingga kedepannya masyarakat Kabupaten Bangkalan diharapkan
memiliki inovasi dan mampu berdaya saing dengan daerah lain.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,
kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan
keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam

pembangunan. Pada tahap transformasi ini, Dinas Koperasi dan
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UMKM melakukan pelatihan atau praktik secara langsung kepada
masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk menumbuhkan kreativitas
dan keterampilan yang dimilikinya. Pelatihan ini  berupa
memanfaatkan sisa-sisa kain batik yang tidak terpakai menjadi barang
yang berharga seperti taplak meja, vas bunga, sepatu, tas dan lain-lain,
sehingga diharapkan masyarakat bisa mengembangkan dan
menyalurkan kreativitasnya.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan
sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk
mengantarkan pada kemandirian. Pendidikan dan pelatihan kepada
masyarakat di sekitar Kota kantor Dinas Koperasi dan UMKM
diharapkan mampu meningkatkan kemampuan atau skill masyarakat,
sehingga masyarakat memiliki daya saing yang tinggi dan mampu
menciptakan produk inovatif serta mampu menumbuhkan iklim usaha
yang kuat dan kondusif.

Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan pendidikan dan
pelatihan tidak terlaksana secara merata. Hal ini dikarenakan pelaku usaha batik
yang ada di Kecamatan Tanjungbumi tidak mendapatkan prioritas atas pendidikan
dan pelatihan tersebut. Pemberdayaan UMKM batik melalui pemberian
pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM tidak
sesuai dengan prinsip pemberdayaan UMKM yang mengutamakan pemerataan.
Prinsip-prinsip pemberdayaan yang diungkapkan oleh Kamil (2010) menjelaskan

sebagai berikut:
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1. Prinsip keberpihakan; keberpihakan di sini terhadap masyarakat
kebanyakan (umum) bukan berarti mengabaikan golongan
masyarakat lainnya (elit masyarakat). Ini bertujuan memberikan
peluang kepada masyarakat untuk berperan dan mendapat manfaat
dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, maka
pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan hanya terbatas pada
beberapa daerah yang dekat dengan Kantor Dinas Koperasi dan
UMKM, sehingga upaya pemberdayaan tidak dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarkat, khususnya pelaku usaha batik di
Kecamatan Tanjungbumi.

2. Prinsip pemberdayaan; prinsip ini dimaksudkan agar masyarakat
memiliki akses (peluang dan kesempatan) dan kontrol (kemampuan
memberikan keputusan dan memilih) terhadap berbagai keadaan
dalam kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga mengurangi
ketergantungan kepada pemerintah. Pemerataan pemberdayaan
merupakan salah satu elemen utama dalam membentuk kemampuan
pelaku usaha batik untuk dapat menciptakan iklim usaha yang
kondusif melalui penangkapan peluang atau kesempatan usaha yang
potensial dan penciptaan produk yang inovatif sehingga kedepannya
pelaku usaha dapat memiliki daya saing yang tinggi dan tidak
tergantung lagi pada pemerintah. Tidak meratanya pemberian

pendidikan dan pelatihan akan berpengaruh terhadap lambatnya
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tingkat pengetahuan khususnya pada pelaku usaha batik yang tidak
tergolong dalam UMKM yang mayoritas tidak memiliki
pengetahuan tinggi, sehingga tingkat daya saing rendah dan sangat
tergantung pada pemerintah.

3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku; pemerintah sebagai fasilitator,
dalam pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan yang masih
tertinggal dari kehidupan ekonomi modern adalah dengan
menempatkan rakyat sebagai pelaku secara partisipatif terlibat
langsung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi,
sedangkan posisi pemerintah sebagali pembina fasilitator.
Permasalahan tidak meratanya pendidikan dan pelatihan kepada
pelaku usaha batik dapat diidentifikasi sebagai suatu permasalahan.
Dinas Koperasi dan UMKM kurang menangkap tantangan dan
permasalahan yang dihadapi pelaku usaha batik khususnya di
Kecamatan Tanjungbumi, sehingga tindakan yang dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan UMKM kurang merepresentasikan perannya
sebagai fasilitator pemberdayaan UMKM.

Dilihat dari segi pencapaian realisasinya, peran Dinas Koperasi dan
UMKM melalui pemberian pendidikan dan pelatihan belum menjawab
permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM batik khususnya di Kecamatan
Tanjungbumi. Pemberian pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu
meningkatkan kemampuan pelaku usaha batik dalam meningkatkan penguasaan

bidang-bidang manajerial dan tenologi yang baik. Namun upaya Dinas Koperasi
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dan UMKM dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku UMKM
belum maksimal dan hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu.
Berdasarkan faktor-faktor kegagalan UMKM yang diungkapkan oleh Machfoedz
(2011. 61), maka pemberian pendidikan dan pelatihan dapat dianalisis sebagali
berikut:

Tabel 16 Penyebab Kegagalan UMKM di Sektor Keterbatasan Pendidikan dan
Pengetahuan

Sebab
Kegagalan

Faktor yang Perlu
Diperhatikan

Upaya yang dilakukan oleh Dinkop
dan UMKM

Sulit
melakukan
perubahan

Lamban dan penurunan
penjualan

Dinas Koperasi dan UMKM hanya
memberikan ~ pengarahan  kepada
pelaku UMKM batik untuk
mempertahankan dan meningkatkan
kualitas produk, salah satunya dengan
memberikan pengarahan mengenai
pemakaian pewarna alami yang pada
dasarnya pengetahuan ini  sudah
dimiliki oleh pelaku UMKM batik di
Kecamatan Tanjungbumi.

Kurang
Pengetahuan

Kesalahan yang terus
menurus terjadi pada
bidang yang kurang
diketahui

Dinas Koperasi dan UMKM telah
berupaya  memberikan  pelatihan
kepada pelaku UMKM, namun
pelatihan  yang diberikan hanya
terbatas pada penggunaan pewarna
alami dan pemanfaatan kain perca
batik serta hanya terbatas pada pelaku
usaha besar dan masyarakat di sekitar
Kantor Dinas Koperasi dan UMKM.
Pelatihan yang diberikan belum
mampu memberikan manfaat yang
besar kepada pelaku UMKM dalam
meningkatkan  penguasaan  bidang
manajerial, teknologi dan kemampuan
menangkap peluang bisnis yang
menjadi pokok permasalahan yang
dihadapi oleh pelaku UMKM batik di
Kecamatan Tanjungbumi.

Tidak
memiliki
rencana

Selalu mengalami
kejutan bisnis

Selama ini Dinas Koperasi dan
UMKM belum memberikan pelatihan
manajemen bisnis kepada para pelaku
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usaha UMKM di Kecamatan Tanjungbumi.
Kurang Tidak memulai dengan | Dinas Koperasi dan UMKM telah
pengalaman | mempelajari ~ sesuatu | memberikan  pendidikan  kepada

tentang usaha pelaku usaha batik baru, namun

pemberian pendidikan ini  belum
efektif karena terbatas pada aspek
produksi.

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan beberapa uraian di atas, salah satu bentuk peran Dinas
Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM batik adalah pemberian
pendidikan dan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat dan para pelaku
usaha batik. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan agar peluang usaha batik
tidak terpusat di Kecamatan Tanjungbumi serta dapat melestarikan batik yang
merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bangkalan. Pemberian pendidikan
difokuskan pada masyarakat awam yang belum memiliki ketrampilan atau skill
membatik, sedangkan pemberian pelatihan difokuskan pada pemanfaatan sisa kain
batik.Adapun pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM batik di Kecamatan
Tanjungbumi difokuskan pada penggunaan warna alami.

Proses pemberdayaan memberikan manfaat baik bagi Dinas Koperasi dan
UMKM maupun masyarakat. Selain mengetahui permasalahan yang terjadi
kepada pelaku usaha batik, pihak dinas juga dapat melakukan evaluasi kerja dan
mampu meningkatkan pelayanannya kepada pelaku UMKM. Seperti yang
diungkapkan oleh (Abubakar, Irfan, Rosdiana, Pranawati, 2009: 120) yang
menyatakan, proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk dinas dan instansi
lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan
yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. Proses pemberdayaan

masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan
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kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan. Dengan demikian,
instansi dapat menyesuaikan serta memperbaiki pelayanannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peran dinas koperadi dan
UMKM dalam pemberdayaan UMKM batik melalui pemberian pendidikan dan
pelatihan masih belum merata sehingga tidak dapat dirasakan oleh seluruh pelaku
usaha batik dan belum dapat menjawab permasalaan dan tantangan utama yang
dihadapi oleh pelaku usaha batik khususnya yang berada di Kecamatan
Tanjungbumi yang menjadi pusat atau sentra batik tulis Kabupaten Bangkalan.

b. Aspek Bantuan Permodalan

Modal merupakan faktor utama sebagai penunjang keberhasilan dalam
suatu kegiatan usaha, karena modal merupakan alat yang digunakan dalam
menjalankan usaha seperti membeli bahan baku, membayar upah karyawan,
membeli peralatan usaha, dan sebagainya. Modal merupakan aspek penting dalam
usaha dan menjadi salah satu kendala atau permasalahan yang sering dialami oleh
pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil. Penguasaan strategi dalam
pengelolaan modal merupakan aspek utama dalam memulai sebuah usaha dan
mengembangkan usaha tersebut.

Keterbatasan modal membuat para pelaku usaha kecil sulit untuk
mengembangkan usahanya dan tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha besar
karena produk yang dihasilkan tidak maksimal, baik dilihat dari segi kualitas
maupun kuantitas, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi

permasalahan tersebut. Keterbatsan modal juga merupakan hambatan bagi pelaku
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batik, seperti yang diungkapkan oleh Prawirokusumo (2010: 192) menyatakan,

masalah permodalan (uang) dianggap masalah yang paling utama.

Permasalahan permodalan juga merupakan salah satu permasalahan

utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya di negara berkembang. Hal

itu sesuai dengan pendapat yang dikemuakan oleh Tambunan (2009: 78) yang

menyatakan, terdapat empat hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM di

sejumlah Negara Sedang Berkembang (NSB) di Asia dan masalah permodalan

merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara sedang berkembang di

Asia. Secara lebih jelas, data mengenai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM

di negara sedang berkembang di Asia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Empat Hambatan Utama yang Dihadapi UMKM di Sejumlah NSB di
Asia

Negara

BB

Pm

If

A R

Is

Pj

LP

TK

Indonesia

Filipina

XX

Vietnam

Kamboja

Lao PDR

Thailand

X[ X[ X

Malaysia

Brunei

China

India

XX|X[X] [ XXX

Pakistan

XIX| XX | X

Bangladesh

Nepal

X

XXX XXX XXX XXX X Z

XX

XX [X|X

Sumber: Tambunan (2009: 78)

Ket:
BB
Pm
M

E

If

: Bahan Baku
: Pemasaran
: Modal

: Energi

. Informasi
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T&K : Teknologi dan Keahlian

Is . Infrastruktur

Pj : Pajak

In . Inflasi

LP : Lingkungan Pasar
TK : Tenaga Kerja

Tabel di atas menunjukkan bahwa empat hambatan utama yang dihadapi
pelaku UMKM di Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah modal, pemasaran,
teknologi dan keahlian dan lingkungan pasar. Hal tersebut menjadi perhatian dari
masing-masing negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi dan menjadi tantangan dari pemerintah untuk dapat mengatasi
permasalahan permodalan karena permasalahan permodalan merupakan
permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan merupakan
permasalahan yang paling banyak dialami oleh pelaku UMKM, khususnya di
negara sedang berkembang yang rawan terjadi krisis dan inflasi.

Penyelesaian permasalahan permodalan sebagai salah satu langkah dalam
pemberdayaan UMKM merupakan bentuk pemberdayaan secara kompleks.
Banyaknya UMKM yang menjadi fokus pemberdayaan dan konsentrasi terhadap
prioritas UMKM yang harus diberikan bantuan merupakan hambatan utama yang
dihadapi pemerintah. Konsekuensi dalam proses pemberdayaan UMKM adalah
peran pemerintah daerah menjadi sangat kompleks yakni salah satunya
menyediakan bantuan permodalan bagi semua pelaku usaha UMKM, hal ini untuk
membantu mengembangkan hasil produksi dan meminimalisir kendala atau
masalah yang dihadapi pelaku usaha khususnya dalam bidang permodalan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Koperasi dan

UMKM memiliki kewajiban membantu memberikan bantuan modal kepada
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pelaku UMKM yang membutuhkan, karena telah tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam Pasal 1 Ayat (11) yang
menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga
keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sedangkan Ayat (12) menyatakan bahwa
peminjaman adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar
kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
Berdasarkan undang-undang mengenai UMKM tersebut Dinas Koperasi
dan UMKM Kabupaten Bangkalan berkewajiban memberikan bantuan
permodalan kepada para pelaku UMKM batik, baik dalam bentuk pemberian dana
hibah, pinjaman modal dan lain-lain. Sesuai dengan hasil wawancara yang
dilakukan oleh penulis, Dinas Koperasi dan UMKM telah memberikan bantuan
permodalan kepada pelaku UMKM batik yang membutuhkan peminjaman
permodalan, namun program itu berhenti sejak tahun 2005 dikarenakan para
pelaku usaha banyak yang tidak mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh
dinas atau bisa dikatakan peminjaman modal kepada pelaku usaha macet sehingga
dari pihak dinas memberhentikan peminjaman modal kepada semua pelaku
UMKM. Menanggapi permasalahan tersebut, pihak dinas tetap melakukan
bantuan permodalan dengan mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk
meminjam modal kepada bank atau lembaga perkreditan yang telah bekerjasama

untuk memberikan peminjaman modal kepada pelaku usaha. Bantuan dari Dinas
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Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan memberikan peluang kepada pelaku
usaha untuk bisa meminjam modal sebagai sarana untuk mengembangkan
usahanya.

Umumnya usaha batik tulis Tanjungbumi merupakan usaha perorangan
atau perusahaan yang sifatnya tertutup dan masih mengandalkan modal pribadi
ataupun modal dari keluarga. Penggunaan modal pribadi di satu sisi memiliki
keuntungan yaitu karena pelaku usaha akan terbebas dari beban bunga dari pihak
lain (Prawirokusumo, 2010: 192), namun di sisi lain memiliki kelemahan yaitu
jumlahnya yang sangat terbatas, terlebih para pelaku UMKM batik banyak yang
tergolong dalam kelompok masyarakat menengah ke bawah dan tidak memiliki
penguasaan manajemen pengelolaan modal yang baik. Hal yang sama juga
diungkapkan oleh Machfoedz (2011: 58) yang menyatakan, modal yang berasal
dari pihak pribadi merupakan salah satu jenis modal yang sering digunakan dalam
memulai sebuah usaha, namun pemilik modal harus memiliki keahlian dalam
pengelolaan modal, apabila pemilik usaha gagal dalam pengelolaan modal akan
berakibat rusaknya hubungan pribadi di kemudian hari.

Keterbatasan modal yang dimiliki dan lemahnya pengetahuan tentang
sistem pengkreditan yang telah disediakan oleh bank membuat para pelaku usaha
batik sulit untuk mengembangkan usahanya, kecuali pelaku usaha batik yang
sudah besar dan memiliki jaringan pemasaran yang sudah cukup luas hingga ke
luar negeri, mereka tidak ada kendala dalam permasalahan permodalan.

Berdasarkan hasil penelitian, bantuan permodalan dari Dinas Koperasi

dan UMKM hanya membantu memfasilitasi atau memberikan informasi kepada
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pelaku usaha atau pengrajin kecil dengan pemberian bantuan permodalan berupa
pinjaman modal lewat perbankan dengan tingkat bunga yang rendah. Pemberian
bantuan permodalan ini membantu para pelaku usaha batik yang memiliki modal
kecil agar tetap mempertahankan usaha dan mengembangkan usaha batiknya.
Temuan peneliti di lapangan masih ada kendala dalam bantuan permodalan yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM vyaitu banyak pelaku usaha batik yang
berada di Kecamatan Tanjungbumi belum mengetahui informasi bantuan
permodalan tersebut, karena pemerintah daerah kurang mensosialisasikan secara
menyeluruh mengenai informasi tersebut kepada pelaku usaha batik. Selain itu,
persyaratan dalam mengurus bantuan permodalan dirasa sulit oleh pelaku usaha
batik karena terlalu ribet dan sulit dalam mengurus persyaratannya dan belum
tentu medapatkan bantuan dari pihak bank.

Pemberdayaan UMKM dengan memberikan bantuan modal kepada
pelaku usaha juga dapat dikaitkan dengan model-model pemberdayaan menurut
Surjono dan Nugroho (2008: 29) yang menjelaskan bahwa salah satu model
pemberdayaan dapat dilakukan melalui peminjaman modal kepada bank.
Meskipun dinas tidak membantu modal secara langsung kepada masyarakat, tetapi
dinas memfasilitasi bantuan permodalan kepada pelaku usaha dengan
mensosialisasikan atau menginformasikan untuk bisa meminjam modal kepada
bank yang memberikan pinjaman modal terhadap pelaku UMKM.

Bantuan permodalan dalam pemberdayaan UMKM batik juga bisa
dikaitkan dengan teori yang diungkapkan oleh Soemarno (2002: 387) yang

menyatakan model pemberdayaan dengan pendekatan kemitraan antara
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masyarakat, pemerintah daerah dan swasta. Model kemitraan antara pelaku usaha
batik, pemerintah dan swasta merupakan salah satu alternatif dalam menjawab
permasalahan modal yang menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh
pelaku usaha batik dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, pendapat
Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40) menyatakan upaya pemberdayaan juga
berupa bantuan dana modal usaha. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan
bahwa upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan
permodalan sebagai sarana penunjang dalam produksi UMKM batik di Kabupaten
Bangkalan. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan
berkewajiban memberikan bantuan permodalan kepada UMKM batik agar
pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Dilihat dari segi pencapaian realisasi pemberdayaan UMKM yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam aspek
bantuan permodalan, dapat dikatakan bahwa bantuan permodalan belum dapat
menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM batik, karena
informasi bantuan permodalan tersebut belum disosialisasikan atau disampaikan
secara menyeluruh oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM kepada pelaku usaha
batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi, sehingga informasi bantuan modal
belum dirasakan oleh pengusaha batik tulis Kecamatan Tanjungbumi dan belum
mengetahui informasi secara jelas mengenai mekanisme dan prosedur dalam
mendapatkan bantuan permodalan dari pihak bank.

Bantuan permodalan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan

hambatan pelaku UMKM batik di sektor modal yang menjadi salah satu
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permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM batik tulis Tanjungbumi.

Berdasarkan faktor-faktor kegagalan UMKM yang diungkapkan oleh Machfoedz

(2011. 61), maka bantuan permodalan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 18 Penyebab Kegagalan UMKM di Sektor Permodalan

Sebab
Kegagalan

Faktor yang Perlu
Diperhatikan

Upaya yang dilakukan oleh Dinkop
dan UMKM

Kekurangan
modal

Selalu kekurangan uang

Dinas Koperasi dan UMKM tidak
memberikan  bantuan  permodalan
secara langsung kepada pelaku
UMKM sejak tahun 2005, namun
Dinas  Koperasi dan  UMKM
memberikan bantuan kepada pelaku
UMKM dengan memberikan
informasi dan rekomendasi peminja-
man dana di bank. Bantuan
permodalan yang diberikan belum
maksimal dan belum dapat menjawab
permasalahan yang dihadapi oleh
pelaku UMKM batik dikarenakan
proses peminjaman yang rumit dan
terbatas, serta informasi bantuan
permodalan  belum  direalisasikan
secara  menyeluruh  oleh  Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan.

Tingkat
bunga yang
tinggi

Laporan berita

keuangan

Alternatif solusi yang ditawarkan oleh
Dinas Koperasi dan UMKM tidak
disambut baik oleh pelaku UMKM.
Hal itu dikarenakan persyaratan atau
prosedur untuk mendapatkan bantuan
modal terlalu rumit dan bunga cukup
tinggi, sehingga pelaku UMKM batik
lebih  memilih menggunakan modal
sendiri dan meminimalisir penggunaan
modal.

Manajemen
permodalan
yang buruk

Memulai usaha dengan
modal kecil atau
memulai usaha dengan
modal besar tetapi tidak
tepat sasaran

Dinas  Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan belum
memberikan  pelatihan ~ mengenai
manajemen pengelolaan modal kepada
pelaku UMKM batik di Kecamatan

Tanjungbumi.

Sumber: Data diolah
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Bantuan permodalan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangakalan untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku
UMKM batik dapat dianalisis dengan teori yang diungkapkan oleh Kartasasmita
(1997: 15) yang menyatakan peranan pemerintah teramat penting, birokrasi
pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, maka beberapa upaya yang
harus dilakukan yaitu, birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka
terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, serta birokrasi harus membuka jalur
informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat
diperolehnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan harus memahami permasalahan yang
terjadi terhadap pelaku usaha UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi, serta
membuka dialog, menyampaikan informasi dan akses yang diperlukan oleh
pelaku UMKM batik khususnya yang berada di Kecamatan Tanjungbumi.

Berdasarkan wuraian dan data tersebut, bantuan permodalan yang
diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebagai alternatif dalam mengatasi
permasalahan modal belum terealisasi secara optimal, karena hanya terbatas pada
pemberian informasi dan rekomendasi kepada pelaku UMKM batik untuk
melakukan peminjaman di bank. Keterbatasan jumlah pinjaman dan proses
peminjaman yang rumit membuat pelaku usaha batik kurang respon dan memilih
untuk menggunakan modal pribadi dan meminimalisir penggunaan modal.

c. Bantuan Pemasaran Hasil Produksi Batik

Bidang pemasaran dalam suatu usaha juga berperan penting dalam

mempertahankan keberlangsungan usahanya, untuk itu pelaku usaha batik harus
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memiliki inovasi dan strategi dalam pemasaran produknya untuk bisa bertahan
dan bersaing dengan pelaku usaha lain. Strategi pemasaran yang baik dan berhasil
akan menentukan keberhasilan usaha baik sekarang dan nilai investasi usaha di
masa depan. Pemilihan strategi pemasaran yang tepat akan mempertahankan
interpretasi dan pilihan masyarakat sebagai konsumen untuk menggunakan
produk yang ditawarkan. Strategi ini harus efektif yang dapat dilakukan dengan
berbagai cara, mulai dari promosi sampai desain produk (Longenecker. Moore
dan Petty, 2000: 129).

Permasalahan di bidang pemasaran merupakan kendala umum dan utama
yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Pernyataan tersebut relevan dengan pendapat
yang disampaikan oleh Tambunan (2009: 75) yang menyatakan, salah satu
rintangan umum yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan-kesulitan
dalam pemasaran. Tingkat pendidikan yang rendah serta penguasaan teknologi
yang kurang memadai membuat para pelaku UMKM cenderung pasif dalam
menghadapi permasalahan pemasaran.

Permasalahan pemasaran juga merupakan salah satu permasalahan utama
yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya di negara berkembang. Hal itu
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tambunan (2009: 78) sebagai

berikut:
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Tabel 19 Empat Hambatan Utama yang Dihadapi UMKM di Sejumlah NSB
di Asia
T
Negara BB | Pm|M |E |[If |[& |Is |[Pj |In |LP |TK
K
Indonesia X | X | X | X
Filipina X | X X
Vietnam X X
Kamboja X X [ X X | X X
Lao PDR X X X X
Thailand X [ X | X X X [ X
Malaysia X X [ X
Brunei X | X X
China X | X X
India X | X X [ X X
Pakistan X | X X X | X
Bangladesh X | X X X
Nepal X | X X X
Sumber: Tambunan (2009: 78)
Ket:
BB : Bahan Baku
Pm : Pemasaran
M : Modal
E : Energi
If . Informasi
T&K : Teknologi dan Keahlian
Is . Infrastruktur
Pj : Pajak
In . Inflasi
LP : Lingkungan Pasar
TK : Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa salah satu dari empat

hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Negara Sedang Berkembang

(NSB) adalah pemasaran. Tidak semua negara mengalami

permasalahan

pemasaran, namun permasalahan pemasaran menjadi salah sati indikator pokok

keberhasilan UMKM dalam menghadapi krisis dan mampu menjadi modal

penting dalam mengembangkan usahanya. Salah satu negara yang mengalami

permasalahan pemasaran adalah Indonesia.
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Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan
melalui Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tanggung jawab dalam memberikan
bantuan pemasaran hasil produksi batik. Melalui bantuan pemasaran yang
diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, penjualan produk batik diharapkan
dapat meningkat sehingga selain memberikan keuntungan ekonomis terhadap para
pelaku usaha batik, bantuan pemasaran juga akan meningkatkan minat masyarakat
lokal maupun mancanegara terhadap produk batik Tanjugbumi. Minat masyarakat
terhadap produk batik Tanjungbumi merupakan salah satu nilai investasi sekaligus
menjadi peluang usaha yang potensial bagi pengembangan usaha batik serta
menjadi salah satu aspek pengembangan perekonomian daerah Kabupaten
Bangkalan.

Banyak faktor yang menyebabkan pelaku UMKM kurang responsif
dalam menghadapi permasalahan pemasaran. Menurut Tambunan (2009: 75)
menyatakan, UMKM pada umumnya tidak punya sumber-sumber daya untuk
mencari, mengembangkan atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri.
Sebaliknya, mereka sangat tergantung pada mitra dagang mereka (misalnya
pedagang keliling, pengumpul atau trading house) untuk memasarkan produk-
produk mereka, atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat-
tempat produksi mereka atau melalui keterkaitan produksi dengan Usaha Besar
(UB) lewat sistem subcontracting, walaupun persentasenya sangat kecil.

Pemasaran hasil produk batik tulis Tanjungbumi memiliki beberapa
kendala yang dialami oleh para pelaku usaha batik yang berada di Kecamatan

Tanjungbumi. Kendala ini meliputi akses yang jauh dari kota ke sentra batik
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Kecamatan Tanjungbumi, infrastruktur yang kurang memadai dan tidak
didukungnya tempat usaha untuk memasarkan hasil produk. Maka dari itu, peran
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan sangat dibutuhkan guna
membantu pemasaran hasil produk batik tulis Tanjungbumi.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh sebagai solusi dari permasalahan
pemasaran yang dihadapi oleh pelaku UMKM batik adalah dengan menerapkan
strategi pemasaran yang strategis dan disesuaikan dengan jenis permasalahan,
kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Menurut Gitosudarmo (2012: 182)
menyatakan bahwa dalam strategi pemasaran harus dapat mencapai beberapa hal
sebagai berikut:

1. Menaikkan tingkat penggunaan barang agar konsumen membeli lebih

banyak.

2. Menarik langganan dari pesaing kita.

3. Menarik orang yang belum memakai barang tersebut.

Sebagai langkah atau strategi dalam mencapai beberapa hal tersebut
dapat ditempuh melalui strategi pemasaran sebagai berikut:

Harga obral
Redekorasi toko yang lebih menarik
Advertensi baru yang lebih menarik

Potongan harga
Pelayanan yang lebih menarik

QIE GOIN =

Langkah-langkah strategi di atas kurang cocok dengan kondisi sosial dan
jenis permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh pelaku UMKM batik di
Kabupaten Bangkalan. Hal itu disebabkan karena persaingan sempurna, budaya
masyarakat yang cenderung tertutup dengan perubahan, tingkat pendidikan

rendah, orientasi dan keuntungan usaha pelaku UMKM batik di Kabupaten
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Bangkalan membuat langkah-langkah strategi pemasaran lebih berorientasi pada
potongan harga dan peningkatan pelayanan.

Menanggapi hal itu, peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan dalam membantu memasarkan produk batik dilakukan dengan
berbagai cara yaitu dengan mengadakan pameran dan mengikuti event-event besar
yang berpotensi untuk menarik minat masyarakat terhadap produk batik
Tanjungbumi baik di tingkat lokal maupun di tingkat Nasional. Bantuan
pemasaran hasil produk batik tulis Tanjungbumi dianggap sebagai alternatif yang
efektif dan efisien oleh dinas, karena dalam pameran dan event-event yang diikuti
terdapat sejumlah pengunjung dari lokal dan mancanegara, hal ini memberikan
respon yang positif bagi para pelaku usaha batik maupun masyarakat atau
pengunjung, karena bisa menjual dan mengetahui produk-produk unggulan
Kabupaten Bangkalan dan dapat membeli produk tersebut secara langsung.

Pemasaran hasil produk batik tulis Tanjungbumi dilakukan setiap ada
event-event seperti Pameran Pekan Raya Bangkalan (PPRB) yang dilakukan satu
tahun sekali selama empat hari, mengikuti pameran yang digelar oleh Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang diadakan di Gramedia Expo, hari
jadi Kabupaten Bangkalan, lomba karapan sapi dan lain-lain. Bantuan pemasaran
tersebut dirasa cukup membantu pelaku usaha batik tulis Tanjungbumi karena
dalam bantuan pemasaran hasil produk merupakan salah satu alternatif dalam
memperkenalkan produk batik Tanjungbumi kepada masyarakat luas sehingga
diharapkan mampu meningkatkan tingkat penjualan produk sekaligus menjadi

tantangan terhadap pelaku usaha batik untuk meningkatkan kualitas produk
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sebagai strategi dalam mempertahankan minat masyarakat terhadap batik
Tanjungbumi. Namun, tidak semua UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi
mengikuti pameran tersebut karena tempat dan dana yang disediakan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM terbatas dan tidak dapat menampung semua UMKM batik
yang ada di Kecamatan Tanjungbumi.

Kegiatan bantuan pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Bangkalan sudah nilai cukup baik, karena dinas mempunyai
tanggungjawab dalam memberikan bantuan atau fasilitas dalam pemberdayaan
UMKM. Hal tersebut juga didukung oleh Suparyanto (2012: 70) yang
mengungkapkan, pihak yang bertanggungjawab dalam pembinaan usaha kecil
Indonesia adalah unsur pemerintah, unsur badan usaha, dan masyarakat. Bantuan
pemasaran hasil produk juga sudah tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf (b)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
pengembangan usaha dalam bidang pemasaran. Selanjutnya Pasal 18 menyatakan
bahwa, pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) dilakukan dengan cara:

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;

2. Menyebarluaskan informasi pasar;

3. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

4. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji
coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan
promosi Usaha Mikro dan Kecil;

5. Memberikan dukungan promossi produk, jaringan pemasaran dan
distribusi; dan

6. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang
pemasaran.
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Berdasarkan Undang-Undang di atas, juga didukung oleh pendapat
Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40) yang salah satunya megungkapkan
upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana untuk
memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat. Pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Bangkalan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam
membantu pemasaran hasil produk batik tulis Tanjungbumi.

Dilihat dari segi pencapaian realisasi pemberdayaan UMKM yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam aspek
bantuan pemasaran, dapat dikatakan bahwa bantuan pemasaran dinilai cukup baik
meskipun belum menjawab secara menyeluruh permasalahan yang dihadapi oleh
pelaku UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi. Bantuan pemasaran yang
diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM bertujuan untuk meningkatkan
penjualan produk batik serta meningkatkan minat masyarakat sebagai salah satu
investasi penting bagi keberlangsungan usaha batik tulis Tanjungbumi.

Permasalahan pemasaran juga dirasakan oleh pengusaha kecil batik tulis
di Kecamatan Tanjungbumi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam
mengembangkan usahanya, permasalahan yang terjadi karena pengusaha kecil
selama ini hanya bisa menjual batik kepada pengusaha besar yang ada di
Kecamatan Tanjungbumi dengan harga yang sangat murah, sedangkan pengusaha
besar menjual produk batik kepada konsumen dengan sangat mahal bahkan bisa
menjual dengan harga dua kali lipat dari harga yang dijual pengusaha kecil. Hal

tersebut dilakukan karena pengusaha kecil tidak mempunyai tempat usaha yang
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kondusif dalam memasarkan produknya serta tidak adanya konsumen atau
pembeli yang datang ke tempat pengusaha kecil, akibatnya terjadi ketimpangan
antara pengusaha kecil dan pengusaha besar batik tulis Tanjungbumi, karena
keuntungan yang didapat oleh pengusaha besar jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan pengusaha kecil.

Permasalahan di atas membawa dampak buruk bagi pengusaha kecil
untuk keberlangsungan usaha mereka kedepannya karena tidak mampu bersaing
dengan pengusaha yang sudah besar, serta akan berdampak kepada konsumen
yang menganggap bahwa batik tulis Tanjungbumi memiliki nilai ekonomis yang
sangat tinggi, sehingga akan menyebabkan tingkat penjualan dan perkembangan
usaha batik tulis Tanjungbumi untuk terus berkembang dan diminati oleh
masyarakat lokal maupun mancanegara.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan dalam membantu menyelesaikan permasalahan pemasaran
pengrajin atau pengusaha kecil batik tulis di Kecamatan Tanjungbumi belum
terlaksana atau belum dilakukan, karena keterbatasan anggaran dan akses yang
tidak mendukung untuk membantu permasalahan pemasaran tersebut, serta jumlah
UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi tidak sesuai dengan anggaran dan
sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan.

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai kewajiban untuk membantu
memasarkan produk masyarakat yang lemah serta melakukan dialog dan

membuka konsultasi untuk membantu dan menjawab permasalahan yang dihadapi
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pelaku UMKM batik khususnya di Kecamatan Tanjungbumi. Seperti yang
diungkapkan oleh Kartasasmita (1997: 15) yang menyatakan bahwa, birokrasi
harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang
memihak golongan masyarakat yang lemah, serta birokrasi harus membuka dialog
dengan masyarakat, keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk
meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat, dan agar aparat dapat segera
membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
Beberapa teori dan analisis di atas, dapat dikaitkan dengan faktor-faktor
kegagalan UMKM yang diungkapkan oleh Machfoedz (2011. 61), maka bantuan

permodalan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 20 Penyebab Kegagalan UMKM di Sektor Pemasaran

Sebab Faktor yang Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi
Kegagalan Perlu dan UMKM
Diperhatikan
Pasar Terlalu banyak | Dinas Koperasi dan UMKM telah memberikan
terlalu pesaing Yyang | sarana promosi produk melalui pengadaan
padat, menawarkan kegiatan promosi dan keikutsertaan dalam
banyak produk yang | berbagai kegiatan besar baik dalam taraf lokal
perusahaan | sama maupun nasional. Kegiatan ini tidak melibatkan
sejenis semua pelaku UMKM, namun bantuan hanya
ditujuan kepada pengusaha besar.
Tidak ada | Laporan Segmentasi produk batik tulis Tanjungbumi
pembeli pendapatan sampai sekarang masih terbilang cukup
menunjukkan | kondusif. Hal itu dibuktikan dengan penjualan
penurunan produk batik ke luar negeri bagi pelaku usaha
laba atau rugi | besar dan penjualan rutin ke pengusaha batik
bagi pelaku usaha kecil kebawah, sehingga
Dinas Koperasi dan UMKM tidak harus
membuat program untuk mengatasi ketidakadaan
pembeli atau konsumen.
Penetapan | Harga produk | Keikutsertaan pelaku usaha batik dalam kegiatan
harga yang terlalu | promosi akan membuka pengetahuan pelaku
produk murah dan | usaha batik untuk menetapkan estimasi harga
terlalu mahal | produk batik yang sesuai.

Sumber: Data diolah
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d. Proteksi terhadap Hasil Produk

Produk batik tulis Tanjungbumi di tuntut untuk tetap mempertahankan
kualitas dan inovasi produk, sehingga konsumen tetap tertarik untuk membeli
batik tulis Tanjungbumi. Inovasi produk batik yang diharapkan dari pengrajin atau
pengusaha batik adalah dari segi kualitas batik, motif atau corak dan warna yang
terbuat dari bahan alami yang saat ini banyak digemari oleh pecinta batik baik
lokal, nasional hingga manca negara.

Pemberdayaan dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas produk
juga dapat memecahkan masalah yang dihadapi agar UMKM batik di Kabupaten
Bangkalan bisa berdaya saing dengan daerah bahkan negara lain, seperti yang
diugkapkan oleh Sedarmayanti (2003: 113) yang menyatakan pemberdayaan
dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi, mampu
mendayagunakan modal intelek, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat
diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan teori tersebut, agar produk batik tulis Tanjungbumi tetap
mempertahankan kualitas produknya, proteksi terhadap batik tulis Tanjungbumi
diperlukan untuk melindungi produk batik agar tidak ditiru oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab atau bisa dikatakan dicontoh oleh daerah dan negara lain serta
bisa melindungi pihak-pihak yang lemah yakni pengusaha kecil batik agar tetap
bertahan dalam persaingan pasar bebas yang sudah disepakati oleh Pemerintah
Indonesia, karena itu proteksi batik tulis Tanjungbumi sangat penting dilakukan
oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Bangkalan yang berkewajiban melindungi hasil produksi batik tulis Tanjungbumi.
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Perlindungan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan UMKM batik
ditujukan kepada pihak yang lemah agar bisa berkembang dan berdaya saing. Hal
tersebut juga tertuang dalam teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh
Kartasasmita (1996:74) yang menyatakan dalam upaya pemberdayaan salah
satunya bisa dilakukan dengan cara memperkuat daya atau potensi yang dimiliki
oleh masyarakat (empowering), serta memberdayakan mengandung arti
melindungi yaitu proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah
menjadi miskin, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat.

Pendapat lain yang mengemukakan tentang pentingnya proteksi produk
sebagai salah satu elemen penting dalam pemberdayaan UMKM sektor batik juga
disampaikan oleh Suharto (2009: 67) yang menyatakan, salah satu strategi dalam
mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang optimal adalah dengan memberikan
perlindungan kepada masyarakat. Melindungi masyarakat terutama kelompok-
kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya
persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah serta
mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan
dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil atau pengusaha kecil.

Hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dalam proteksi atau
perlindungan terhadap batik tulis Tanjungbumi yang dilakukan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bangkalan yakni hanya memberikan arahan atau bantuan kepada pengrajin dan

pengusaha batik untuk mendaftarkan hasil produknya kepada dinas dan nantinya
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akan didaftarkan kepada lembaga yang menaungi hak cipta produk atau yang
dikenal dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Upaya tersebut juga akan
mencegah plagiatisme motif batik tulis Tanjungbumi yang dilakukan oleh daerah
lain dan tetap mempertahankan pola, motif serta corak yang khas batik tulis
Tanjungbumi. Langkah yang dilakukan oleh dinas belum menenkankan untuk
mencegah pihak-pihak yang lemah (pengusaha kecil) tertindas oleh pihak-pihak
yang berkuasa (pengusaha besar).

Berdasarkan hasil penelitian, banyak pelaku usaha batik tulis
Tanjungbumi yang belum mengerti adanya perlindungan hak cipta terhadap batik
yang dihasilkan, karena kurangnya sosialisasi dari pihak dinas kepada pelaku
usaha untuk mendaftarkan hasil produk batik kepada dinas yang nantinya akan
didaftarkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Meskipun demikian,
peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan sudah dibilang cukup
baik meskipun belum maksimal untuk melindungi hasil produk batik tulis
Tanjungbumi dan melindungi pihak-pihak yang lemah seperti pengrajin atau
pengusaha kecil yang kalah bersaing dengan pengusaha besar.

Pada dasarnya perlindungan atau proteksi hasil produk batik tulis
Tanjungbumi lebih ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah dan tertindas
oleh pihak yang berkuasa, namun pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan belum melakukan proteksi atau perlindungan kepada pelaku UMKM
batik tulis Tanjungbumi terutama kepada pelaku usaha kecil atau pihak-pihak
yang lemah, serta belum adanya kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur

perlindungan terhadap produk batik tulis Tanjungbumi. Maka peran dinas
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Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya menjalankan
tugas dan fungsi yang harus dilakasanakannya, serta belum maksimal dalam
menjalankan program pemberdayaan UMKM batik tulis Tanjungbumi.

Proteksi atau perlindungan terhadap hasil produk ataupun melindungi
pelaku usaha batik yang lemah sebaiknya pihak Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan memiliki kebijakan yang mengatur permasalahan tersebut
dan dapat mengembangkan usaha batik tulis di Kabupaten Bangkalan. Langkah-
langkah kebijakan yang dapat dilakukan seperti yang diungkapkan oleh Hubeis
(2009: 11) yang menyatakan:

1) Penumbuhan iklim usaha kondusif, agar UKMK dapat bertumbuh dan
berkembang.

2) Kebijakan persaingan sehat dan pengurangan distorsi pasar, agar UKMK
menjadi usaha yang efisien, sehat dan memiliki pertumbuhan tinggi, yang
pada gilirannya dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan memberi
sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

3) Kebijakan ekonomi yang memberikan peluang bagi UKMK untuk
mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi,
sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan sumber pendapatan, serta
menciptakan berbagai bentuk kerja sama dalam meningkatkan daya
kompetisi.

4) Kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan,
memperkuat dan saling menguntungkan, serta kesetaraan.

Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, ptoteksi ditujukan pada
penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku UMKM. Penumbuhan
usaha iklim dimaksudkan agar pelaku UMKM yang tidak memiliki kemampuan
manajerial yang baik mampu bersaing dengan pelaku UMKM lain dan dapat
mengembangkan usahanya. Langkah-langkah kebijakan tersebut dapat

memberikan alternatif kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan

untuk melindungi pelaku usaha batik yang lemah dan juga melindungi hasil
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produk batik dari persaingan pasar bebas atau ancaman-ancaman yang akan
menghancurkan pelaku usaha batik yang lemah, sehingga nantinya akan
memberikan program kerja yang kompetitif bagi dinas dan menjadi bahan

evaluasi program kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Koperasi dan UMKM
dalam pemberdayaan UMKM Sektor Batik di Kabupaten Bangkalan
a. Faktor Pendukung
1) Klinik KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah faktor pendukung
dalam membantu kelancaran program pemberdayaan UMKM batik. Hal tersebut
searah dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf (a) Nomor 2 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan, salah
satu upaya pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan
dengan cara memberikan kemudahan dalam pengadaaan sarana dan prasarana,
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan pasal tersebut, sarana
dan prasana merupakan salah satu aspek penunjang bagi pengembangan usaha,
namun pemahaman yang tertuang dalam pasal tersebut hanya terbatas pada aspek
teknis dan pada tingkat produksi.
Sarana dan prasarana sebagai pendukung dari program pemberdayaan
UMKM sektor batik di Kabupaten Bangkalan bukan hanya terbatas pada aspek

teknis dan produksi saja, melainkan juga sarana dan prasarana yang bersifat non
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teknis dan menjadi salah satu pendukung dalam sektor distribusi atau penjualan
produk. Suparyanto (2012: 70) berpendapat, dalam konteks pemasaran, sinergitas
antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan dalam
pengembangan UMKM khususnya di bidang pemasaran, dimana salah satu
strategi yang ditempuh adalah menyediakan sarana dan dukungan promosi dan uji
coba pasar.

Pendapat di atas juga didukung dengan Pasal 16 Ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah
nomor 2 yang menyatakan bahwa, salah satu cara pengembangan dalam bidang
pemasaran dilakukan dengan cara menyediakan sarana pemasaran yang
meliputi Menyelenggarakan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan
rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil.

Salah satu sarana yang mendukung pemberdayaan UMKM sektor batik
adalah tersedianya Klinik Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan menyediakan klinik UMKM sebagai sarana kepada pelaku
semua UMKM untuk membantu memamerkan produknya di klinik UMKM yang
terdapat di kantor dinas. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pengenalan
produk unggulan Kabupaten Bangkalan kepada masyarakat atau wisatawan yang
berkunjung ke Kabupaten Bangkalan. Selain itu, Klinikk KUMKM merupakan
sarana pengenalan produsen UMKM kepada konsumen yang ingin membeli
produk UMKM Kabupaten Bangkalan. Pihak dinas membantu memberikan

informasi berupa tempat dan produsen yang bisa dihubungi kepada konsumen
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untuk membeli produk tersebut secara langsung kepada produsen yang
bersangkutan.

Pentingnya sarana dan prasarana yang menunjung pemberdayaan
UMKM diungkapkan oleh Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40) yang
menyatakan, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial
ekonomi rakyat, serta penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil
produksi dan jasa masyarakat. Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan
pelaku usaha batik dalam perekonomian masih sangat lemah. Persaingan usaha
yang cukup kompetitif dan jumlah UMKM batik yang sangat banyak
mengakibatkan tingkat penjualan produk sangat rendah, terlebih pelaku usaha
kecil akan semakin sulit bersaing dengan pengusaha besar batik yang sudah
memiliki modal yang besar dan jaringan pasar yang luas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka langkah Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Bangkalan dalam memberikan bantuan sarana berupa Klinik
KUMKM merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam
mempromosikan atau mengenalkan produk batik. Hal tersebut cukup membantu
produsen batik untuk memamerkan hasil produknya kepada masyarakat atau
wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangkalan. Mengingat bahwa lokasi
sentra batik tulis Tanjungbumi yang cukup jauh membuat produsen sulit untuk
memasarkan produknya, maka dengan adanya klinikk UMKM yang berada di
Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat
membantu pelaku usaha batik untuk memasarkan atau memamerkan produk

mereka.
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2) Jembatan Suramadu

Selain adanya klinik KUMKM, adanya Jembatan Suramadu juga
memberikan dukungan dan respon yang positif kepada pelaku usaha batik tulis
khususnya pelaku usaha batik tulis yang ada di Kecamatan Tanjungbumi, karena
adanya Jembatan Suramadu yang menguhubungkan wilayah Madura dan Jawa
memberikan kemudahan akses kepada para pengunjung atau wisawatan yang
ingin membeli batik tulis Tanjungbumi. Jembatan Suramadu merupakan sarana
yang mendukung pengembangan UMKM dan pemberdayaan UMKM yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM baik di sektor produksi maupun di
sektor pemasaran.

Hal tersebut searah dengan pernyataan yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Pasal 16 Ayat (1) huruf a dan
huruf b yang menyatakan bahwa dalam pemberdayaan dan pengembangan
UMKM dapat dilakukan pada dua bidang yaitu produksi dan pemasaran. Adanya
Jembatan Suramadu akan meningkatkan kualitas akses menuju Pulau Madura
sehingga akan menurunkan biaya produksi dan transportasi serta menghemat
waktu pengiriman bahan baku produksi yang sebelumnya harus ditempuh dengan
menggunakan kapal very dan harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi serta
waktu cukup yang lama.

Adanya Jembatan Suramadu dapat mempermudah dalam bidang
pemasaran batik tulis Tanjungbumi karena memberikan kemudahan akses kepada
masyarakat di luar Pulau Madura, sehingga minat masyarakat untuk berkunjung

ke Pulau Madura akan meningkat dan akan berimplikasi terhadap peningkatan



166

penjualan produk batik tulis Tanjungbumi. Hal tersebut didukung oleh pendapat
yang diungkapkan oleh informan yakni dari pelaku usaha batik yang ada di
Kecamatan Tanjungbumi sekaligus didukung oleh Bapak RT selaku staf
pengembangan UMKM, adanya Jembatan Suramadu meningkatkan perekonomian
kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha batik tulis Tanjungbumi, karena
permintaan dari konsumen terhadap batik tulis Tanjungbumi meningat hingga
100% (seratus persen).

Jembatan Suramadu yang berada di sisi Kabupaten Bangkalan
memberikan keuntungan kepada Kabupaten Bangkalan dan pelaku UMKM untuk
memasarkan berbgai macam produk kepada pengunjung atau wisatawan. Sarana
dan prasarana tersebut membantu pelaku usaha batik untuk meningkatkan hasil
produksinya serta dapat meningkatkan perekonomian atau pendapatan pelaku
UMKM batik tulis Tanjungbumi, karena banyak pelaku usaha batik Kabupaten
Bangkalan yang memasarkan produknya di sepanjang jalan arah Jembatan
Suramadul.

Menurut Soemarno (2002) menyatakan bahwa, aspirasi masyarakat
yang berkembang saat ini mengisyaratkan perlunya mempercepat pembangunan
pedesaan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, melalui penyediaan sarana
dan pra sarana, pengembangan kelembagaan pengelola sumber daya, penguasaan
teknologi dan pemanfaatan keunggulan sumber daya alam. Jembatan Suramadu
sebagai sarana yang mendukung pemberdayaan UMKM merupakan satu modal
yang penting dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur serta akses

menuju ke sentra batik di Kecamatan Tanjungbumi. Meskipun sampai sekarang
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pemerintah daerah belum meningkatkan pembangunan infrastruktur dan akses
menuju sentra usaha batik ke Kecamatan Tanjungbumi, namun dengan adanya
Jembatan Suramadu pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang
perlu dijadikan prioritas oleh pemeritah daerah sebagai salah satu pendukung
dalam meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana dapat mempermudah proses
pemberdayaan dan sekaligus sebagai pendukung dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat
Sumodiningrat dalam Mashoed (2004: 40) yang menyatakan, upaya
pemberdayaan adalah dengan pembangunan sarana sebagai pendukung
pengembangan sosial ekonomi rakyat, dan penyediaan sarana untuk
memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat.

Meskipun pembangunan Jembatan Suramadu tidak secara langsung
diperuntukkan sebagai pengembangan usaha batik, namun adanya Jembatan
Suramadu membuat peluang usaha batik lebih besar. Sebagai jembatan terpanjang
di Indonesia, Jembatan Suramadu memiliki daya tarik yang cukup tinggi,
sehingga banyak masyarakat yang tertarik ingin berkunjung ke Jembatan
Suramadu sekaligus berkunjung ke Pulau Madura Khususnya Kabupaten
Bangkalan yang merupakan pintu masuk Pulau Madura dari Kota Surabaya.

Meningkatnya minat masyarakat ke Pulau Madura akan berdampak
pada meningkatnya penjualan produk batik Tanjungbumi, sehingga Jembatan

Suramadu telah menjadi salah satu sarana pendukung yang signifikan dalam
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membantu meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan iklim usaha
batik tulis Tanjungbumi.
b. Faktor Penghambat
1) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang menjadi sarana bagi Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan program pemberdayaan akan
terhambat jika anggaran tersebut kurang memadai untuk mendukung program
kerja dinas. Keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat dari Dinas Koperasi
dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam memberikan bantuan atau
memberdayakan para pelaku usaha batik di Kecamatan Tanjungbumi, karena
akses untuk menuju ke tempat atau lokasi sentra usaha batik di Kecamatan
Tanjungbumi yang cukup jauh dan memerlukan waktu yang lama, sehingga
menyebabkan biaya transportasi dan anggaran menjadi meningkat. Hal ini
membuat dinas sulit untuk menjalankan program pemberdayaan dan memberikan
bantuan kepada pelaku usaha batik karena anggaran yang terbatas.

Keterbatasan anggaran juga disebabkan karena jumlah UMKM batik
tidak sebanding dengan anggaran yang dimiliki oleh dinas, sehingga membuat
pihak dinas sulit untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha batik di
Kecamatan tanjungbumi. Seperti yang disampaikan oleh informan yakni Bapak
RT selaku staf bidang pengembangan UMKM yang mengungkapkan bahwa,
kendala utama dalam pemberdayaan UMKM batik adalah keterbatasan anggaran
yang dimiliki oleh dinas, sehingga program pemberdayaan kurang berjalan

dengan maksimal.
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Keterbatasan anggaran merupakan permasalahan yang paling sering
dialami oleh pemerintah daerah. Hal itu didukung dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Mardiasmo (2002: 145) yang mengatakan bahwa, secara umum
pemerintah daerah masih mengalami banyak masalah di antaranya:

Ketidakcukupan sumber daya finansial

Minimalnya jumlah pegawai yang dimiliki ketrampilan dan keahlian
Prosedur dan sistem pengendalian manejemen yang tidak memadai
Rendahnya produktivitas pegawai

Inefiensi

Infrastruktur yang kurang mendukung

Lemahnya perangkat hukum (aparat penegak hukum dan peraturan
hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum

Political will yang rendah

Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Lemahnya akuntabilitas publik

Keterbatasan anggaran akan berdampak pada tingkat keberhasilan dan
intensitas program pemberdayaan UMKM batik. Pendapat tersebut juga
dibuktikan dengan pentingnya anggaran sebagai salah satu komponen penting
dalam pemberdayaan yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-
UndangNomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang
menyatakan bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan
bagi Usaha Mikro dan kecil. Maka dari itu, aspek anggaran atau pendanaan
merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM batik.

Keterbatsan anggaran juga akan berdampak pada penyediaan sarana dan
prasarana yang dilakukan oleh dinas untuk membantu pelaku UMKM batik tulis
khususnya yang berada di Kecamatan Tanjungbumi yang jarang diberikan
bantuan dan bahkan hanya satu kali bantuan tersebut dijalankan yakni berupa

pelatihan pewarnaan alami batik yang dilaksanakan pada tahun 2011. Pendidikan
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dan pelatihan selama ini lebih ditujukan kepada masyarakat sekitar Kantor Dinas
Koperasi dan UMKM atau masyarakat sekitar pusat Kota Bangkalan untuk
menghemat anggaran dinas.
2) Akses Yang Sangat Jauh dan Infrastruktur Yang Kurang

Memadai

Akses dan infrastruktur merupakan sarana bagi pelaku usaha batik dan
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan kegiatan
dan program untuk mengembangkan UMKM batik tulis Tanjungbumi. Akses dan
infrastruktur juga merupakan hal penting guna menunjang program pemberdayaan
UMKM batik tulis Tanjungbumi agar berjalan dengan baik, namun pada
kenyataannya sarana tersebut dinilai kurang mendukung oleh pihak dinas maupun
pelaku usaha batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi, hal tersebut dikarenakan
akses untuk menuju ke sentra batik tulis Tanjungbumi yang berada di Kecamatan
Tanjungbumi yang cukup jauh dan memerlukan waktu yang lama, serta
infrastruktur seperti jalan raya yang rusak membuat pihak dinas sulit untuk
menjalankan program pemberdayaan di Kecamatan Tanjungbumi. Begitu juga
dengan pelaku usaha batik di Kecamatan Tanjungbumi sulit untuk memasarkan
produk dan membeli bahan baku yang berada di Surabaya.

Akses dan infrastruktur merupakan masalah yang membuat program
pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan kepada pelaku usaha batik di Kecamatan Tanjungbumi tidak berjalan
dengan maksimal dan membuat peran dinas dalam membantu memberikan

pelatihan kepada pelaku usaha batik yang ada di Kecamatan Tanjungbumi
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menjadi terhambat. Seperti yang disampaikan oleh informan dalam penyajian
data, penghambat akses yang sangat jauh dan infrastruktur yang rusak juga
menyebabkan para pelaku usaha batik kesulitan dalam mendapatkan bahan baku
membuat batik dan memasarkan produk batiknya.

Akses yang kurang mendukung juga menjadi kendala dalam proses
pemberdayaan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Bangkalan, karena akan berdampak pada tingginya biaya transpotasi. Hal tersebut
diungkapkan oleh Tambunan (2009: 75) yang menyatakan kendala dalam
manajemen UMKM juga disebabkan oleh biaya transportasi dan energi yang
tinggi, sehingga membuat anggaran dinas semakin tinggi.

Lokasi sentra batik tulis Tanjungbumi di Kabupaten Bangkalan tidak
mendukung dalam pengembangan sentra UMKM batik tulis di Kecamatan
Tanjungbumi, dikarenakan lokasi atau tempat sentra UMKM batik tulis
Tanjungbumi yang kurang strategis dan kondusif, sehingga akan berdampak
terhadap penjualan atau perkembangan UMKM batik di Kecamatan Tanjungbumi
dan sulit untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangkalan. Seperti yang diungkapkan oleh Prawirokusumo (2010: 230) salah
satunya menyatakan lokasi UMKM yang buruk, sehingga menyebabkan kendala
atau sulitnya mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Peran Dinas Koperasi
dan UMKM menjadi sangat penting, karena sebagai dinas yang menaungi
masalah UMKM dan memberikan fasilitas harus mampu memberikan solusi dan

pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha batik.



172

Berdasarkan hasil penelitian, akses dan infrastruktur yang kurang
mendukung membuat pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan
sulit untuk menjalankan program kerja atau program pemberdayaan UMKM batik
ke Kecamatan Tanjungbumi. Selain memerlukan waktu yang cukup lama, biaya
transportasi yang tinggi, akan menyebabkan anggaran semakin tiggi. Hal tersebut
disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak RT selaku staf bidang
pengembangan UMKM. Selain itu, terbukti dari pihak dinas yang hanya satu kali
memberikan pelatihan pewarnaan alami batik kepada pelaku usaha batik yang ada
di Kecamatan Tanjungbumi yang dilaksanakan sekitar tahun 2011 serta pelatihan
pewarnaan alami tersebut tidak diberikan secara merata kepada pelaku usaha batik
yang ada di Kecamatan Tanjungbumi sebagai sentra batik yang ada di Kabupaten
Bangkalan.

Permasalahan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah dan tanggung
jawab Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan untuk
berkerjasama dan berkoordinasi dengan dinas yang menaungi masalah
infrastruktur, karena dinas berkewajiban memberikan akses kepada masyarakat
yang membutuhkan. Seperti yang dinyatakan oleh Kartasasmita (1997: 15) bahwa
birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh
masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri. Pembukaan akses yang
memadai di satu sisi akan memberikan kemudahan terhadap arus transportasi
masyarakat dan di satu sisi memberikan kemudahan kepada dinas untuk

memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMKM batik.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Kepada Dinas

10.

Bagaimana perkembangan industri atau usaha batik tulis Tanjungbumi di
Kabupaten Bangkalan?

Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan program
pemberdayaan UMKM batik?

Apa saja kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan pada sentra batik tulis yang ada di
Kecamatan Tanjungbumi?

Kenapa selama ini pelatihan perca batik tidak ditujukan kepada pelaku usaha
batik di Kecamatan Tanjungbumi dan lebih diprioritaskan di masyarakat kota?
Bagaimana bentuk kebijakan dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam upaya
pemberdayaan UMKM batik tulis Tanjungbumi?

Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM terhadap masalah permodalan
yang dialami oleh pelaku usaha batik?

Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM terhadap masalah pemasaran
yang dialami oleh pelaku usaha batik?

Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan perlindungan
terhadap UMKM batik tulis Tanjungbumi di tengah ancaman pasar bebas dan
adakah kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut?

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program
pemberdayaan batik tulis Tanjungbumi?

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program
pemberdayaan batik tulis Tanjungbumi?
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Pedoman Wawancara Kepada Pelaku Usaha Batik tulis di Kecamatan

Tanjungbumi.

10.

Bagaimana perkembangan batik tulis di Kecamatan Tanjungbumi?

Adakah peran dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan seperti
bantuan permodalan, pemasaran atau pelatihan kepada pelaku usaha batik
tulis yang ada di Kecamatan Tanjungbumi?

Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan pelatihan dari Dinas Koperasi dan
UMKM?

Bagaimana perkembangan pemasaran batik tulis di Kecamatan
Tanjungbumi?

Bagaimana dengan jangkauan pemasaran batik tulis Tanjungbumi?
Bagaimana pemasaran batik setelah adanya jembatan Suramadu?

Bagaimana dengan permodalan yang dimiliki oleh pelaku usaha batik tulis di
Kecamatan Tanjungbumi?

Apa permasalahan atau kendala utama yang selama ini dialami oleh pelaku
usaha batik tulis di Kecamatan Tanjungbumi?

Bagaimana cara untuk mengatasi ancaman pasara bebas agar tetap bisa
bersaing dengan produk-produk daerah lain bahkan produk dari luar negeri?
Apakah Anda mengetahui tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

untuk melindungi hasil produksi batik?
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11.
12.

DAFTAR NAMA PENGUSAHA BATIK EKSPOR

UD. SABAR INDAH COLLECTION

Nama
Nama Pemilik
Alamat
Bangkalan
Jenis Produk
Contact Person
- Telpon
- Fax
- Email
Merk Dagang
Asset
OmzetTH
Kategori Ekspor

. Pangsa Pasar

Negara Tujuan Ekspor

Jumlah Tenaga kerja

: UD SABAR INDAH COLLECTION
- F. INSANIYAH
: JI. Cempaka 119 Desa Paseseh Kec. Tanjungbumi

: Kerajinan Batik Tulis Madura

: (031) 3071103

: Rp. 300.000.000,-

: Rp. 700.000.000,-

: UKM EKSPOR

. 1) Lokasi Kab/Kota

2) Antar Kab/Kota Dalam Propinsi
3) Antar Propinsi
4) Luar Negeri (Ekspor)

: Jepang, Malaysia

: 50 orang terdiri dari:

1) Tetap 30 Orang
2) Tidak Tetap 20 Orang

186



13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

UD. KURNIA

Nama
Nama Pemilik
Alamat
Tanjungbumi Bangkalan
Jenis Produk
Contact Person

- Telpon

- Fax

- Email
Merk Dagang
Asset
OmzetTH
Kategori Ekspor
Pangsa Pasar

Negara Tujuan Ekspor
Jumlah Tenaga kerja

: UD KURNIA
: MISDJAN
. JI. Raya Tanjungbumi, Ds. Tanjungbumi, Kec.

: Kerajinan Batik Tulis Madura

: (031) 3071095

: “KURNIA”

 Rp. 1.500.000.000,-
: Rp. 120.000.000, -

: UKM EKSPOR

: 1) Lokasi Kab/Kota

2) Antar Propinsi
3) Luar Negeri (Ekspor)

: Jepang
: 60 orang terdiri dari:

1) Tetap 60 Orang
2) Tidak Tetap 0 Orang
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